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The Controversial 
HENDRO S. GONDOKUSUMO 
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3 BE RVAWASAN LINGKUNGAN 


Manifestasi ideal sebuah kota yang peduli pada kualitas hidup. 
Mari bergabung dalam sebuah Komunitas baru yang sehat di 
lingkungan prima dan bebas polusi. 
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SR Plasterboard dipakai sebagai bahan par- 

tisi dan ceiling untuk meningkatkan mutu 
interior ruangan di perumahan, perkantoran, 
rumah sakit, hotel dan lainnya. 

CSR Plasterboard khusus dibuat dari bahan 
alami yakni batuan Gypsum yang ditambang 
sehingga dijamin tidak merusak kesehatan dan 
yang secara alami mempunyai sifat tidak mudah 
terbakar, lebih ringan dan mudah ditekuk diban- 
dingkan dengan bahan-bahan lainnya seperti ply 
wood, batu-bata atau bahan lainnya. Hal ini 
memudahkan para arsitek, interior dan desainer 
mendesain ruangan. 

Sifat tidak mudah terbakar dari CSR Plaster- 
board membuatnya sangat ideal dan wajib untuk 


bangunan bertingkat tinggi atau perumahan yang 
harus memenuhi syarat rating standar kebakaran. 

Keuntungan lainnya dari CSR Plasterboard 
adalah bobotnya yang ringan sehingga mengu- 
rangi efek pembebanan terhadap struktur gedung 
atau bangunan. CSR Plasterboard juga memu- 
dahkan proses pemasangan partisi dibandingkan 
dinding bata sehingga memberikan tingkat fleksi- 
bilitas yang tinggi terhadap rencana tata ruang 
sesuai dengan selera penghuni apartemen- 
apartemen. 

CSR Indonesia dengan didukung oleh CSR 
Australia—perusahaan bahan bangunan terbesar 
di Australia yang berdiri sejak 1855 dengan total 
penjualan Aus$5.4 milyar dan total aset Aus$6.6 


Pi 
L 


nm 


milyar— akan memulai produksi komersialnya di 
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa 
Barat, pada tahun 1995. 


Teknologi Australia, Keahlian Indonesia. 
Bersatu padu. Membangun Indonesia. 


PT. CSR PRIMA KARYA PLASTERBOARD 
Bapindo Center, Bapindo Tower |, Lt. 19 
JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 
Ph: 62 21 536 6232 (hunting) Fax: 62 21 536 6238/9 


KONTAK 


SURAT 
DARI BANGKOK 


It has come to our attantion that the 
March issue of Properti Indonesia had an 
article on a demonstration clinic build in 
Semarang using the building system we 
developed at Habitech Center, Asian In- 
stitute of Technology. 

We would like to kindly request you. 
to send us a copy of this of your magazine 
so that we could file this documentation 
relating to our work at our office. Any 
cost incurred, would reimbursed by our 
center. 

We are in the process of forming 
joint ventures with Indonesia private sec- 
tor companies interested in using the 
building system described in the article 
and a copy of your magazine would be 
most helpful in showing an example of the 
use of the system. 

Bernard Lefebvre 

Associate Professor Habitech Center 
School of Environment, Resources and 
Development 

Asian Institute of Technology 

PO Box 2754 

Bangkok 10501 


Your reguest will be handled by 
sirculation department. Editor 


PPN PENJUALAN 
RUMAH, MANA YANG 
BENAR? 


Baru-baru ini saya membeli rumah 
real estate dari sebuah developer. 
Harganya Rp 83.000.000. Karena saya 
membeli tunai (tanpa KPR), developer itu 
memberikan diskon sebesar 10 persen 
. dari harga dasarnya. Sehingga, saya 
mendapat diskon sebesar Rp 8.300.000. 
Dengan demikian harga riil yang saya 
bayar adalah Rp 83.000.000 - 8.300.000 


= Rp 74.700.000. 

Namun, saya melihat ada keganjilan 
ketika developer menghitung PPN. Deve- 
loper menghitung PPN yang harus saya 
bayar berdasarkan harga dasar Rp 
83.000.000, sehingga menurut perhi- 
tungan mereka saya harus membayar PPN 
sebasar Rp 8.300.000- Padahal, pada 
hemat saya, seharusnya PPN dihitung 
berdasarkan harga setelah diskon yaitu 10 
persen dari Rp 74.700.000, sehingga PPN 
yang harus dibayar adalah Rp 7.470.000. 
Saya curiga, selisih sebesar Rp 830.000 itu 
bukannya disetor ke kas negara untuk 
PPN, tetapi mengalir ke kas developer. 

Sehubungan dengan kasus ini, saya 
mohon penjelasan dari pejabat yang 
berwenang di Direktorat Jenderal Pajak 
mengenai masalah ini. Apakah PPN itu 
dihitung berdasarkan harga dasar atau 
berdasarkan harga jual akhir setelah 


diskon? 


Ny. Dina Susanti 
Jl. Siaga Raya, Pejaten Barat 
Pasar Minggu 


Jakarta Selatan 


USUL BONUS BUKU 
MINI 


Saya salah seorang pembaca 
Properti Indonesia yang selalu memberi 
perhatian khusus terhadap liputan- 
liputan seputar masalah hukum dan 
perizinan. Saya tertarik sekali dengan 
liputan rubrik Perizinan edisi Mei 1994 
yang lalu, yang memuat soal izin 
renovasi rumah. Prosedur yang resmi 
dalam mengurus IMB dan izin renovasi 
rumah, ternyata tidak sesulit dan 
semahal yang dibayangkan. 

Ternyata, mengenai tarif sudah 
diatur khusus dalam Keputusan 
Gubernur DKI No. 547 tahun 1993, 
seperti yang dimuat dalam tabel rubrik 
Perizinan tersebut. Namun, kenyataan 
di lapangan tidak seperti itu. Masya- 
rakat selalu saja terpaksa membayar 
melebihi dari biaya yang resmi. Kalau 
tidak, berkas permohonan masyarakat 
bisa dipetieskan. Setidak-tidaknya, 
tulisan Properti Indonesia mengenai 
IMB tersebut, bisa menjadi pedoman 
bagi masyakat umum bahwa begitulah 
sebenarnya prosedur dan biaya 
mengurus IMB. 

Saya mengusulkan, bagaimana 
kalau Properti Indonesia (kalau bisa 
tiap nomor) memberikan bonus berupa 
sisipan buku kecil mengenai peraturan- 
peraturan tentang hukum properti dan 
perizinan terbaru. Peraturan-peraturan 
itu bisa yang baru saja dikeluarkan 
mulai dari tingkat UU sampai keputusan 
gubernur. Atau bisa pula bukan 
peraturan baru, tetapi sangat penting 
bagi masyarakat umum seperti SK 
Gubernur DKI tentang petunjuk teknis 
cara perhitungan retribusi bangunan 
tadi. 

Saya yakin, dengan bonus buku 
mini tersebut, Properti Indonesia akan 
semakin dibutuhkan banyak orang. 


Khairul Sikumbang SH 
Cijantung, Jakarta Timur 


Usul Anda akan kami pertim- 
bangkan. Redaksi 
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bisnis yang begitu besar. Berekanan dengan mitra bisnis mancanegara, merupakan tuntutan 


SERAMBI 


Indonesia Property Report 


eluang bisnis properti di negeri ini, adalah peluang bisnis triliunan. Bayangkan saja, pada 

subsektor perumahan saja terdapat peluang pengadaan rumah mencapai satu juta unit 
setahun. Jumlah tersebut akan berlanjut hingga 25 tahun mendatang. Tidak terbilang pula 
berapa luas ruang untuk perkantoran, hotel, apartemen, pertokoan, industri, infrastruktur, hotel 
dan taman rekreasi yang dibutuhkan agar dapat mengakomodir pertumbuhan ekonomi rata-rata 
6 - 8 persen setahun. 

Untuk menggelar peluang menjadi aktivitas bisnis, diperlukan dana investasi yang tidak 

sedikit. Pemerintah sejak jauh-jauh hari sudah mengajak swasta untuk berperan aktif di sektor 
ini. Namun adalah muskil, semuanya dapat dibiayai oleh para pemain nasional untuk skala 


zaman, untuk dapat mempercepat proses pembangunan serta menggulirkan potensi peluang tadi. 
Karena itu tidak aneh, apabila banyak para pemain properti dari mancanegara, yang 
belakangan ini semakin banyak melirik perkembangan bisnis properti di negeri ini. Bagi 
mereka, sama seperti para pemain bisnis lainnya, negeri ini menjanjikan peluang yang 
menjanjikan. Itu pula sebabnya, banyak dari mereka 


mencari informasi yang lebih lengkap tentang 
keadaan bisnis properti di sini. Salah satu 
sumber yang sering mereka mintai 
informasi adalah Majalah 
Properti Indonesia dengan Pusat 
Datanya. MAN ea E NG 
Bagi kami pengelola Properti 
Indonesia, permintaan informasi dari 
para pemain properti asing maupun 
expatriat di negeri ini, yang kian hari 
makin tinggi intensitasnya, berarti ada 
suatu relung yang belum terjamah. Sekaligus 
pula, merupakan obligasi kami ikut 
mempromosikan peluang yang begitu besar di 
negeri ini agar bisa segera terealisasi menjadi 
aktivitas bisnis.Inilah yang mendasari pemikiran 
untuk menerbitkan jurnal triwulanan dalam bahasa 
Inggeris yang kami namai Indonesia Property Report. Jurnal ini memuat laporan secara 
mendalam dan komprehensif, agar para pembaca (investor) dari manca negara dapat memahami 


betul peluang yang terbuka di negeri ini. Pada gilirannya, tentu kita berharap dana-dana mereka 
yang banyak terparkir di pusat-pusat keuangan dunia, dapat mengalir ke negeri ini. 

Indonesia Property Report ini dicetak sebanyak 25.000 eksemplar, dan sekitar 40 persen 
diedarkan di Singapore. Negeri yang kita ketahui sebagai jendela Asia Tenggara ke 
mancanegara. Sisanya kami edarkan ke beberapa kota lain di Asia, Amerika, Eropa dan 
Australia. Media ini juga kami kirimkan ke berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri, agar 
dapat dijadikan bahan masukan yang diperlukan untuk mendukung diplomasi ekonomi kita. 

Pembaca. Selain menerbitkan Indonesia Property Report, kami juga sudah sejak setahun 
terakhir ini dipercaya pula oleh beberapa perusahaan properti utama di negeri ini untuk 
mengelola penerbitan internal mereka. Salah satu yang patut kami sebutkan adalah Majalah 
KICAU, yang diterbitkan oleh PT Jaya Real Property. Majalah yang ditujukan untuk masyarakat 
Kota Taman Bintaro Jaya ini, diterbitkan setiap bulan. Selain itu, kami juga dipercaya 
menerbitkan Majalah PARAS, penerbitan internal Bank Tabungan Negara. Masih ada beberapa 
majalah serupa yang dipercayakan kepada kami pengelolaannya, yang dalam waktu dekat ini 
akan diterbitkan. Atas dasar itu, agar dapat melayani permintaan layan jasa seperti tersebut, 
kami akhirnya memutuskan untuk membangun divisi Penerbitan Majalah Internal (Divisi in- 
house magazine). Divisi ini siap melayani kebutuhan Anda yang mengalami kesulitan dalam 
mengelola majalah internal perusahaan, grup perusahaan, atau komunitas kota baru B 
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HANYA BEBERAPA MENIT DARI PINTU TOL BEKASI BARAT MENUJU KE LOKASI 


ebuah konsep hunian ideal, dengan "Dua Jalan Masuk" dan lingkungan yang bersih, 
ijau berbunga serta ditunjang oleh sarana transportasi dari segala arah. 


asilitas : 
port Centre, Kolam Renang, Pusat Perbelanjaan, PAM, 
aluran Telepon, Tempat Bermain Anak, Keamanan 24 jam. 


Developer & Marketing : 


PT. BUMI SARANA SEMESTA 


KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK C 53 
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Desain Cover: Suprobo 
Foto: Tatan Rustandi 


LIPUTAN UTAMA 
Jakarta Untuk Siapa? 20 


Jakarta, dengan masa silam 468 tahun, memikul beban 
berat sebagai ibukota negara, kota perdagangan, 
pariwisata dan bahkan kota industri. Tahun 2005 
Jakarta akan berpenduduk 12 juta lebih, belum termasuk 
warga Botabek yang mencari nafkah di sini. Masalah 
akibat pertumbuhan penduduk akan makin kompleks. 
Tanpa intervensi dari pemerintah, warga berpenghasilan 
rendah sulit mendapat tempat di kota ini. Benarkah 
investor mendikte arah pembangunan kota? 


TRENDBISNIS 
Optimis Menyongsong Lonjakan Investasi 82 


Pasok ruang perkantoran di Surabaya terus meningkat, seiring 
dengan pesatnya pertumbuhan investasi di kota itu. Namun, 
sebagian besar pengusaha menengah masih senang berkantor di 
perumahan. Terancam kelebihan pasok? 


TOKOH: HENDROS. GONDOKUSUMO 
Tak Ada Developer Langsung Besar 60 


Memulai karir usaha sebagai pagawai gudang, Hendro Santoso 
Gondokusumo kini mengendalikan semua proyek properti Grup 
Dharmala dengan aset sekitar Rp 1 triliun. Apa rahasia 
suksesnya? 


LIPUTAN KHUSUS 
Kaya Potensi Namun Sarat Kendala 44 
Potensi Kepulauan Seribu sebagai objek wisata laut dapat 


lebih dikembangkan lagi. Namun sejumlah kendala 
menghadangnya. Investor yang akan masuk dipersulit? 


GAYAHIDUP:GLADYSSUWANDI 


Terkenang Rumah di Ceko 110 


Gladys Suwandi lebih suka rumah bergaya klasik Eropa. Ia 
punya selera sendiri soal dapur dan kamar tidur. Mengapa 
artis ini memilih lahan di Cibubur? 
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Bira Island Project 
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| ze | GLIDDEN ULTRAHIDE MATT EMULSION 
gp | o] adalah cat terkemuka pilihan para arsitek di 
„ “Ni à Amerika dan Eropa. Kini GLIDDEN ULTRAHIDE 
Glidden o. MATT EMULSION mempersembahkan. simfoni 
warna - warna eksklusif untuk eksterior maupun 
interior yang akan menjadikan setiap bangunan 
lebih mempesona. | 

GLIDDEN ULTRAHIDE MATT EMULSION 
menjamin proses pengecatan lebih cepat, dengan 
hasil akhir yang sempurna dan sangat ekonomis 
berkat daya tutupnya yang tinggi «dan daya 
sebarnya yang lebih luas. ‘ 

Jadikanlah GLIDDEN ULTRAHIDE MATT 
EMULSION pilihan pertama untuk memperindah 
bangunan Anda sekarang juga!. 


y A - N 
| Aeg Glidden P 7 mengesan sempurna 
ODUKSI PT ICI PAINTS INDONESIA %e®” SN. A 
CIMANGGIS - BOGOR Od Paints-World Leader 


Gedung 
Perkantoran di 
Bintaro 


Kawasan permukiman 
Bintaro Jaya akan segera dileng- 
kapi dengan gedung perkan- 
toran 17 lantai yang terletak di 
sektor 9, lokasi yang diperun- 
tukkan bagi CBD (central busi- 
ness district) Bintaro Jaya. 
Pemancangan tiang pertama 


a 


ProperriSPor 


segi empat sehingga masing- 


masing sisi bisa memiliki view | 


lepas. 

Pembangunan Gedung 
Jaya Bintaro diperkirakan 
memakan waktu 20 bulan. Luas 
lantainya 23.900 m° dengan ser- 
vice area 4.083 m’. Untuk 
membangun gedung ini Grup 
Jaya mengalokasikan dana Rp 
37 miliar lebih yang berasal dari 
hasil go public PT Jaya Real 
Property dan pinjaman bank- 


DIREKTUR JRP SEDANG MELAKUKAN PEMANCANGAN TIANG PERTAMA 


GEDUNG JAYA 


gedung ini secara simbolik 
dilakukan oleh Presdir PT 
Pembangunan Jaya sekaligus 
Preskom Jaya Real Property 


(JRP) Ir. Ciputra dan Presdir 4 


JRP Drs. Tanto Kurniawan, 
awal Mei lalu. 

Gedung Bintaro Jaya, 
begitulah namanya, puncaknya 
akan dihiasi mahkota piramida 
bersegi empat ini, menurut 
Ciputra, dibangun untuk men- 
dukung aktivitas Kota Bintaro 
yang berkembang pesat dengan 
penduduk yang semakin besar. 
Karena lokasi gedung berada di 
tengah kawasan permukiman, 
konsep yang dikembangkan 
berbeda dengan gedung yang 
berada di kawasan komersial. 
Menurut Tanto Kurniawan, 
gedung ini menerapkan konsep 
multipurpose. Karena itu, ujar 
Tanto , bangunannya berbentuk 


bank lokal. 


Gedung ini dijual secara 


strata title dengan harga US$ 
700 per m?. Tahap pertama 
pembelinya nampaknya dido- 
minasi oleh anak-anak perusa- 
haan Grup Jaya. Menurut Tanto, 
sekitar 80% atau 14 lantai akan 
dipakai sendiri oleh tujuh anak 
perusahaan Grup Jaya. Antara 
lain, Jayabank, Jaya Teknik, 
Jaya Konstruksi, Arkonin, Jaya 
CM, Jaya Trade dan Jaya Real 
Property HP 


Launching Taman 
Dayu 


Langkah awal HM Sam- 
poerna di sektor properti cukup 
mendapat sambutan konsumen. 
Perumahan Taman Dayu, yang 
dikembangkan PT Taman 


IONVLSNH NY LVL 


Dayu (salah satu anak perusa- 
haan HM Sampoerna), akhir 
Aparil lalu sukses dipasarkan 
dalam acara launching di 
Shangri-la Hotel Surabaya. 


Menurut keterangan Colliers 

Jardine yang memasarkan | 
proyek ini, hingga acara | 
launching berakhir Taman | 


Dayu terjual 70%. 
Perumahan Taman Dayu 
dikembangkan di area seluas 
597 Ha di kaki gunung Weli- 
rang, Prigen, Pandaan Jawa 


Timur. Di sana developer akan | 


membangun 2.000 unit rumah 
berkonsep resor, yang pemba- 


ngunannya dibagi dalam tiga 
tahap selama 10 tahun. Tahap! , 


dimulai April 1995 dengan 


investasi sebesar US$ 85 juta | 


diperuntukkan untuk memba- 
ngun infrastruktur. Pada tahap I 
dibangun 450 unit yang terdiri 
dari 3 tipe, yaitu country estate 
dengan luas 300-500 m?, golf 
estate 500-1500 m? dan foothill 
estate yang merupakan tipe 
terbesar seluas 1.200-2.650 m’. 


Meski berjarak 50 Km _ 
dari Surabaya, dengan meng- | 


gunakan jalan tol Surabaya- 
Malang, lokasi ini dapat 
ditempuh dalam waktu 40 
menit dari CBD Surabaya. 
Karena dibangun dengan 
konsep resor, menurut Hendra 
Prasetya, dirut PT Taman Dayu, 
lahan yang dikembangkan 
untuk perumahan hanya 354, 
sedang sisanya tetap dibiarkan 
menjadi kawasan terbuka hijau. 
Hendra menjamin, dalam mem- 
bangun proyek ini pihaknya 
tidak akan pernah membabati 
tumbuhan di sana. Untuk 
mempertahankan keasrian 
itulah pihak developer mem- 
bangun lapangan golf 18 holes 
yang dirancang Jack Niclaus Sr. 

Melihat harganya yang 
cukup tinggi, US$ 85 - US$ 220 


per m°, konsumen yang dibidik | 
Taman Dayu nampaknya | 


adalah kelas menengah atas 
yang terdiri dari kalangan 


bisnis, industrialis di Malang, 
profesional, dan investor dari 
Jakarta yang anaknya kuliah di 
Malang E HP 


MM Real Estate 
DPP REI 


Sekolah Tinggi Manaje- 
men PPM bekerjasama dengan 
DPP REI, membuka program 
magister manajemen bidang 
kekhasan real estate. Menurut 
Sukiswo Dirdjosuparto PhD, 
Ketua Sekolah Tinggi Mana- 
jemen PPM, dinamika industri 
properti memerlukan eksekutif 
perusahaan yang trampil 
mengelola operasi perusahaan 
serta peka dan antisipatif pada 
perubahan lingkungan. Kebu- 
tuhan eksekutif seperti itu 
masih jauh melebihi jumlah 
yang tersedia. “MM real estate 
dirancang untuk memadukan 
antara teori dan praktek, dengan 
memadukan keunggulan peng- 
alaman PPM dalam pendi- 
dikan manajemen dan kepia- 
walan REI dalam penguasaan 
lapangan,” ujarnya. Karena itu, 
pengajar program ini terdiri dari 
staf PPM serta praktisi real 
estate. 

Tersedia dua pilihan kon- 
sentrasi, yaitu manajemen 
pemasaran dan manajemen 
keuangan. Sedang bidang 
kekhasan real estate mencakup 
bisnis real estate, penilaian 
properti, pengembangan kawa- 
san residensial, pengembangan 
kawasan komersial, manajemen 
properti, praktek-praktek real 
estate dan hukum properti. 
Lama pendidikan 18 bulan, 
dengan kegiatan di kelas 3 kali 
seminggu. Sedang biaya pend- 
idikan Rp 28,5 juta. Setiap 
angkatan dibatasi hanya 40 
orang peserta. “Lulusan MM ini 
mendapat dua sertifikasi seka- 
ligus, yaitu dari PPM dan REI,” 
ujar Ketua Umum REI 
Enggartiasto Lukita Bl 
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Atap ZINCALUME “ Unilever (Wall's), Cikarang, Bekasi 


Zincalume 


Lebih tahan lama 


Permukaannya halus, rata, 
dan memantulkan panas 


Sangat ideal untuk atap dan 
dinding bangunan industri/pabrik 


Empat kali lebih tahan terhadap 
korosi dibandingkan dengan baja 
lapis seng biasa 


SS XS NGA 


> 


Atap COLORBOND ° CitraLand Mall, Grogol, Jakarta - Barat 


® 


Colerbon 


Bergaransi 
Warnanya tahan pudar 


Sangat ideal untuk bangunan 
industri dan komersil 


Menggunakan baja dasar 
ZINCALUME” 


Berlapiskan primer epoxy 
dan cat oven yang diproses 
dengan teknologi termaju 
di dunia 


Colerbond 


h tepat melindungi investasi. 


“COLORBOND? are registered trade marks of BHP Steel (JLA) Pty Ltd 


Lippo & Wika Ubah 
Nama Asing 


Imbauan pemerintah agar 
developer segera mengubah 
nama-nama proyek yang meng- 
gunakan bahasa asing menjadi 
bahasa Indonesia mendapat 
tanggapan positip. Menyusul 
langkah Grup Ciputra, bulan 
lalu sejumlah developer mem- 
bulatkan tekad untuk mengubah 
nama proyek properti mereka 
yang sebelumnya menggunakan 
bahasa asing. 

Dua di antara beberapa 
developer itu adalah Grup Lippo 
dan Wijaya Karya (Wika), 
BUMN di bawah departemen 
PU yang menerjuni bisnis 
properti. 

Pengubahan nama proyek- 
proyek properti Lippo ditandai 
dengan penandatanganan 
naskah kesepakatan bersama 
dengan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa Depar- 
temen Pendidikan dan Kebuda- 
yaan, yang dilakukan chairman 
Grup Lippo Mochtar Riady dan 
Kepala Pusat Pengembangan 
Bahasa Dr. Hasan Alwi. Penan- 
datanganan naskah kesepakatan 
itu dilakukan di ruang Budi 
Utomo Gedung Kebangkitan 
Nasional, Jakarta Pusat, yang di 
zaman Belanda dulu merupa- 
kan gedung sekolah kedokteran 
| STOVIA. Hadir pada acara ini 
“Mendikbud Prof. Dr. Wardiman 
Djojonegoro dan Menpera Ir. 
Akbar Tadjung. 

. Wika juga akan segera 
mengubah nama-nama proyek 
propertinya yang selama ini 
menggunakan nama-nama 
asing seperti Bali View, Per- 
sada Golf Garden, dan Bandung 
Hill Side. Mulai 17 Agustus 
1995 nanti, seluruh papan nama 


dan brosur proyek-proyek ` 


tersebut sudah akan berubah 
menggunakan bahasa Indone- 
sia. Bali View misalnya, akan 
berganti nama menjadi Taman- 
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Properti S POT 


sari Pesona Bali, Persada Golf 
Garden menjadi Tamansari 
Persada Raya, dan Bandung 
Hill Side menjadi Tamansari 
Bukit Bandung. “Kami sepakat 
untuk menetapkan nama 
Tamansari yang berati tempat 
tinggal menjadi trade mark 
WIKA, kata A.Sudjipto, Direk- 
tur Utama PT WIKA E HP/IU 


Sekolah Menengah 
Umum (SMU) Al-Azhar 
Boarding School Lippo City 
mengadakan Open House untuk 
menandai tahun kedua berope- 
rasinya sekolah modern ini. 
Sekolah yang bernaung di 
bawah Yayasan Syifa Budi ini, 


pelajaran. 

SMU Al-Azhar dileng- 
kapi fasilitas modern. Asrama 
dan ruang kelas dilengkapi AC, 
laboratorium, perpustakaan, lo- 
cal computer network dan 
sarana ibadah. Tak ketinggalan 
sarana olah raga juga tersedia. 
Melihat sederetan fasilitas ini 
jelas Al-Azhar Boarding School 
diperuntukkan bagi kalangan 
elit. Bila ingin menyekolahkan 
anak ke sekolah ini sedikitnya 
orang tua harus mempunyai 
uang Rp 20 juta untuk mem- 
bayar uang muka. Selebihnya 
Rp 850.000 harus dikeluarkan 
setiap bulan untuk membayar 
SPP Rp 500.000 dan asrama Rp 
350.000. 

Selain SMU Al Azhar, di 
Lippo City lebih dahulu berope- 
rasi ASRI, Jakarta Collage, 


VMAMILSI 


TAMPAK SAMPING GEDUNG SMU AL-AZHAR LIPPO CITY 


merupakan sekolah berasrama 
pertama Al-Azhar di Indonesia 
yang berlokasi di Lippo City. 
Menurut Maulwi Saelan, 
Ketua Yayasan Syifa Budi, 
dalam proses belajar menga- 
jarnya SMU Al-Azhar mempu- 
nyai ciri yang disebut 'spiri- 
tualisasi pendidikan’. Sekolah 
ini memadukan kurikulum 
SMU 1994 dan kurikulum pen- 
didikan agama secara terpadu 
melalui penjiwaan unsur agama 
Islam dalam seluruh mata 


Pelita Harapan. Tak lama lagi 
IKIP Rawamangun juga segera 
pindah ke Lippo City dengan 
membangun kampus di atas 
lahan seluas 60 Ha. Untuk 
itulah, Hermah Latief, Presdir 
Lippo City yang dalam acara itu 
bertindak sebagai wali murid 
bagi anaknya yang sekolah di 
SMU Al-Azhar Boarding 
School, berani menyebut bahwa 
Lippo City nantinya akan 
menjadi kota pendidikan B HP 


Modernland 
Bagi Deviden 


PT.Moderland Realty 
LTD., membagikan deviden 
sebesar 25% dari laba bersih 
tahun 1994 atau sebesar Rp 
10.012.500.000. Deviden ter- 
sebut telah dibayarkan pada 
tahun 28 Februari 1995 sebesar 
Rp4.488.000.000. Sisanya 
(Deviden final) sebear Rp 
5.524.500.000 akan dibayarkan 
20 Juli 1995 kepada pemegang 
saham. 

Tiga proyek Modernland 
yang dikembangkan saat ini 
adalah modernland Cipondoh, 
Bukit Modern dan Taman Mo- 
dern. Untuk Moderland Cipon- 
doh di tahun 1994 terjadi 
peningkatan penjualan 51% 
atau berhasil membukukan 
penjualan sebesar Rp 108,7 | 
miliar. Demikian halnya dalam 
unit rumah/kavling dan meter 
persegi tanah terjadi pening- 
katan sekitar 31% dn 9% dari 
tahun sebelumnya. 

Bukit Modern selama 
tahun 1994, berhasil membu- 
kukan penjualan sebesar Rp 
44,3 miliar dengan total luas 
tanah 59,924 meter per segi. 
Bukit Modern tahap kedua 
sebanyak 150 unit telah berhasil 
dijual di atas lahan tanah 5 
hektar. 

Untuk taman Modern, 
selama tahun 1994 berhasil 
membukukan penjualan sebesar 
53,6 miliar dari 220 unit rumah/ 
kavling dengan total luas tanah 
62,307 meter persegi. Pengi- 
katan jual beli di tahun 1994 
perseroan berhasil membuku- 
kan penjualan sebesar Rp199,7 
miliar yang merupakan pening- 
katan sebesar 34% dari tahun 
sebelumnya. Dalam Rapat 
Umum Luar Biasa Pemegang 
Saham (RULBPS) memutus- 
kan Agus Widiyanto sebagai 
anggota baru direksi per- 
seroan W BN 
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. Satu Unit Rumah 


“ Satu Unit Rumah 
Tipe SERUNI 
e Interior - AC - Kitchen Set 
e Lemari Es < Televisi 
“ Satu Line Telepon 


_ Tipe CATTLEYAA 
« Sebuah Sedan Mazda Vantrend 
< Interior « AC - Kitchen Set 
< Lemari Es - Televisi 
< Satu Line Telepon 


< Satu Unit Rumah 
Tipe KEMUNING . Me 
Interior - AC - Kitchen Set den 
e Lemari Es < Televisi Lg ” 1 
“ Satu Line Telepon 


lag PENGEMBANGAN ah oa) 
FA TAHAP 0 o Wan ag 


Ketentuan : : | 
4 Berlaku untuk pembelian rumah periode 
5 Mei -31 Les '95. 


Nikmati kesegaran alam lingkungan serta 
opne fasilitas BSD dan ikuti GEBYAR 


HAD . Siapa tahu keberuntungan 
jadi milik Tae daa 


i DAYA Wiet 
| A D) A kani D. &| ) 95 , 


Mari bergabung bersama lebih dari 15.000 Warga 
Kehormatan Kota Mandiri Bumi Serpong 
Damai. 


KOTA MANDIRI 


Keterangan lebih lanjut hubungi Jl. Raya Serpong Sektor IV - Bumi Serpong Damai 


sales counter kami. Telp. ( 021 ) 5370001 Fax. ( 021 ) 5370002 - 5370003 


Anggota SANG A PELOPOR 


© aviads 1995 


Uji Coba 
ITC Roxy Mas 


Tanggal 18 Mei lalu, PT 
Duta Pertiwi mulai melakukan 
uji coba pengoperasian ITC 
Roxy Mas. Seperti halnya ITC 
Mangga Dua, pusat perbelan- 
jaan yang berlokasi di Jl KH 
Hasyim Ashari, Jakarta ini 
konsep dasarnya merupakan 
sebuah pusat perbelanjaan 
tradisional yang dilengkapi 


MES 


ITC ROXYMAS 


PROPERTIS POT 


yang sudah mulai beroperasi 
ada 63 unit. Dan pada saat soft 
opening nanti diharapkan 
seluruh kios yang berjumlah 
208 unit sudah beroperasi. Para 
tenant yang telah bergabung 
adalah Wendy's, Pizza Hut, MC 
Donald, Dunkin Donuts, Cali- 
fornia Fried Chiken, Smokin 
Slamet, Hoka-hoka Bento, 
Ramayana Dept. Store, Hari- 
Hari Pasar Swalayan, Stodio 21 
dan Pasar Jajan tempo dulu B 

| HS/JY 


PADUAN TRADISIONAL DAN MODERN 


dengan fasilitas modern seperti 
eskalator, lift dan AC. Sehingga 
tata letak ruangannya pun 
menggunakan banyak koridor. 
Menurut Mulyadi Irawan, 
manajer pemasarannya, tujuan 
uji coba adalah untuk mengan- 
'tisipasi kekurangan-keku- 
rangan dalam hal teknis agar 
pada saat soft opening tanggal 
28 Juni 1995 nanti ITC Roxy 
Mas benar-benar bisa berope- 
rasi secara sempurna. 
Kelebihan dari ITC Roxy 
Mas mengutip keterangan 
Mulyadi, selain dipadukan 
dengan apartemen, juga dijual 
strata title. Dengan demikian, 
katanya lagi, para pengusaha 
mempunyai kepastian tempat 
berusaha, sekaligus berin- 
vestasi. 
| Sementara itu jumlah kios 


Coolier Luncurkan 
Property Riview 


Memasuki kwartal ke-2 
tahun 1995, industri properti 
Indonesia diramalkan lebih baik 
dibanding periode sebelumnya. 
Menurut ramalan Colliers 
Jardine dalam Jakarta Property 
Market Review edisi April 
1995, hal itu terutama dipenga- 
ruhi oleh keluarnya PP 20 yang 
memberi kemudahan pada in- 
vestor asing. Dampak dari naik- 
nya tingkat investasi tersebut 
akan mempengaruhi perminta- 
an ruang perkantoran dan 
kawasan industri. Deregulasi 
ini secara tidak langsung juga 
berpengaruh terhadap permin- 


IONYLSNH NV LVL 


taan kamar hotel dan retail : 


terutama di Jakarta, Bekasi dan 
Tangerang. 

Menurut Peter A. Collins, 
managing director Colliers Jar- 
dine, pada tahun ini akan ada 
tambahan pasok ruang per- 
kantoran 459.162 m° dan 
tambahan 412.239 m? di tahun 
1996. Hingga bulan Maret 
1995, total ruang perkantoran 
tercatat 2,3 juta m”. Sekitar 43 


% dari pasok yang ada akan | 


berasal dari lokasi selatan | 
Sudirman, di mana di kawasan | 


ini sekarang sedang giat-giatnya 
penyelesaian beberapa gedung. 
Antara lain Bapindo Tower A 
seluas 24.600 m? dan tambahan 
28.500 m? dari Mashill Tower. 
Proyek berikutnya yang segera 


selesai adalah Jakarta Stock Ex- | 


change Building tahap I yang 
mempunyai luas 72.500 m’. 
Menurutnya, karena tarip sewa 
di kawasan CBD cukup kompe- 
titif, maka di lokasi seperti 
Sudirman CBD, Grand Kuni- 
ngan dan Kota BNI bakal 
diminati oleh tenant. 


Di sektor lain seperti | 


perhotelan, ada tendensi be- 


berapa pengusaha membangun | 


hotel di wilayah pinggiran 
seperti Imperial Century di 
Lippo Vilage, Ibis di Cikarang 
dan Sahid Lippo Hotel di Lippo 
City. Pada tahun 1995 hotel 
bintang 3 adalah kategori paling 


aktif di pasar. Terdapat 4 hotel | 
segera masuk pasar, yaitu Hotel | 


Mercure 131 kamar, 


Ibis | 


Bekasi, Hotel Regent dan Royal | 


Holiday Crown Plaza. Yang | 
paling merasakan dampak | 


langsung dari PP 20 adalah 
kawasan industri. Permintaan 


tanah KI dan pabrik untuk 


disewa naik sampai 50 %. 


Karena itu, ujar Collins, harga | 
jual KI mengalami peningkatan 


sekitar 30-60 persen B HP 


Anehor Tenant 
Mega Mall Pluit 


Mega Mall Pluit (MMP) 
yang memiliki luas lantai 
142.000 m?, berhasil dipasar- 
kan 85 persen. Hal itu diung- 
kapkan Peddy Wongso- 
widjojo, Presdir PT Duta 
Wisata Loka, akhir Mei silam. 
Tercatat dua anchor tenant 
yakni sebuah department 
store dari Jepang dan Mata- 
hari telah siap menyewa lantai 
seluas 17,000 m? dan 15.000 
m. 

Untuk menambah bera- 
gamnya pilihan di MMP, 
kedua penyewa utama itu 
akan didampingi oleh 
sejumlah tenant yang mena- 
warkan aneka macam barang 
seperti perhiasan, sepatu, 
cendera mata, elektronik, 
mainan anak-anak, buku dan 
berbagai macam kebutuhan 
lainnya. Dan yang membe- 
dakan MMP adalah tersedia- 
nya fasilitas olah raga seperti 
golf driving range, lapangan 
tenis, bowling dan ice skating 
rink. 

Melihat progres pemba- 
ngunannya yang kini telah 
mencapai 60 persen, Peddy 
optimis, pusat perbelanjaan 
ini sudah dapat beroperasi 
akhir tahun 1995. 

MMP yang diproyeksi- 
kan sedikitnya mampu meng- 
antisipasi perkembangan 
bisnis 10 tahun mendatang, 
direncanakan akan menelan 
dana US$ 100 juta. Adapun 
bangunannya terdiri dari 5 
lantai dengan koridor tung- 
gal, yang dilengkapi 40 
eskalator, 2 lift observasi dan 
4 lift barang B HS 


mmm 
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ewat perenungan dan pengalaman yang panjang, PT 
Bumi Sarana Semesta, yang berada di bawah Prima 
Group, sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa 
ada beberapa kebutuhan sangat mendasar bagi 
sebuah komplek perumahan. Antara lain, kebutuhan 
mereka akan suasana hijau, sejuk dan segar. Kedua, 
lokasinya yang memudahkan keluar dan masuk dari 
dan ke pusat-pusat kota. Ketiga, didukung oleh 
fasilitas-fasilitas penting. 

Komplek perumahan Prima Harapan Regency 
yang membentang di atas lahan seluas 72 hektar, 
dibangun dengan berorientasi sepenuhnya kepada 
kebutuhan konsumen masa kini yang concern pada 
pelestarian lingkungan. Misalnya saja untuk 
menciptakan lingkungan hijau dan berbunga, 
developer ini menyediakan space selebar 6 meter di 
kiri kanan jalan boulevard untuk taman. Berbagai 
jenis tanaman dan bunga-bunga akan menghiasi 
sepanjang jalan utama ini. Lebih-lebih lagi 
perbandingan antara bangunan dan space yang 
terbuka (lahan yang terbuka di setiap unit) adalah 50 
banding 50. Artinya hanya 50 persen saja yang 


dibangun dari luas kavling. Padahal perbandingan 
yang lazim kita lihat di komplek perumahan lain 
adalah 40-60. 

Dengan demikian mereka yang membeli kavling 
di Perumahan Prima Harapan Regency memiliki 
kesempatan yang sangat leluasa untuk 
mengembangkan rumahnya sesuai dengan 
keinginannya. Karena itu, menurut Teddy Setiawan, 
Direktur Utama PT Bumi Sarana Semesta, 
perumahan Prima Harapan Regency adalah 
perumahan yang dapat dikembangkan. Dari segi 
infrastruktur, developer juga memberikan yang 
terbaik. Jalan utama, misalnya, dibangun dengan 
lebar 28 meter. Hal ini akan mencegah kemacetan di 
dalam lingkungan permukiman. 

Untuk lokasi pun tidak kalah strategis. 
Permukiman ini berada di belahan Timur bumi 
Jakarta. Tepatnya terletak persis di pinggir jalan 
Perjuangan, di tepi Jalan Kaliabang Bungur, Bekasi. 
Otomatis kawasan ini memiliki akses yang sangat 
strategis (lihat peta). Darı Pintu Tol Bekasi Barat 
hanya 4 km saja, dari Pondok Ungu atau Jln. 
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Kaliabang 3 km. 

Pemilihan lokasi ini tentu saja telah melalui 
pertimbangan yang cukup matang. Di samping 
dekat dengan pusat pemerintahan (Bekasi), juga 
dekat dengan berbagai fasilitas pendidikan dan 
pusat perbelanjaan Metropolitan Mall, dan Hero 
Plaza. 

Di samping fasilitas-fasilitas yang sudah ada 
sebelumnya di luar kawasan, Prima Harapan 
Regency juga akan dilengkapi dengan supermarket 
yang dibangun di dalam kawasan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari para penghuni. Prima 
Harapan Regency,” ucap Teddy Setiawan. 

Adapun fasilitas lain yang juga akan 
melengkapi perumahan ini adalah sistem keamanan 
24 jam, kolam renang, lapangan tenis, club house, 
jaringan telepon, jaringan listrik PLN, Jaringan 
saluran air minum PDAM, Taman bermain anak- 
anak, taman lingkungan dan pusat perbelanjaan. 

Melihat kejelian segmen yang dibidik serta 
lewat perencanaan yang terpadu, tak mengherankan 
bila Prima Harapan Regency dengan jumlah total 
2.400 unit yang akan dibangun,sudah terjual 520 
unit tahap pertama pada akhir tahun lalu. Sukses 
memasarkan Perumahan Prima Harapan Regency 
yang merupakan satu di antara beberapa produk 
unggulan Prima Group memang tidak terlepas dari 
citra perusahaan yang telah ditempa oleh 
pengalaman. 

“Kami juga cukup selektif dalam menjaga 
kualitas bangunan,” ujar Direktur Teknik PT Bumi 
Sarana Semesta Ir. Karel Salim. Lebih jauh ia 
mengatakan, bahwa sebuah kesalahan yang 


diperbuat developer apalagi sampai mengecewakan 
konsumen, yang akan terpengaruh adalah citra 
perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi pula 
penjualan. Karena itu, " menjaga kualitas sama 
dengan menjaga nama baik perusahaan," tegas dia. 

Sukses penjualan Prima Harapan Regency 
memang tidak terlepas dari faktor-faktor lain 
dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya, 
tingkat pertumbuhan penduduk kota Jakarta yang 
sekarang mencapai 9 juta (tahun 2000 diperkirakan 
mencapai 16,6 juta jiwa). Khusus di Bekasi kini 
sudah mencapai 3,6 juta jiwa. 

Pertumbuhan penduduk yang demikian pesat 
memang pada akhirnya menuntut tempat tinggal 

yang memadai dalam jumlah 


maupun kualitas. Tidak ada PRIMA HARAPAN 
ilihan lain, meman KEGENCT 
P | 5: "LOKASINYA DEKAT DENGAN 


“Ketika harga tanah di dalam PUSAT PEMERINTAHAN DAN 
kota Jakarta yang senantiasa KAWASAN KOMERSIAL 
melangit, masyarakat pun 
lebih condong memilih 
tinggal di pinggir kota dengan 
pertimbangan harga tanah/ 
rumah yang masih 
terjangkau,” ujar Ronny E. 
Mongkar General Manager 
Marketing PT Bumi Sarana 
Semesta. 
Disamping soal 
pertambahan penduduk kota 
Jakarta yang sedemikian 
pesat, dalam tahun-tahun 
mendatang akan terjadi 
relokasi Industri dari Jakarta 
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KEUNTUNGAN BERLIPAT 
BAGI KONSUMEN 


Setiap pembeli rumah di Prima 
Harapan Regency dijamin akan 
menikmati beberapa keuntungan. 
Mulai dari lokasi yang strategis, 
fasilitas ekslusif, lingkungan yang 


tertata apik, aman, nyaman, dan indah. 


Bahkan, tak cuma itu. Menurut 
Stefanus L., Marketing Manager PT 


Bumi Sarana Semesta, setiap pembeli 


dijamin juga menikmati harga yang 
menguntungkan baik untuk enduser 
maupun investor. 

Dari sisi harga, misalnya, 
mengalami kenaikan yang cukup 
mengesankan. Stefanus L. 
mencontohkan, pada pre launching 8 
November 1994 lalu discount yang 


diberikan kepada konsumen sebesar 25 


persen. Kemudian pada Grand 


Launching 19 November 1994 discount 


sudah berkurang menjadi 20 persen. 
Dan sekarang, setelah 5 bulan 


berlangsung, “Anda tidak akan 


memperoleh discount lagi. Bahkan 
tidak tertutup kemungkinan bulan 
berikutnya akan terjadi penyesuaian 
harga.” Hal ini menunjukkan 
capital gain dari tanah dan 
bangunan memang sangat 
menggiurkan. 

Rumah-rumah ekslusif yang 
ditawarkan di Prima Harapan 
Regency adalah: Tipe paling kecil 
yaitu tipe Parkit A dengan luas tanah 
77 meter persegi dan bangunan 38 
M?. Parkit B 91/38 MP. Gelatik A 120/ 
49 MP, Gelatik B 136/49 M? . Tipe 
Nuri seluas 135/57 M’ . Merpati 150/ 
66 M? Camar 160/76 M”. 
Cendrawasih 170/87. 

Untuk fasilitas Kredit 
Pemilikan Rumah, beberapa bank 
bonafide seperti Bank Papan 
Sejahtera, Bank Umum Nasional, 
Bank Bali,siap mengucurkan 
dananya W 


peluang yang cukup baik. Untuk itulah, 
katanya, kehadiran PT Bumi Sarana 
Semesta yang lebih banyak membidik 


Timur ke arah Bekasi. Hal ini secara 
otomatis juga harus didukung oleh 
tempat tinggal bagi sekian ribu 
karyawan industri yang akan hadir di segmen menengah adalah salah satu 
belahan Timur Jakarta itu. Selain itu upaya perusahaannya dalam mendukung 
Ronny tetap optimis bahwa proyeknya program pemerintah dalam pembangunan 
segera habis diserap pasar karena perumahan W 

tingkat pertumbuhan ekonomi, 

Untuk keterangan lebih lanjut Hubungi 
Developer dan Pemasaran: 
Kompleks Duta Merlin Blok C-53, 

Jin. Gajah Mada No 3-5 
Jakarta 10130, 
Telepon, 3803083, 3809913 


Fax. 3803752 


terutama golongan menengah, dari 
tahun ke tahun terdapat kecendrungan 
meningkat. 

Karena itu segmen menengah 
untuk saat ini menurut Sastra 
Rahardja Direktur Marketing PT 
Bumi Sarana Semesta tetap memiliki 
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Warna asli hitam, tersedia optional cover case : 
merah, hijau, biru, putih dan ungu. 
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“waiting, call barring, call transfer e Frekuensi penerimaan: 
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termasuk 99 buah speed dial memory slot » Automatic helpmenu: 
e Extended Battery 


"TIM Benda kecil ini 
~ dengan segala 
kecanggihannya 


sekarang ditawarkan 
dengan harga 


hanya 
Rp 3.961.100,” 
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Jakarta adalah kota yang menikmati g Jakarta ibarat gula. Gemerlapnya memikat para 
pencari kerja dan pemodal untuk datang 
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| masing-masing. Mereka inilah yang mengubah 
AK J, ala Paya ava af 
aari Konsep pe z Wajah Jakarta, dari sebuah kota pelabuhan 


| | zj bernama Sunda Kelapa yang pada 468 tahun 
lalu hanya memiliki Pasar Ikan sebagai poros ekonominya, menjadi 
berkembang pesat ke berbagai arah: Cengkareng, Pulogadung dan 
Kebayoran Baru. Dalam waktu dekat, Pemda DKI bahkan akan 
menambah luas wilayahnya dengan mereklamasi Teluk Jakarta 


p 
né D DI ja fly Anr | 
asional yang D 
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seluas 2.700 Ha. 
makin dihadabkan pa tantangan Jumlah penduduk Jakarta, tahun 1995 ini diproyeksikan 
4 i ai mencapai 9, 175 juta jiwa. Dibandingkan dengan luas Jakarta 
yang makin kompleks, mulai dari sekitar 650 Km, atau 65.000 Ha, tingkat kepadatan penduduknya 


rata-rata 13.000 jiwa per Km’. Di beberapa kecamatan, seperti Johar 
Baru dan Tambora, tingkat kepadatan penduduk bahkan mencapai ` 
50.000 jiwa per Km”. Di kecamatan padat penduduk itulah sebagian 
besar dari 2.816 Ha kawasan kumuh di Jakarta berada. 

Banyak diskusi telah dilakukan para pakar, dan berbagai 
langkah telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 
perkotaan yang ada. Tapi, menurut Ir. Hindro T. Soemardjan, ketua 
direksi pelaksana Bandar Kemayoran, arus pendatang ke Jakarta tak 


Ka 
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intervensi pemerintah ), warga akan pernah bisa ditahan selama kota ini memikul banyak fungsi, 


mulai dari ibukota negara atau pusat pemerintahan, pusat perda- 
gangan, pusat perindustrian, kota pariwisata, dan terakhir ini 
Gubernur DKI Surjadi Soedirdja mencanangkan Jakarta sebagai 
service city. 

Dengan fungsi kota seperti itu, menurut Hindro, tingkat 
pertumbuhan penduduk sulit ditekan. Akibatnya, kota akan tumbuh 
menjadi terlalu besar, yang secara ekonomis maupun sosial akan 
menjadi sangat buruk. Nilai ekonomis tanah di Jakarta, misalnya, 
makin tinggi. Kebutuhan lahan bagi perumahan bersaing dengan 
naaa enne . kebutuhan perkantoran dan berbagai fasilitas kota lainnya. Saat ini, 
me praktis sulit mencari tanah di wilayah Jakarta dengan harga di ba- 


20 : PROPERTI INDONESIA JUNI 1995 


„aa Rp 200.000 per m°. Di beberapa daerah strategis, seperti kawa- 
san Segitiga Emas, harga tanah bahkan mencapai Rp 5 juta per m?. 
Jika tidak segera dikendalikan, menurut Hindro, harga tanah 
di Jakarta bukan mustahil akan mengikuti jejak harga tanah di kota- 
xota besar di luar negeri, seperti Hongkong dan Tokyo. Di sana harga 
tanah sudah terlalu tinggi, hingga sebagian besar pendapatan orang 
atau perusahaan, habis diberikan kepada para pemilik properti. 
Tingkat pendapatan meningkat, tapi kesejahteraan tidak berubah. 
Dalam ukuran yang lebih kecil, trend itu juga telah terjadi di 
Jakarta. Tingkat pendapatan warga DKI jauh berada di atas tingkat 
pendapatan rata-rata daerah lain. Tapi tengoklah, tidak semua warga 
DKI mampu memiliki rumah. Sebagian bertahan di lingkungan 
kumuh, yang sangat kontras dengan gedung-gedung megah di 
kawasan pusat bisnis dan permukiman ekslusif. Kawasan-kawasan 
kumuh inilah, yang kini dicoba untuk dibenahi Pemda DKI dengan 
mengembangkan permukiman rumah susun murah. “Mereka ini 


perlu dibantu, mengingat tidak memiliki purchasing power yang 
tinggi untuk memiliki rumah sendiri,” ujar Ongky Sukasah, Kepala 
Dinas Perumahan DKI. Bagi warga DKI yang berpenghasilan 
tinggi, rumah memang bukan masalah. Bagi mereka tersedia banyak 
pilihan, mulai dari apartemen yang kini bahkan terancam kelebihan 
pasok, hingga rumah ekslusif dengan sistem keamanan lingkungan 
24 jam. 

Sebagian warga DKI lainnya menjadikan wilayah Botabek 
(Bogor, Tangerang, Bekasi) sebagai kawasan alternatif untuk 
membangun atau membeli rumah. Peluang inilah yang sejak 
beberapa tahun terakhir dimanfaatkan oleh sejumlah developer 
untuk membangun kawasan permukiman, mulai dari skala kecil, 
menengah, hingga skala kota. Ketiga kabupaten yang secara 
administratif termasuk Propinsi Jawa Barat itu, sejak beberapa tahun 
terakhir praktis menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Jakarta. 
Karenanya, ketiga kabupaten ini disebut juga sebagai kota satelit 
Jakarta. 

Kehadiran kota-kota baru, di satu 
sisi memang dapat menekan beban 
kebutuhan perumahan di DKI. Tapi di 
sisi lain, mengingat sebagian besar 
warga Botabek itu masih bekerja di 
Jakarta, juga menimbulkan masalah 
tersendiri di bidang transportasi. Sekitar 
2 juta warga Botabek, berdasarkan 
taksiran Kantor Biro Kependudukan 
dan Lingkungan Hidup DKI, saat ini 
bekerja di ibukota. Berarti, pada siang 
hari, Jakarta dipadati oleh 11 juta jiwa 
lebih. 

Selain masalah perumahan, 
Jakarta juga masih dihadapkan pada 
sejumlah masalah, yang hampir 
semuanya bermuara pada tingginya 
jumlah penduduk yang ada. Mulai dari 
kemacetan jalan yang sudah menjadi 
tradisi pada jam-jam sibuk, kebersihan, 
air bersih, telepon hingga sarana 
pendidikan dan fasilitas sosial lainnya. 
Berbagai fasilitas dibangun, tapi selalu 
terasa tak mencukupi karena berkejaran 
dengan pertambahan penduduk. Ini 
yang kadang-kadang membuat Pemda 
melakukan pembangunan yang tidak 
konsisten dengan RUTR demi untuk 
memenuhi kepentingan umum yang 
bersifat prioritas. Tapi juga banyak 
kritik, penyimpangan terhadap RUTR 
itu sering dilakukan aparat Pemda atas 
permintaan investor. 

Tahun 2005, penduduk Jakarta di- 
taksir akan mencapai 12 juta. Sedang- 
kan warga Botabek, berkisar pada 
angka 11 juta. Saat itu, Jakarta sudah 
bukan lagi metropolitan tetapi menjadi 
sebuah megapolitan, seperti Mexico 
City, Sao Paulo, Shanghai, Beijing, Rio 
de Janeiro, Bombay, dan Calcutta. 
Dengan jumlah penduduk sebesar itu, 
kita tentu dapat membayangkan betapa 
makin kompleksnya masalah yang akan 
dihadapi Jakarta A BB 


| 
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PENATAAN KOTA 


LIPUTAN UTAMA 


RESTRUKTURISASI KOTA 
MUNGKINKAH ? 


Banyak pengembangan proyek di DKI Jakarta berjalan tidak sesuai dengan RUTR 


(Rencana Umum Tata Ruang). Peran developer terlalu besar? 


Menteri Agama 
Tarmizi Taher ter- 
paksa diantar naik mo- 
tor oleh satpamnya 
untuk mengikuti rapat 
penetapan Hari Raya 
Idul Fitri di TVRI 
Senayan. Ketua Bappenas Ir. Ginandjar 
Kartasasmita juga pernah mengalami hal 
serupa. Agar tidak terlambat mengikuti 
sidang kabinet di Bina Graha, satu hari 
Ginandjar memilih menumpang ojeg untuk 
menembus kemacetan di Jl. Thamrin. 
Hampir semua warga Jakarta, tentu 
pernah merasakan ruwetnya jalan-jalan 

di ibukota pada jam-jam sibuk: pagi hari 
saat orang pergi ke kantor atau sore 
ketika banyak orang pulang ke rumah. 
Pada saat itu, nyaris tak ada lagi simpul 
jalan yang tak macet. Berbagai uji coba 
untuk mengatasi masalah ini telah 
dilakukan, termasuk memberlakukan 
konsep three in one pada jam tertentu di 
jalan-jalan protokol, namun kesem- 
rawutan jalan toh belum juga teratasi 
hingga hari ini. 

Kemacetan jalan yang merupakan 
masalah klasik di ibukota ini memang . 
bisa dimaklumi. Sekitar 1,5 juta kenda- 
raan? saat ini berjejal di kurang dari 
5.000 Km jalan. Menurut data dinas PU 
DKI Jakarta, rasio jalan dan luas wilayah 
di DKI hanya sekitar 4,7%. Bandingkan 
misalnya, dengansluas jalan di Tokyo yang 
mencapai 16,5% dari luas wilayahnya. 
Padahal, di sana sudah ada jalan bawah 
tanah. Jumlah kendaraan di DKI bertambah 
rata-rata 15% setahun sementara penam- 

bahan ruas jalan hanya 4%. Banyaknya 
persimpangan di Jakarta, juga menye- 
babkan seringnya antrian panjang di traffic 
light meskipun kini sudah dicoba diatasi 


dengan membangun jembatan layang. 
Menurut Ir. Hindro T. Sumardjan, 
Ketua Direksi Pelaksana Bandara 
Kemayoran, akar dari persoalan kekema- 
cetan jalan di Kota jakarta adalah tidak 
diterapkannya penataan zoning. Kawasan 


- perkantoran terpusat di satu wilayah, yang 


HARRYSERASTIAN 


menyebabkan arus kendaraan menumpuk 
pada jam-jam tertentu. Antar perkantoran 
itupun tidak memiliki akses jalan sekunder, 
sehingga untuk jarak yang pendek pun, 
semuanya bergantung ke jalan utama. 
“Kalau kondisinya seperti sekarang, dibuat 


HINDRO T. SUMARJDAN 
MENDISTRIBUSIKAN FUNGSI JAKARTA 


jalan bertingkat empat pun kemacetan tetap 
akan terjadi,” ujarnya dalam diskusi intern 
Properti Indonesia. Hindro menunjuk 
contoh kawasan perkantoran di kawasan 
pusat bisnis di Hongkong. Beberapa kantor 
di sana saling dihubungkan dengan jalan 
layang untuk mengurangi beban lalu lintas 
di jalan utama. Jakarta, menurut Hindro, 
belum perlu meniru Hongkong. Tapi kalau 
konsep superblock berjalan, ujarnya, di 


— 


Jakarta, beban lalu lintas di jalan protokol 
akan berkurang. 

Terlepas dari kesenjangan pada rasio 
antara ruas jalan dan jumlah kendaraan, 
menurut Hindro, kesemrawutan Kota 
Jakarta sebenarnya bersumber dari dua hal. 
Pertama, semua masterplan kota di Indone- 
sia selalu dikembangkan berdasarkan 
pendekatan jumlah penduduk. Masterplan 
Jakarta tahun 2005 juga dimulai dengan 
statement: Jakarta tahun 2005 akan 
berpenduduk 12,5 juta jiwa. Dengan jumlah 
penduduk sebesar itu, Jakarta memerlukan 

sekian rumah, sekian sekolah, sekian 
rumah sakit, dst. Dari pendekatan itu, 
menurut Hindro, yang ditonjolkan adalah 
fungsi sekunder kota, yakni menye- 
diakan sarana bagi orang-orang yang 
menghuninya. 

Padahal, tutur Hindro, fungsi 
primer kota adalah tempat memproduksi 
barang dan jasa yang diperlukan hinter- 
land-nya. Kota kecamatan berkembang 
karena ada desa-desa yang menjadi 
hinterland-nya. Demikian seterusnya 


dengan kota kabupaten, kota propinsi 
dan ibukota negara. Sebagai ibukota 
negara, hinterland Jakarta tentu tidak 
terbatas pada wilayah sekitarnya (Bogor, 
Tangerang dan Bekasi). Karena Jakarta 
memiliki Pelabuhan Tanjung Priok 
misalnya, maka Jawa Barat juga menjadi 
hinterland-nya. Jika hinterland ini tidak 
dikurangi, dengan cara mengembangkan 
kota-kota lain, menurut Hindro, beban 
Jakarta akan terus bertambah berat. 
Dampak dari konsep pengembangan 
kota yang didasarkan untuk memenuhi 
sarana tempat tinggal warga saja, 
sebetulnya bisa belajar dari kasus 
Kebayoran. Tahun 1949, daerah ini dikem- 
bangkan menjadi kota satelit Jakarta. Lokasi 
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Kebayoran dipilih karena berjarak 
nanya 8 km dari lapangan Merdeka 

sekarang lapangan Monas). 
Didukung berbagai kelengkapan 
infrastruktur, kawasan seluas 730 Ha 
ini dianggap memenuhi persyaratan 
bagi pembentukan kota baru. 
Dengan proyeksi perumahan hanya 
untuk 100.000 penduduk, kota 
Kebayoran diharapkan mengurangi 
beban Jakarta. Dalam perkem- 
bangannya kemudian, setiap hari 
ribuan warga Kebayoran tumpah 
dengan berbagai macam kendaraan 
pada pagi hari menuju ke tempat 
kerja di Lapangan Merdeka. Seba- 
liknya pada sore hari menuju ke 
Kebayoran kembali. 

Masalah kedua, menurut 
Hindro, Jakarta ini terlalu banyak 
menanggung fungsi. Dalam 
masterplan yang dibuat tahun 1965 
misalnya, Jakarta diarahkan untuk 
menjadi kota pariwisata, kota perda- 
gangan, kota budaya dan ibukota 
negara yang menampung semua 
aktivitas pemerintahan. Terakhir, 
Gubernur Surjadi Soedirdja memberi 
penekanan terhadap fungsi Jakarta 
sebagai “service city”. Pada saatnya 
nanti, sebagian fungsi yang kini menjadi 
beban Jakarta, harus dapat didistribusikan 
ke daerah lain. “Tanpa itu, Jakarta akan 
tumbuh terlalu besar, yang secara ekonomis 
maupun sosial akan berdampak buruk.” 

Apa yang dikemukakan Hindro 
tersebut, sebenarnya juga sudah mulai 
dilakukan pemerintah dengan mengem- 
bangkan kawasan Jabotabek yang 
mengintegrasikan administrasi pelayanan di 
beberapa sektor. Bahwa banyak investor 
masih lebih tertarik menanamkan modalnya 
di Jakarta, menurut Wagub Ekbang DKI Ir. 
Tb Rais, semuanya tentu terpulang pada in- 
terest si investor. Dari apa yang dikemu- 
kakan Hindro dan Tb Rais tersebut, jelaslah 
bahwa masalah penataan Kota Jakarta tidak 
dapat sepenuhnya dibebankan pada Pemda 
DKI. Masalah urbanisasi, misalnya. Dalam 
berbagai kesempatan, Tb Rais sering 
mengemukakan, bahwa masalah itu sangat 
berkait dengan pemerataan pembangunan 
nasional dan lapangan kerja. 

Selain masalah di atas, secara mikro, 
pembangunan di Kota Jakarta juga sering 
dikritik tidak konsisten dengan perencanaan 
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yang sudah ditetapkan. Sering terjadi, tanpa 
pertimbangan yang matang, Pemda dengan 
mudahnya memberikan izin untuk 
membangun pusat-pusat perdagangan, 
seperti plaza, pertokoan, gedung perkan- 
toran di lokasi yang peruntukannya semula 
bukan untuk itu. Belakangan, lokasi inilah 
yang menjadi sumber kemacetan. RUTR 
tidak jarang dilanggar. “Pengawasan tata 
ruang kita masih lemah. Peran developer 
cenderung dominan, hingga perkembangan 
kota mengikuti situasi pasar, ujar Hindro. 
Tengok saja di sepanjang Jalan 
Fatmawati, Jakarta Selatan. Hampir seluruh 
kawasan yang semula diperuntukkan bagi 
permukiman itu, kini berubah menjadi 


kawasan komersial. Pusat perbelanjaan 


besar pun ikut meramaikan lokasi ini. 
Jangan heran, meskipun jalan telah 
diperlebar sampai 2 X 6 meter, kemacetan 
di jalan Fatmawati tergolong parah. Tidak 
saja pada jam sibuk pada pagi dan sore hari, 
pada hari libur pun kemacetan telah menjadi 
pemandangan yang biasa. Keadaan yang 
sama pun dapat dilihat di lokasi lain yang 
dibangun pusat perbelanjaan. Misalnya di 


Pondok Indah, Slipi Jaya, Ngurah Rai 
Klender. | 
Dalam RUTR DKI Jakarta 2005, 
pengembangan kota Jakarta di arahkan ke 
Barat dan Timur. Untuk mendukungnya, di 
kedua wilayah pengembangan ini telah 


dibuat sentra primer baru. Sedangkan per- 


kembangan ke arah Selatan, sesuai dengan 
peruntukannya sebagai wilayah resapan air, 
akan diawasi dengan ketat. Kenyataannya, 
bangunan baru di bagian selatan tetap saja 
bermunculan. 

Sebagian kesemrawutan Jakarta 
terjadi akibat tidak konsistennya 
pelaksanaan RUTR. Tingginya tekanan 
pembangunan di DKI Jakarta, membuat 
Pemda hanya dihadapkan pada dua 
alternatif. Tetap memberikan izin kepada 
developer, atau menolak rancangan proyek 
yang tidak sesuai dengan RUTR. “Sayang 
aparat kita belum mampu untuk melakukan 
pilihan yang terakhir ini,” kata Dr M 
Danisworo, dosen jurusan arsitektur ITB 
serta ahli perencanaan dan perancangan 
kota. Itu sebabnya problema Jakarta seperti 
tak pernah ada habisnya B IU/HP/BB 
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RUMAH SUSUN 


LIPUTAN UTAMA 


MASIH BANYAK SOAL 


DI HUNIAN VERTIKAL 


Rumah susun sebagai alternatif hunian bagi masyarakat Jakarta, masih dihadang banyak 
kendala. an KA 80 persen dari pemilik satuan rumah susun mengalihkan haknya? 


y tata kota dari manca 
negara, berpetuah 
z begini. “Kalau mau 
"af ss», melihat kota yang 
Cheer. jangan melihat gedung-gedung 
pencakar langitnya, pertokoan serba ada 
atau taman-tamannya yang megah. Tetapi, 
lihatlah perumahannya, bagaimana pen- 
duduk kota itu hidup dan mengasuh anak- 
anak mereka, karena anak-anak itulah kelak 
yang akan memberi warna dan mengurus 
kota itu.” Jadi, menurut Gibberd, berbicara 
soal kota, sesungguhnya inti yang dibicara- 
kan adalah soal perumahan warganya. 

Nah, bagaimanakah kondisi peru- 
mahan warga DKI Jakarta? Semua orang 
sudah maklum, di kota yang kini merayakan 
ulang tahunnya yang ke 468 ini, masalah 
hunian masyarakat kotanya sangat kom- 
pleks persoalannya. Penduduk 
Jakarta yang bertambah 
sangat pesat dengan laju 
pertumbuhan 2,41 persen per 
tahun— tahun 2005 jumlah 
penduduk Jakarta diperkira- 
kan mencapai 12 juta jiwa, 
tentu membutuhkan pula 
peningkatan ketersediaan 
tempat tinggal. 

Kebutuhan perumahan 
bagi warga Jakarta tiap tahun- 
nya diperkirakan tidak kurang 
dari 70.000 unit. Jumlah ter- 
sebut, terdiri dari total kebu- 
tuhan rumah baru (rumah 
horisontal dan rumah susun) 
sesuai dengan pertambahan 
penduduk, perbaikan rumah 
yang telah rusak atau tergusur 
serta kekurangan dari kebu- 
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tuhan rumah tahun sebelumnya. Kebutuhan 
70.000 unit rumah per tahun itu, 50 persen 
di antaranya dibutuhkan oleh golongan 
masyarakat berpenghasilan rendah, 40 
persen untuk golongan berpenghasilan 
menengah dan 10 persen untuk yang 
berpenghasilan tinggi. 

Dari jumlah rumah yang dibutuhkan 
tiap tahun ini, hanya 25 persen saja yang 
mampu dipasok oleh pemerintah (Pemda 
dan Perumnas) dan badan usaha swasta (de- 
veloper REI dan koperasi). Sedang sisanya, 
75 persen lagi, mau tak mau harus dicukupi 
sendiri oleh masyarakat melalui pemba- 
ngunan informal. 

Mengingat lahan untuk perumahan 
semakin terbatas di kota Jakarta, maka 
pemerintah telah mencanangkan bahwa 
hunian vertikal alias rumah susun meru- 
pakan alternatif ke depan. “Cepat atau 
lambat, warga Jakarta harus siap tinggal di 


RUMAH SUSUN MURAH 
TERJADI TRANSFORMASI BUDAYA 


rumah susun,” begitu kata Gubernur DKI 
Surjadi Soedirdja. Karena itu, dalam lima 
tahun ke depan, tahun 1995 sampai tahun 
2000, Pemda DKI memproyeksikan penga- 
daan rumah susun murah (RSM) sejumlah 
15.750 unit. Artinya, tiap tahun Pemda akan 
memasok 3.150 unit (lihat tabel). Gubernur 
Surjadi agaknya sudah bertekad, bahwa 
warga Jakarta akan diarahkan untuk tinggal 
pada hunian vertikal. Apapun kendalanya, 
“Program pembangunan rumah susun akan 
terus berjalan,” ujar Surjadi kepada Properti 
Indonesia, ketika dicegat seusai acara 
pelantikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI 
akhir bulan lalu. 

Memang, alternatif hunian rumah 
susun di Jakarta, terutama rumah susun 
murah (RSM) bagi kalangan berpeng- 
hasilan rendah, sebenarnya masih dihadang 
sejumlah kendala. Pertama, sulitnya men- 
dapatkan lahan untuk pembangunan RSM. 
Karena, kompetisi peman- 
faatan lahan yang sangat 
tinggi akibat peluang yang 
dibuka lebar-lebar dalam 
dunia usaha properti, 
menjadikan semua upaya 
pembangunan RSM sema- 
kin terpojok. Penga-daan 
lahan untuk RSM tidak 
mampu mengacu pada 
hukum pasar di mana NJOP 
tidak lagi menjadi pegangan 
utama. 

Di samping itu, 
menurut Kepala Dinas 
Perumahan DKI Ongky 
Sukasah, bagi masyarakat 
golongan menengah bawah, 
beratnya masalah hunian 
rumah susun terasa mulai 
dari daya beli yang rendah 
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sampai pada kualitas sumber 
daya manusianya. Mengenai hal 
yang terakhir ini, Ongky men- 
ceritakan temuannya di rumah 
susun Tambora, Jakarta Utara. 
Suatu ketika pipa saluran tinja 
rumah susun itu macet. Lalu, 
“Dengan naifnya penghuni 
menggergaji pipa saluran, se- 
hingga tinja-tinja itu berserakan 
sampai ke lantai bawah,” kisah 
Ongky. Hal-hal seperti ini, tentu 
tidak akan terjadi pada rumah 
susun menengah atas, karena 
mereka relatif berpendidikan tinggi. Mereka 
akan menelepon teknisi dan tidak akan 
melakukan jalan pintas yang merepotkan 
seperti penghuni umah susun kelas bawah. 

Dengan demikian, kualitas manusia 
Jakarta yang akan menghuni rumah susun 
memang memerlukan proses transformasi 
budaya. Seperti dikatakan Prof. Johan Silas, 
planolog dari Universitas Airlangga, yang 
terjadi di rumah susun adalah proses trans- 
formasi, di mana orang perlu mengubah 
gaya hidupnya dari yang tadinya bebas 
seenaknya dan sederhana, menjadi pola 
hidup yang teratur yang ada hak dan 
tanggung jawab. “Perubahan ini perlu 
dibimbing,” ujar Johan Silas. 

Mengenai penyuluhan itu, Dinas 
Perumahan DKI bukannya tak aktif mela- 
kukannya terhadap penghuni rumah susun 
kelas bawah ini. Ongky mengaku, seming- 
gu dua kali tim Dinas Perumahan terjun ke 
lapangan ke rumah-rumah susun, menga- 
dakan penyuluhan pada malam hari. 
Hasilnya? “Ada yang masuk ke pikiran 
mereka dan yang masuk telinga kiri ke luar 
telinga kanan,” cerita Ongky. Walau begitu, 
pihaknya tak bosan-bosan mengadakan 
berbagai penyuluhan. Ongky berkeyakinan, 
pada akhirnya masyarakat akan terbiasa 
dengan budaya tinggal di rumah susun, jika 
terus menerus penghuninya dibimbing. 

Bila dilihat kondisi RSM itu sendiri, 
terlihat gambaran kehidupan yang kurang 
nyaman. Fasos dan fasum yang terbengkalai 
serta kebersihan yang terabaikan, adalah 
gambaran rumah susun kelas bawah itu. 
Satuan rumah susun tipe 18 misalnya hanya 
berukuran 3x6 meter persegi. Ruang 
sesempit itu, terkadang berfungsi ganda 
pula sebagai warung-warung kecil. Bagi 
Abu Samad, seorang penghuni rumah susun 
Klender, tinggal di rumah susun merepot 


O A DO NN — 


LIPUTANU TAMA 


No. | Wilayah 


DKI Jakarta 


Unit RSM Per Tahun 


| 95-96 96-97 


974 


Jakarta Pusat 1.460 1.020 900 
Jakarta Utara 338 500 542 485 
Jakarta Barat 352 400 584 585 
Jakarta Selatan 320 560 . 480 480 
Jakarta Timur 680 670 570 700 


PENGADAAN RUMAH SUSUN MURAH (RSM) 


OLEH PEMDA DKI TAHUN 1922 T000 


Jumlah 


tetapı sudah pembeli 
kedua dan ketiga yang 
relatif kuat finansialnya. 
Bahkan, di RSM Tanah 
Abang dan Kebon 
Kacang, ditemukan angka 


650 5.004 

480 2 345 yang lebih tinggi: 80 

770 2 691 persen satuan rumah 

430 2270 susun itu sudah berpindah 
3.440 tangan. Hasil penelitian 


820 


itu boleh jadi benar. 


| Sumber: Dinas Perumahan DKI 


dibanding rumah biasa. “Kalau saya dan 
anak-anak yang masih kecil tak apa-apa. 
Tapi kalau anak-anak sudah besar, apalagi 
kalau ada tamu, wah repot. Ruangannya ya 
begini nih,” cerita Abu Samad, sambil me- 
nunjuk ke kamar rumah susun yang dimili- 
kinya. “Belum lagi kalau mau turun. Saya 
yang sudah tua ini susah turun naik tangga,” 
sambungnya. 

Apakah karena kondisi yang seperti 
itu menyebabkan banyak orang enggan 
tinggal di RSM, sehingga satuan rumah 
susun itu malah dijualnya ke pihak lain? 
Barangkali itulah yang mengusik Prof.Eko 
Budiardjo, pakar perkotaan dari Universitas 
Diponegoro untuk melakukan penelitian 
tentang situasi kepemilikan satuan rumah 
susun di Jakarta dan Surabaya. 

Hasilnya? Prof.Eko menemukan 
bahwa saat ini, 70 persen penghuni RSM di 
kedua kota itu bukan lagi pemilik pertama, 


KONYALSNENYLWL 


ONGKY SUKASAH 
DARI KUALITAS MANUSIA SAMPAI DAYA BELI 


Cobalah Anda mampir ke 
rumah susun Tanah 
Abang, maka di depan 
diparkir mobil-mobil (mewah) para 
penghuni. Dengan kata lain, satuan rumah 
susun itu tidak lagi dimiliki golongan 
masyarakat bawah, tetapi sudah golongan 
kuat finansialnya. 

Kepala Dinas Perumahan DKI mem- 
benarkan penemuan penelitian itu. Namun, 
ia tak yakin jumlahnya sampai sebesar itu. 
Kalau pun ada, mungkin itu RSM yang 
dibangun Perumnas. Sedang RSM yang 
dibangun Dinas Perumahan, tidak boleh 
dipindahtangankan dalam jangka 5 tahun. 
“Jika dialihkan juga maka haknya gugur,” 
katanya. Ongky Sukasah memandang, 
banyaknya RSM yang berpindah tangan, 
mungkin disebabkan suplai rumah terhadap 
golongan menengah tidak cukup. Karena 
itu, menurutnya, wajar jika mereka ekspansi 
ke kelompok di bawahnya, dengan membeli 
RSM yang sebenarnya ditujukan bagi 
golongan bawah. 

Kebijakan ke depan dalam pem- 
bangunan RSM, menurut Ongky, Pemda 
DKI cenderung membangun rumah susun 
sewa di samping rumah susun yang dapat 
dimiliki. Pertimbangannya untuk menjaga 
mobilitas penduduk DKI. Dengan sistem 
rumah susun sewa, kepindahan tempat 
kerja seseorang dari suatu wilayah Jakarta 
ke wilayah lainnya tak begitu rumit. Sehing- 
ga, jika seseorang pindah pekerjaan dari 
Selatan ke Timur misalnya, ia tinggal 
memilih RSM sewa di Jakarta Timur. 

Dalam pandangan Ketua DPD REI 
DKI Nugroho Suksmanto, jika developer 
swasta juga diharapkan membangun 
rumah susun sewa, hal itu sangat sulit. 
Karena investasinya besar dan kemampuan 
sewa masyarakat juga rendah. “Jika satuan 
rumah susun harganya Rp 20 juta misalnya, 
lalu disewakan per unit Rp 100 ribu, kapan 
kembali investasinya,” kata NugrohoMPPTU 


PROPERTI INDONESIA JUNI1994 


25 


LIPUTANU TAMA 


WAWANCARA 


IR. NUGROHO SUKSMANTO 


RUSUN 
MURAH REI 
TERANCAM 


Usaha DPD REI DKI dalam membangun 
rumah susun (rusun) murah bagi masyarakat 
s$ lapisan bawah Jakarta ternyata tidak semulus 
yang diharapkan. Upaya tersebut kini 
tersandung ketidaksepakatan taksasi harga 
“es tanah. Padahal proyek rumah susun 


| Tie a 
sederhana di Cilincing ini, diharapkan menjadi pilot project konsep 
pembiayaan subsidi silang. Rusun murah ini, semula direncanakan 
diresmikan Presiden Soeharto dalam rangka memperingati 50 
ujar Ketua 


tahun Indonesia merdeka. “Kini, hal itu tinggal ilusi,” 
DPD REI DKI Ir. Nugroho Suksmanto. 
Berikut ini petikan wawancara Joko Yuwono 
dari Properti Indonesia dengan Nugroho. 


Apa saja yang dilakukan DPD REI 
DKI dalam mendukung pengadaan rumah 
di Jakarta? 

Dalam Repelita VI ini REI DKI berharap 
dapat membangun rumah sederhana dan 
rumah sangat sederhana sekitar 45-50 ribu 
unit. Ditambah dengan rumah menengah atas, 
jumlahnya bisa 70 ribu unit, bahkan mungkin 
lebih. Masalahnya, lahan di wilayah 
administratip DKI saat ini makin terbatas dan 
mahal. Sudah sulit memperoleh lahan yang 
sesuai untuk dikembangkan menjadi 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, 
kami sepakat dengan Pemda DKI, pengembangan rumah sederhana 
di Jakarta harus dikembangkan dalam bentuk rumah susun. 

Bagaimana konsep pengembangan rusun sederhana yang 
akan dikembangkan REI DKI? 

Salah satu anggota REI, dan kebetulan perusahaan itu masih 
di bawah grup usaha saya, akan bekerjasama dengan PT Pelabuhan 
IL untuk mengembangkan rumah susun murah dengan sistem 
subsidi silang di Cilincing. Tapi rencana ini terancam gagal karena 
taksasi tanah yang dilakukan oleh instansi itu ternyata di luar 
kemampuan kami. Harga tanah yang semula kami perkirakan 
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sekitar Rp 100 ribu per m?, ternyata taksasinya di wilayah Cilincing 
Rp 145 ribu dan di wilayah Sukapura Rp 165 ribu. 

Padahal, di sana kita berharap bisa membangun rumah susun 
murah sekitar 6-7 ribu unit di atas lokasi sekitar 15 hektar. Di mana 
yang 15 hektar sisanya kami kembangkan untuk pembangunan 
rumah menengah untuk menyubsidi rumah susun murah tersebut. 
Program yang kami usulkan kepada Pemda DKI ini, sejak awal 
diharapkan menjadi proyek percontohan dan bisa diresmikan oleh 
Presiden Soeharto dalam rangka 50 tahun Indonesia Merdeka. Kini, 
niat itu tinggal ilusi. Kalau dari pihak Pelabuhan II atau Menpera 
bisa memprakarsai sehingga dicapai suatu kesepakatan yang masih 
dalam jangkauan kapasitas kami, mungkin proyek itu akan kami 
lanjutkan. Prinsipnya, asal tidak merugi saja masih kami kerjakan. - 

Kalau proyek ini gagal, langkah apa lagi yang akan di usul- 
kan REI? 

REI akan mengusulkan bagaimana pelaksanaan SK Gubernur 
nomor 540 tahun 1992 itu bisa efektif. Dari pengamatan teman- 
teman tentang kewajiban tersebut, mereka umumnya mengusulkan 
kalau bisa Pemda DKI menentukan pola hibah. Di mana developer 
diminta untuk memberikan kontribusi dalam bentuk dana saja. 
Kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan yang lebih 


‚profesional dalam membangun rumah susun murah. Kami 


berpendapat, pembangunan rumah murah hanya bisa dilaksanakan 
secara konsisten jika ditangani lembaga yang profesional di bidang 
ini. Jika yang membangun developer yang tidak berspesialisasi di 
rumah murah, akan mengalami kesulitan. 
Selain tanah, apa lagi yang menjadi kendala pembangunan 
rusun murah di DKI? 
Kendala pembangunan rumah murah di DKI, utamanya 
memang masalah lahan. Tapi kalaupun 
memperoleh lahan, untuk membangun 
rumah di atasnya juga masih mengalami 
masalah. Jika rumah susun murah itu 
dibangun di lahan gratis saja, harga per 
unitnya untuk T-21 sudah mencapai Rp 20 
juta. Dan harga tersebut sulit dijangkau oleh 
masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya 
kemudian diturunkan lagi menjadi Rp 15 
Juta. Artinya per unit harus disubsidi Rp 5 
juta. Andai kita jadi membangun 5000 unit, 
jumlah subsidi yang harus dikeluarkan Rp 
25 miliar. Belum termasuk harga lahan. 
Bagaimana kalau rumah susun itu 
disewakan saja? 
Itu lebih sulit. Developer hanya bisa 
mengharapkan pengembalian investasinya 
dari hasil sewa. Padahal kemampuan sewa masayarakat juga 
rendah. Misalnya, harga sewa per unit T-21 adalah Rp 100 ribu per 
bulan. Rumah susun itu harga konstruksinya saja sudah Rp 20 juta, 
belum termasuk harga tanah. Dapat Anda bayangkan dalam 1 tahun 
baru terkumpul uang sewa Rp 1,2 juta. Berapa tahun investasi baru 
bisa kembali? Tanpa bunga saja sudah sekitar 20 tahun. Belum 
ditambah bunga pinjaman bank yang harus dibayarkan. Pengem- 
balian investasi itu tidak akan terkejar lagi, jika jalan keluarnya 
disewakan. Pengembalian investasi yang normal itu harus sekitar 8 
hingga 10 tahun B 
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SUBURBAN JAKARTA 


LIPUTAN UTAMA 


BOOM KOTA BARU 


DI PINGGIR JAKARTA 


Dengan gaji di bawah Rp 4,5 juta sebulan, jangan berharap bisa membeli rumah di 
'akarta. Kota-kota baru yang tumbuh dengan marak di wilayah Botabek menjadi 

alternatif. Tapi, beban jalan tol menuju Jakarta menjadi makin berat, karena semua 
kota-kota baru itu bergantung pada jalan tol yang ada. 


Berapa penduduk DKI 
Jakarta saat ini? 
Menurut proyeksi Biro 
Pusat Statistik DKI, 
tahun 1995 ini men- 
capai 9,175 juta jiwa. 
Tapi, itu 7 adalah jumlah penduduk DKI di 


malam hari. Siang hari, jumlah penduduk . 


DKI bisa mencapai 11 juta lebih. Tambahan 
penduduk di siang hari itu berasal dari 
warga Bogor, Tangerang dan Bekasi, yang 
sehari-hari bekerja di wi- 
layah DKI. Jumlahnya, 
diperkirakan mencapai 
2,5 juta jiwa. Mereka ini- 
lah yang sehari-hari harus 
me-nempuh perjalanan 
rata-rata 2 jam untuk me- 
nuju tempatnya bekerja di 
Jakarta. 

Perhatikanlah sua- 
sana Stasiun Gambir atau 
Stasiun Kota pada jam 
pulang kantor sekitar 
pukul 17.00. Ribuan 
orang berjubel berebut 
tempat di KRL Jabotabek 
yang akan membawa 
mereka pulang ke sepan- 
jang daerah Depok, 
Citayam, Bojong Gede 
sampai ke Bogor. Begitu 
juga untuk kereta api 
jurusan Serpong, Parung 
Panjang, Rangkasbitung 
sampai Cilegon. 

Hal serupa terlihat 
juga pada bus-bus kota 
dengan rute ke Bekasi 


dan Tangerang. Berdesak-desakan dan 
mandi keringat adalah keseharian penum- 
pangnya. Bagi para penumpang bus kota 
ini, penderitaan mereka ditambah lagi 
dengan kemacetan yang terjadi di mana- 
mana. Alhasil, mereka menjadi manusia 
yang tua di jalan. Pada jam-jam sibuk 
misalnya, perjalanan dari Jalan Sudirman di 
pusat kota Jakarta ke daerah Depok, Pamu- 
lang, Bekasi dan Tangerang, rata-rata 
memakan waktu di jalan 2 jam. Artinya, 


pulang pergi paling tidak memakan waktu 4 
jam dalam sehari. Jika hari kerja 20 hari 
saja, maka sedikitnya 80 jam dalam sebulan 
usianya habis di jalan. 

Para pekerja di DKI, memang tidak se- 
muanya mampu untuk mewujudkan im- 
piannya memiliki rumah di Jakarta. Kalau 
Anda “hanya” berpenghasilan Rp 4,5 juta 
per bulan, jangan berharap bisa membeli 
rumah baru di permukiman yang masih ber- 
ada di wilayah DKI Jakarta. Hitung- 


CNVLSNHNYIVL 


PERUMAHAN DI PINGGIR JAKARTA 
SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMATA 
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hitungannya begini. Coba Anda 
teliti harga-harga rumah yang 
berlokasi di wilayah DKI 
Jakarta. Menurut Pusat Data 
Properti Indonesia, harga ter- 


murah yang ditawarkan develo- 160.000 
per tercatat Rp 110 juta. Rumah 8 120.000 
ber tipe 45 dengan luas tanah = 
100 meter persegi itu berlokasi 5 80.000 
di sebuah permukiman yang 
dibangun developer di bilangan 40.000 
Buaran, Jakarta Timur. 0 
Kalau Anda membelinya 2 D 3 i 5 | 5 

| | Af akarta Jakarta Jakarta Jakarta Bogor Bekasi Tangerang 
kan NA e o Utara Timur Selatan Barat 
rumah), berarti harus menyedia- | 
k ka 20 jd dari Sumber: IEEE Rumah Sederhana MMI Rumah Menengah “Rumah Mewah 

neen Ne a Procon indakh/JLW (<100m?) (>200m?) 


Rp 110 juta yaitu sebesar Rp 22 

juta. Sedang 80 persen sisanya 

dibayar dengan KPR perbankan. KPR 
senilai Rp 88 juta itu, jika jangka waktu 
yang dipilih 10 tahun, cicilan per bulannya 
sekitar Rp 1.584.000. Dengan cicilan sebe- 
sar itu, berarti Anda harus mempunyai 
penghasilan lebih kurang Rp 4.752.000 per 
bulan, karena bank pemberi KPR memberi 
syarat bahwa jumlah cicilan paling tidak se- 
pertiga dari penghasilan. Di samping, tentu 
saja, sudah punya tabungan Rp 22 juta 
untuk uang muka tadi. 

Dengan kondisi seperti itu, para pe- 
kerja di DKI memang harus rela “me- 
nyingkir” ke pinggir kota agar dapat memi- 
liki rumah sendiri. Peluang inilah yang 
ditangkap dengan baik oleh para pengusaha 
real estate dengan mengem-bangkan berba- 
gai proyek perumahan di wilayah Botabek. 
Semula, proyek-proyek perumahan di 
wilayah Botabek ini dibangun dengan skala 
kecil, dan umumnya dilaku-kan oleh Perum- 
nas. Tapi sejak pertengahan tahun 1980-an, 
sejumlah developer besar berlomba 
membangun permukiman ber-skala kota 
dengan luas pengembangan lahan di atas 
500 Ha. Saat ini, di Botabek, setidaknya 
terdapat 14 permukiman yang dikem- 
bangkan di atas lahan 500 Ha lebih. 

Grup Sang Pelopor di bawah komando 
Ir. Ciputra saja, saat ini mengembangkan 5 
permukiman berskala kota di wilayah 
Kabupaten Tangerang, yakni Bumi Serpong 
Damai di Tangerang (6.000 Ha), Bintaro 
Jaya (1.700 Ha), Citra Raya Tangerang 
(1.000 Ha), Pantai Indah Kapuk (1.000 Ha), 
dan Perumahan Citra (455 Ha). Grup Sang 
Pelopor ini juga masih memiliki cadangan 
lahan sekitar 3.200 Ha untuk proyek Kapuk 
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(100-200m2) 


Indah Teluk Naga. Grup Lippo mengem- 
bangkan Lippo City (2.000 Ha), Lippo Vil- 
lage (700 Ha), dan Royal Sentul Highland 
(2.000 Ha). Belum lagi PT Panca Wiratama 
Sakti yang mengembangkan perumahan 
Tiga Raksa (3.000 Ha), Modernland (770 
Ha), Cikarang Baru (1.400 Ha) dan Kota 
Legenda (2.000 Ha). Grup Summarecon 
bekerjasama dengan Grup Batik Keris 
mengembangkan Gading Serpong (1.000 
Ha); pengusaha kawakan The Nin King me- 
ngembangkan Alam Sutra (700 Ha). Belum 
lagi permukiman Rancamaya di Bogor (550 
Ha). 

Dengan mengandalkan master plan- 
ner dari berbagai mancanegara, para devel- 
oper itu bersaing menawarkan berbagai 
konsep perumahan dengan nilai tambah 


CADANGAN LAI 
KOTA BARU DI BOTA 


Bumi Serpong Damai 


Tiga Raksa 


Lippo City 

Royal Sentul 

Kota Legenda 

Citra Raya Tangerang 
Bintaro Jaya 
Cikarang Baru 
Gading Serpong 
Pantai Indah Kapuk 
Modernland Cipondoh 
Lippo Village 

Alam Sutra 
Rancamaya 


— Sumber : Pusat Data PROPERTI INDONESIA — 


masing-masing. Beberapa 
diantaranya, seperti Bumi 
Serpong Damai, Lippo City dan 
Cikarang Baru, bahkan berani 
mengklaim permukimannya 
sebagai kota mandiri yang 
mengintegrasikan kawasan 
perumahan, pendidikan dan 
lapangan kerja. 

Jumlah kota-kota baru di 
atas dipastikan akan terus 
bertambah, mengingat sejum- 
lah developer besar seperti 
Ometraco Realty, juga sudah 
mengantongi surat izin penun- 
jukan peruntukan lahan 
(SIPPT). Menurut perhitungan 
DPP REI, jumlah lahan yang 
dikuasai developer di wilayah Jabotabek 
saat ini mencapai 60.000 Ha lebih. Salah 
seorang Ketua DPP REI, Herman 
Sudarsono, menilai bahwa penguasaan 
lahan sebesar itu agak berlebihan jika dika 
dikaitkan dengan daya serap pasar yang ada. 
Ia menaksir, lahan yang telah dikembang- 
kan menjadi perumahan di Jabotabek 
selama 14 tahun terakhir hanya berkisar 
3.000 Ha. Taruhlah kemampuan mengem- 
bangkan lahan itu ditingkatkan menjadi 400 
Ha per tahun, menurut Herman, pengem- 
bangan lahan seluas 60.000 Ha itu akan 
memakan waktu 150 tahun. 

Kekhawatiran Herman Sudarsono itu 
beralasan, mengingat rumah yang dipasar- 
kan di kota-kota baru itu harganya tidak 
murah. Developer kota baru di Botabek saat 
ini umumnya menjual tanah matang di 
permukimannya dengan harga antara Rp 
400sampai Rp 700.000. Di kavling yang 
ekslusif, seperti di dekat lapangan golf, 
harganya bahkan di atas Rp 1 juta per meter 
persegi. Dapat dibayangkan, dengan harga 
jual tanah setinggi itu, bagaimana mereka 
mau tertarik membangun RSS yang 
harganya sudah dipatok pemerintah tak 
boleh lebih dari Rp 5 juta untuk RSS tipe 21. 

Terlepas dari hitung-hitungan itu, 
kehadiran kota-kota baru di sekitar wilayah 
Botabek ini memang lahir untuk menjawab 
kebutuhan perumahan para pekerja di DKI. 
Masyarakat menyambutnya dengan 
antusias, terbukti dari besarnya pasok yang 
dapat diserapk konsumen. Sampai April 
1995, jumlah pasok di Tangerang, Bekasi 
dan Bogor mencapai 330.000 unit. 
Pertumbuhan terbesar di Tangerang, di 
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mana pasokan sudah mencapai 
50.000 unit (120.000 di antara- 
nya merupakan rumah tipe kecil di 
sawah 100 meter persegi). Sedang 
Bekasi telah memasok tak kurang 
0.000 unit (70.000 unit di 
antaranya rumah tipe kecil) dan 
Bogor telah memasok 70.000 unit 
engan 35.000 unti di antaranya 
merupakan rumah tipe kecil 
serukuran di bawah 100 meter 
persegi (lihat tabel). | 

Selain faktor keterbatasan 
dan tingginya harga lahan di DKI, 
ungginya minat pembelian rumah 
di wilayah Botabek ini juga 
didorong oleh beberapa aspek lain. 
Pertama, tingkat pendapatan 
masyarakat yang meningkat serta 
dukungan lembaga perbankan 
terhadap bisnis properti. Kedua, 
tuntutan masyarakat yang makin 
berkembang, yang bukan hanya 
memandang rumah sebagai 
tempat tinggal belaka, tapi juga 
mengaitkannya dengan fasilitas lingkung- 
annya. Ketiga, dikembangkannya konsep 
pembangunan yang mengintegrasikan 
kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi 
(Jabotabek). Berbagai jaringan jalan 
dibangun untuk mengintegrasikan DKI dan 
ketiga wilayah penyangganya itu. Warga di 
Botabek, kini juga dapat berkomunikasi ke 
DKI melalui telepon tanpa dikenakan tarif 
interlokal. Untuk mengurus paspor dan SIM 
juga tak perlu pergi ke Bandung, ibukota 
Jawa Barat. Lembaga perbankan di DKI 
pun kini memperlakukan konsumen yang 
tinggal di Botabek, sama dengan warga 
DKI. 

Kehadiran kota-kota baru, di satu sisi 
memang mengurangi beban kepadatan di 
DKI. Tingkat pertumbuhan penduduk DKI, 
yang dalam periode tahun 1980-an berkisar 
4 persen, kini dapat ditekan menjadi 
2,5persen. Namun, perkembangan kota- 
kota di sekeliling Jakarta itu, menimbulkan 
masalah baru. Mobilitas manusia dari dan 
ke pusat kota, telah menyebabkan kesem- 
rawutan lalu lintas. 

Itu disebabkan, karena kota-kota baru 
yang tumbuh di Botabek memang tampak 
lebih berfungsi sebagai tempat tinggal bagi 
warganya. Sebuah studi mengenai kota 
Depok memperlihatkan bahwa lapangan 
kerja yang yang ada di kota itu hanya dapat 
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BERJUBEL BEREBUT KENDARAAN UMUM 
TUA DI JALAN 


menyerap 36 persen total pekerja yang ada. 
Sedang sisanya tetap bekerja di Jakarta, 
sehingga mobilitas manusia pada pagi dan 
sore hari antara Depok dan Jakarta tinggi 
sekali. Akibatnya, menurut Hindro T. 
Soemardjan, Ketua Direksi Pelaksana 
Bandara Kemayoran, kalau pagi semua 
orang masuk ke Jakarta dan sorenya berbon- 
dong-bondong ke luar kota. Penyebabnya 
ya, itu, karena mereka tinggal di luar kota, 
tetapi tetap bekerja di Jakarta. 

Dr. Ir. Danisworo, dosen senior di 
jurusan arsitektur ITB, yang juga ketua Tim 
Pengendalian Perencanaan Arsitektur Kota 
(TPAK), juga berpendapat senada dengan 
Hindro. Menurut Danisworo, di antara kota- 
kota baru yang dibangun swasta di wilayah 
Jabotabek, saat ini belum satupun yang bisa 
dikatakan sebagai kota mandiri. “Mereka 
hanya mengklaim sebagai kota mandiri, 
karena dalam kenyataannya mereka masih 
bergantung pada kota induknya, Jakarta,” 
tuturnya. 

Syarat sebuah kota mandiri, menurut 
Danisworo, adalah harus memiliki eco- 
nomic base (pusat kegiatan ekonomi). Jika 
merujuk ke pengembangan kota-kota di luar 
negeri, prosesnya biasanya dimulai dari 
pembangunan industri lalu dibangun 
perumahan bagi pekerjanya, kemudian 
menyusul berbagai fasilitas kota seperti 


sarana pendidikan dan rumah sakit. Dengan 
kata lain, ujar Danisworo, kota mandiri itu 
tidak dilihat dari besar kecilnya lahan, tapi 
apakah di sana tersedia economic base. 
Contohnya, Bandung dan Medan yang 
dirancang sejak awal menjadi kota perke- 
bunan. Di Botabek, karena yang mengem- 
bangkan kota baru itu adalah pengusaha real 
estate, tentu rumahnya dulu yang dikem- 
bangkan, kemudian menyusul yang lainnya. 

Kota Cikarang Baru dan Lippo City 
sebetulnya melakukan pendekatan yang 
agak mirip dengan apa yang dikemukakan 
Danisworo. Pembangunan dua kota baru 
itu, diawali oleh pengembangan kawasan 
industrinya. Di saat kawasan industri 
mereka mulai berkembang, kedua developer 
kota baru itu mengembangkan kawasan 
permukiman, yang ditujukan bagi para 
pekerja di sana. Setelah kawasan industri 
dan permukiman berkembang, Lippo City 
misalnya, kini mengembangkan berbagai 
fasilitas kota seperti rumah sakit, serta 
sarana pendidikan mulai TK sampai seko- 
lah menengah atas. Dalam waktu dekat, di 
sana juga akan dikembangkan beberapa 
perguruan tinggi. “Jangan lihat Lippo City 
sekarang. Lihat 5-10 tahun mendatang,” 
ujar Herman Latief, Presdir Lippo City, se- 
olah ingin menjawab kritik yang dikemu- 
kakan Hindro dan Danisworo itu HM PTU/BB 
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SUPERBLOK 
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MENATA KOTA 
LEBIH EFISIEN 


Pembangunan Jakarta berlangsung tak terkendali. Banyak fasilitas kota dibangun 
tanpa perencanaan terintegrasi. Mampukah superblok memecahkan soal ini ? 


Bola yang digelinding- 
kan sejak Seminar 
Superblok di Jakarta 
12 September 1992 
terus bergulir. Konsep 
aa penataan kota yang 
ved kalinya diterapkan di AS tahun 
1960-an ini mulai mendapat sambutan de- 
veloper. Sejumlah proyek dikerjakan di 
bilangan jalan-jalan utama Jakarta. Di 
sepanjang Jl. Sudirman setidaknya tiga 
proyek superblok sedang dikebut 
pembangunannya. PT Danayasa Athatama 
misalnya, membangun Sudirman Central 
Business District (SCBD) seluas 45 Ha di 
bekas tanah negara yang diapit tiga jalan: 
Gatot Subroto, Senopati dan Sudirman. 
Yayasan Dana Pensiun BNI 1946 mengem- 
bangkan Proyek BNI City seluas 50 Ha di 
Kelurahan Karet. Selanjutnya Sahid City 
Superblok yang berdiri di atas lahan 3 Ha 
dikerjakan PT Sahid Inti Dinamika, anak 
perusahaan Grup Sahid. 

Ide superblok sendiri 
bertujuan memadukan 
berbagai fasilitas kota agar 
lebih teratur dan efisien. 
Tidak seperti keadaan 
Jakarta yang kita saksikan 
sekarang. Pembangunan 
sistem kavling yang diterap- 
kan di koridor-koridor CBD 
mengakibatkan tiap blok 
atau masing-masing kavling 
terpisah sama sekali. Antara 
gedung satu dan lainnya 
seolah pulau-pulau ter- 
sendiri, terputus tanpa ada 
sesuatu yang menghubung- 
kan. Setiap koridor 
mengikuti pola perkem- 
bangan pita (ribbon deve- 
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lopment). 

Coba bayangkan, demi-kian Nasroel 
Chas, Presiden Direktur PT Danayasa 
Arthatama, bagaimana harus pergi ke Chase 
Plaza sementara Anda berada di Wisma 
Metropolitan yang lokasinya satu blok di Jl. 
Sudirman. “Tak ada alternatif lain, Anda 
harus berputar dulu ke bundaran HI baru 
bisa sampai di tempat tujuan,” katanya. 

Sayangnya problem ini tak mudah 
dipecahkan. “Kenapa sih dulu pemerintah 
tidak membuat aturan agar antar gedung 
dibuatkan jalan tembus bawah tanah”, ujar 
Nasroel dengan nada tanya. 

Problem tersebut baru disadari bela- 
kangan. Pemerintah mengeluarkan SK 
Gubernur KDKI Jakarta No. 25 Tahun 1990 
yang mengatur tentang perencanaan super- 
blok.Pemerintah memberi kelonggaran 
ketinggian KLB pada developer yang 
membangun proyek terpadu (superblok). 
Bahkan dengan keluarnya SK Gubernur No. 
678 Tahun 1994, pembangunan superblok 


di centra primer dapat diberikan KLB lebih 
dari 5. 

Kelonggaran inilah yang dilirik 
pengusaha. Sejumlah developer langsung 
menyatakan niatnya membangun superblok. 
PT Kuningan Persada, anak perusahaan 
Grup Salim menginvestasikan Rp 2,46 
triliun untuk mengembangkan lahan 57 Ha 
di Kelurahan Guntur Jakarta Selatan. 
Demikian juga Grup Ciputra membangun 


Liang Court Regency seluas 13 Ha di : 


Kuningan. Masih di Kuningan PT Abadi 
Gunapapan mengembangkan Grand 
Kuningan seluas 50 Ha untuk kawasan 
diplomatik, apartemen, perkantoran dan 
shopping center. | 

Ide pembangunan superblok 
diharapkan dapat memperbaiki konsep 


"lama. Konsepnya tidak lagi mengikuti pola 


ribbon development yang dibagi dalam 
bentuk kavling. Superblok merupakan 
komplek multi fungsi (mixed use area) 
dimana developer dapat membangun 

gedung dengan tingkat 


“SAHID CITY 
MEMBANGUN JALAN TEMBUS BAWAH TANAH 


Koefisien Lantai Bangunan 
(KLB) tinggi dan fleksibel. 

Tidak seperti konsep 
lama dimana tiap bangunan 
berdiri sendiri-sendiri. Di 
area superblok terdapat 
pusat permukiman, per- 
kantoran, perbelanjaan, 
pusat rekreasi dan pusat 
pendidikan yang terbagi 
dalam suatu blok tersendiri. 
Tiap blok dihubungkan 
pendestrian dan antar 
gedung diintegrasikan 
dengan jalan penghubung. 
Pendeknya area superblok 
menjadi pusat kegiatan 
terpadu. Sekali jalan, 
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semua kebutuhan terpenuhi (one stop ser- 
ice). 

Seperti di Kota Baru Bandar Kema- 
yoran yang dibangun Badan Pengelola 
Komplek Kemayoran (BPKK). Menurut 
Hindro T. Soemardjan, Ketua Direksi 
Pelaksana Bandar Kemayoran, proyek kota 
terpadu yang berdiri di atas lahan 420 Ha 
tersebut terbagi dalam 4 fungsi,— pusat 
karya, pusat wisma, pusat marga dan pusat 
suka—, yang terbagi dalam blok-blok. Di 
atas tanah eks Bandar Udara Kemayoran itu 
ikan dibangun fasilitas bisnis : Jakarta 
International Trade Fair, WTC, perkan- 
toran, hotel dan restoran. Pekerja pun tak 
perlu repot memikir- 
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pembeli apartemennya adalah orang yang 
juga jadi pembeli ruang perkantoran 
Menara Sahid. Mereka tak perlu repot 


“untuk bekerja dan istirahat cukup dilakukan 


dengan jalan kaki. Bila ingin ke Gedung 
Mid Plaza atau ke BDNI Tower di sebelah 
kiri dan kanannya juga tak perlu kepanasan. 
Sebab sebentar lagi Sahid akan membuat 
jalan tembus bawah tanah yang menghu- 
bungkan dengan kedua gedung tersebut. 
Sejumlah proyek juga mulai 
beroperasi. Di luar Sahid City, BNI City 
yang berada dissi utaranya juga mulai aktif 
. Hotel Shang- rilla dan Gedung BNI sudah 
operasi. Bila konsep superblok dapat diwu- 


kan hunian. Karena 
di sini akan dibangun 
30.000 unit rumah 
susun. Lahan seluas 
177,5 Ha disediakan 
untuk jalan, trotoar, 
saluran, taman, dan 
pusat olah raga 
Menurut Hindro di 
sini akan dihuni 
158.000 jiwa ditam- 
bah 120.000 orang 
yang bekerja di siang 
hari. 

Pengalaman 
Hongkong cukup 
baik dijadikan pela- 
jaran. Untuk me- 
ngurangi pergerak- 
kan orang pada jam 
kerja dia membangun 
gedung bertingkat 
tinggi yang diper- 
untukkan untuk hunian dan aktivitas kerja. 
Lapis atas dipakai untuk hunian, sedang di 
bawah untuk perkantoran. Orang pun tak 
perlu susah-susah. Berangkat dan pulang 
kerja cukup naik turun saja. Satu hal lagi 
keuntungannya. Penggunakan lahan sangat 
efisien sehingga infrastruktur, jalan dan 
ruang terbuka yang menjadi kebutuhan kota 
modern dapat disediakan secara baik. 

Tengoklah Sahid City Superblok. 
Meskipun lahannya terbilang kecil 6 Ha, 
proyek di Jl. Sudirman tersebut cukup inte- 
grated. Di sini dibangun Apartemen Istana 
Sahid, Perkantoran Menara Sahid dan Hotel 
Sahid Jaya. Menurut Ferry Halim, Market- 
ing Manager Sahid Inti Dinamika, deve- 
loper yang membangun proyek ini, sebagian 


SUDIRMAN CBD 
MENGURANGI BEBAN JALAN SUDIRMAN 


Subroto-Sudirman. Untuk mengisi perut 
pun tak harus susah payah. Di sini juga 
disediakan tempat khusus untuk menam- 
pung pedagang-pedagang kecil seperti 
tukang sayur, tukang bakso maupun tukang 
soto. 

Pengusaha asal Padang ini menunjuk 
koridor Sudirman. Bagaimana seorang 
pekerja yang berkantor di Chase Plaza 
dengan gaji Rp 300.000 dapat makan 
dengan mudah. Sementara restoran yang 
tersedia Rp 7.500 sekali makan, ujarnya. 
Dapat dimengerti pada jam 12.00- 13.00 
ribuan orang berhamburan di Jl. Sudirman 
untuk mendapatkan makan siang. 

Meskipun 
| mempunyai banyak 
-o manfaat, bukan ber- 
on arti superblok akan 
= diserbu konsumen. 
| Komplek Ratu Plaza 
di Jl. Sudirman 
adalah salah satu 
contohnya. Proyek 
properti yang ber- 
konsep superblok ini 
meskipun berlokasi 
di CBD kurang 
berhasil. Baik per- 
kantoran, apartemen, 
dan pusat perbe- 
lanjaan yang ada 
dalam Komplek 
Ratu Plaza tidak 
dilirik orang lagi. 

Prospek super- 
blok juga diperta- 


judkan bukan mustahil Jakarta dapat 
disulap jadi kota yang teratur. Sayangnya 
untuk membangun superblok tidaklah 
mudah. Disamping butuh lahan besar, 
dibutuhkan dana tidak kecil. Untuk mem- 
bangun SCBD saja PT. Danayasa Artha- 
tama (DA) merogoh kocek Rp 7 triliun. 

Di area seluas 45 Ha ini nantinya 
dibangun 2,5 juta m2 lantai yang terdiri dari 
7 gedung perkantoran, 4 hotel, 8 gedung 
apartemen, 3 pusat perbelanjaan, ruang 
konvensi dan rental centre. Proyek yang 
terbagi dalam 7 blok ini juga akan menyatu 
dengan kawasan sekitarnya. DA mem- 
bangun jalan tembus simpang susun 6 ruas 
sepanjang 2,8 Km yang menghubungkan 
Jalan Senopati-Sudirman dan Gatot 


nyakan. Ir. Ciputra 
dalam seminar su- 
perblok di FT UI, mengatakan harga sewa 
gedung-gedung di area superblok terlalu 
mahal. Tetapi susahnya, demikian Pak Ci, 
pengusaha sulit menekan harga karena 
tanahnya dibeli cukup tinggi. Faktor inilah 
yang memberi kesempatan pada perkan- 
toran di lokasi pinggiran tetap dilirik orang. 

Tetapi untuk kota sebesar Jakarta 
superblok tetap menjadi alternatif terbaik. 
Karena itu, menurut Hindro T. Soemardjan, 
agar superblok terjangkau harga tanah harus 
dikendalikan oleh pemerintah. “Jangan 
seperti di Hongkong atau Jepang. Akibat 
harga tanah terlalu tinggi, 60% gaji 
karyawan habis untuk sewa rumah,” jelas 


Hindro & 
HP 
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PEREMAJAAN 
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PELUANG DI 


KAMPUNG KUMUH 


Pemda DKI masih memiliki 2.816 Ha kawasan kumuh yang 
segera akan diremajakan. Sebagian besar ska di lokasi 


strategis. Siapa mau masuk ? 


Siapa bilang keku- 
# muhan identik dengan 
kemiskinan. Menurut 
Ongky Sukasah, 
Kepala Dinas Peru- 
A mahan DKI, banyak 
orang salah sangka memandang per- 
mukiman kumuh. “Coba saja jalan-jalan ke 
Pasar Senen di Sumur batu. Banyak rumah 
di lokasi kumuh ini memiliki antena pa- 
rabola dan mobil BMW,” cerita Ongky. 
Perkampungan kumuh tidak bisa 


dilepaskan dari tingginya jumlah urbanisasi | 


ke Jakarta. Maklum, magnit ibukota ini 
memang sangat menarik. Ribuan 
` jiwa setiap saat datang ke Jakarta 
untuk mewujudkan mimpinya. 
Sebagian besar dari pendatang ini 
mencoba merintis usaha di sektor 
informal dan memanfaatkan tanah 
kosong—biasanya di dekat kawasan 
komersil—sebagai hunian semen- 
tara. Inilah awal tumbuhnya per- 
mukiman liar yang kemudian ber- 
kembang menjadi permukiman 
kumuh yang tidak teratur dan ille- 
gal. 

Pada 1989, berdasarkan data 
lingkungan permukiman kumuh 
dari kantor Menpera, Jakarta memi- 
liki areal kumuh 4.481,6 Ha yang 
dihuni sekitar 2.377.000 jiwa, atau 
hampir 26% dari luas DKI Jakarta. 
Ciri-ciri umum lingkungan 
permukiman kumuh ini adalah, tata 
ruang hunian sangat tidak teratur. 
Kepadatan bangunan hunian sangat 
tinggi. Fisik bangunan mengguna- 
kan bahan sementara dan mudah 
terbakar. Tidak tersedia sarana 
drainase untuk menampung limbah. 


Pengelolaan kebersihan sangat minim. 
Tingkat hunian sangat padat. Areal tanah 
yang dikuasai biasanya berada di kawasan 
propektif dan memiliki nilai tinggi di masa 
datang. 

Selain mencoreng wajah Jakarta, bila 
terus dibiarkan, kawasan perkampungan 
kumuh cenderung menjurus pada 


ketidaktertiban. Tidak heran bila Pemda - 


DKI begitu semangat untuk melakukan 
peremajaan lingkungan permukiman 
kumuh. Berbagai upaya telah dilakukan. 
Dimulai dari program perbaikan kampung 
MHT. Kemudian Inpres No.5 tahun 90. 


Melalui SK Gubernur 540 dan yang terakhir 
lewat program IDT. 

Program MHT dilaksanakan dengan 
sistem paket yang didanai dari bantuan 
Bank Dunia. Dengan dana US $ 46 juta, 
selama lima tahun (1991-1996) akan 
diremajakan sekitar 75 kantong per- 
mukiman kumuh. Begitu juga halnya 
dengan program lain. 

Namun, kelihatannya Pemda tak 
mungkin sendirian untuk mewujudkannya. 
Bisa dimaklumi, Pemda DKI minim dalam 
tenaga ahli dan pendanaan. Pemda mencoba 
membuka peluang kepada pihak swasta 


Kepadatan 
Penduduk/Km? 


1 Matraman 4,85 18 


Senen 4,23 da 
Johar Baru 2,38 45,757 
Kemayoran 7,25 


Tambora 5,48 
Taman Sari 4,36 
Sumber: BPS DKI Jakarta 


(developer) untuk ikut meremajakan 
permukiman kumuh. Langkah ini telah | 
dicoba melalui kerja sama dengan | 


SALAH SATU SUDUT KAWASAN KUMUH 
ADA DI KAWASAN KOMERSIAL 


E Tengok 


grup Ciputra. Ternyata sukses. 


saja keberhasilan 
peremajaan kawasan Senen dan 


puluhan investor lain. Belakangan, 
beberapa kantong permukiman 
kumuh telah berubah total. 


kantong permukiman kumuh cukup 
luas di Jakarta Selatan kini tengah 


kawasan perkantoran elit. 

Langkah ini cukup tepat. Dari 
data Agustus tahun lalu, “Kawasan 
kumuh di Jakarta tinggal 2.816 
Ha,” jelas Ongky. Di atas areal 
tersebut dihuni sekitar 891.880 
jiwa. Sebagian besar sisa lahan 
yang masih dimanfaatkan oleh 
permukiman liar ini terdapat di 
lokasi strategis di tengah kota. 
Artinya, peluang bagi developer 
untuk mengembangkan proyek 
properti di atas lahan bekas permu- 
kiman kumuh masih terbuka lebar. 
Tertarik? W IU/JY 
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Ancol. Sukses ini dilirik pula oleh | 


dikembangkan apartemen dan. 


nm ag gag ag gg a a a a mmm 


Terakhir, di Simprug, salah satu 


INFRASTRUKTUR 


LIPUTANU TAMA 


AIR BERSIH | 
BELUM MEMADAI 


DKI Jakarta masih kekurangan air bersih 385 ribu kubik per 
hari. Bagaimana dengan telepon dan listrik? 


Sudah jatuh ketimpa 
tangga. Agaknya 
merupakan ungkapan 
yang pas untuk 
menggambarkan nasib 
| orang miskin di Jakar- 
ta yang tinggal di lingkungan kumuh dan 
belum terjangkau fasilitas air bersih dari 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
Betapa tidak, untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih sehari-hari, mereka harus 
membeli dari para pedagang air dengan 
harga Rp 200 per jerigen isi 20 liter. Atau 
Rp 10.000 per meter kubiknya. Jadi mereka 
harus membayar 8,5 kali lebih mahal dari 
harga PDAM yang per meter kubiknya Rp 
L173; 

Tampaknya penyediaan air bersih di 
Jakarta, masih menjadi permasalahan yang 
cukup serius. Disamping jaringan 


ada kekurangan suplai air sebanyak 
385.000 meter kubik per hari. Dengan kata 
lain penduduk DKI yang terlayani air bersih 
dari PDAM baru mencapai 71,16 persen. 
Selebihnya memanfaatkan air tanah, air 
sungai atau hidran yang disediakan PDAM. 

Secara bertahap, sesuai dengan kebi- 
jakan pembangunan DKI Jakarta yang akan 
dikembangkan ke arah barat dan timur, 
hingga tahun 2005 kapasitas PDAM akan 
ditingkatkan, dengan membangun 8 insta- 
lasi air bersih baru. Sehingga kapasitasnya 
diharapkan menjadi 38.300 liter perdetik 
atau sekitar 3.309.120 meter kubik per hari. 

Sementara itu untuk utilitas telepon di 
wilayah DKI Jakarta, menurut data dari 
Kantor Daerah Telekomonikasi Witel IV 
tahun 1993, sudah terpasang sejumlah 
1.065.495 satuan sambungan. Atau secara 


kasar dapat dirata-rata setiap 8 orang sudah 
dilayani oleh 1 satuan sambungan telepon. 
Sedang secara nasional dalam Pelita VI ini, 
menurut Koesmarihati Sugondo, Direktur 
Pembangunan PT Telkom, diproyeksikan 
akan ada 5 juta satuan sambungan lagi. 
Dari jumlah itu, 2 juta diantaranya 
dikerjasamakan dengan pihak swasta. 
Adapun bentuk kerjasama itu, bisa berupa 
kerjasama operasi (KSO) atau manajemen 
(KSM). Dengan demikian utilitas telepon di 
DKI tidak ada masalah. 

Demikian pula dengan pengadaan 
listrik, tampaknya untuk wilayah DKI 
Jakarta juga tidak ada masalah. Merujuk 
data dari PLN Distribusi DKI Jakarta- 
Tangerang tahun 1993, dari tenaga yang 
disediakan sebanyak 12.116.556.755 
KWH, dengan jumlah pelanggan 1.798.734 
baru terjual 10.676.855.120 KW. 

Ketersediaan infrastruktur yang 
memadahi memang sangat diperlukan 
untuk mendukung Jakarta sebagai kota 
pelayanan atau sevice city dan menyambut 
era perdagangan bebas tahun 2020 nanti. 
Apalah artinya SK Gubernur DKI nomor 
678 tahun 1994, jika tidak didukung 
infrastruktur. Sebab suatu perseroan atau 
instansi tidak mungkin membangun gedung 
pencakar langit jika belum tersedia 
infrastruktur seperti air bersih, listrik serta 
telepon dalam jumlah yang cukup B JY 


pipanya belum menyebar ke seluruh 1 


daerah DKI, sungai-sungai yang ada 
di sekitar Jakarta, dari hari ke hari 
debit airnya juga semakin kecil. 
Sementara kondisi air tanah juga 
makin kritis, akibat rembesan air laut 
dan pengaruh limbah industri. 
Kebutuhan air per orang setiap 
harinya diasumsikan oleh PDAM 
sebesar 150 liter. Maka Jakarta yang 
kini berpenduduk 8,9 juta jiwa ini, 
kebutuhuhan air bersih per hari 
diperkirakan mencapai 1,335 juta 
meter kubik: Sedang kapasitas 
produksi PDAM, menurut data dari 
PAM DKI Jakarta tahun 1993 
kapasitas produksi rata-rata per 
bulannya baru mencapai 28.500.000 
meter kubik atau 950.000 meter 
kubik per hari. Jumlah itu dihasilkan 
dari 13 instalasi yang tersebar di 
wilayah DKI Jakarta. Berarti masih 
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SALAH SATU INSTALASI PDAM DKI 
KAPASITAS AKAN DITINGKATKAN 


Wars 


33 


LIPUTAN UTAMA 


SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL 


BEBAS MACET _ 
SETELAH TAHUN 2015? 


Untuk mengatasi masalah transportasi, tahun depan Pemda DKI akan mulai 
membangun Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) tahap pertama. Tahun 2015 


Jakarta bebas macet? 


Jakarta, suatu pagi, di 
tengah kamacetan 
lalulintas orang be- 
rangkat kerja, seorang 
pria berdasi menyetop 


lembar bernilai sepuluh ribu dan mele- 
takannya di atas dashboard. “Ke Bandara 
Soekaro Hatta, Pak. Pesawat saya take off 
20 menit lagi. Kalau Bapak bisa mengejar, 
ambil semua uang ini,” katanya. 

Karuan saja tawaran itu membuat 
sang sopir berbunga-bunga. Karena untuk 
rute itu paling mahal ia dibayar Rp 30.000. 
Tapi, masalahnya, untuk sampai ke 
Bandara dalam waktu 20 menit bukan- 
pekerjaan gampang. Posisinya berada di 
tengah kemacetan lalulintas orang 
berangkat kerja, pukul setengah delapan 
pagi, di kawasan Pasar Minggu. Satu- 
satunya keuntungan sopir itu adalah cukup 
hafal “lorong-lorong tikus” (jalan pintas) di 
Jakarta ini sehingga bisa segera masuk ke 
jalan tol dan memacu kendaraannya di atas 
kecepatan rata-rata. Uang Rp 100.000 itu 
pun berpindah tangan karena ia berhasil tiba 
di Bandara Soekarno - Hatta beberapa menit 
sebelum waktu yang dijanjikan. Tapi ia tak 
tahu, apakah pria yang katanya akan 
mengikuti tender itu berhasil mengejar 
pesawatnya ke Bali. 

Cerita yang dituturkan seorang sopir 
taksi itu di atas boleh jadi hanyalah 
sepenggal ilustrasi, betapa kemacetan 
lalulintas di Jakarta mampu membuat 
seseorang sedemikian “ frustrasinya 
sehingga mengambil langkah berbau 
spekulatif. Memang, keluhan warga Jakarta 
pada kemacetan lalulintas di kotanya seperti 
sudah menjadi tradisi. Celakanya, kema- 


cetan itu bukan saja terjadi pada saat jam 
orang pulang atau berangkat kerja, tapi juga 
di luar jam sibuk itu . “Kok, macet terus, ya. 
Padahal Pemerintah sudah banyak bikin 
jalan,” celetuk seorang eksekutif yang 
berkantor di kawasan Jl. Sudirman. 
"Gimana nggak macet, mobil pribadi 
nambah terus,” ujar yang lainnya. 
Polemik bagaimana mencari solusi 
kemacetan di Jakarta bukan tak ada. Dari 
mulai ide melarang kendaraan tua masuk 
jalan protokol, pemberlakukan jalur three 
ini one, sampai pada imbauan pengurangan 
kendaraan pribadi dan menambah jumlah 
angkutan umum massal seperti kereta api 
dan bus, acapkali dilontarkan para pakar 
dan anggota masyarakat. Belakangan 
malah terbetik kabar Pemda DKI akan 


KEMACETAN LALU LINTAS | 
TRADISI JAKARTA | 


menghapus angkutan roda tiga bemo dan 
menggantikan dengan bus besar dan 
sedang. 

Menambah angkutan umum, seperti 
diungkap Djoko Ramiaji, M.Sc, Vice Chair- 
man PT Bhaskara Dunia Jaya dalam suatu 
seminar tentang transportasi, adalah cara 
paling klasik. Namun hal tersebut tidak 
memberikan hasil optimal. Karena penam- 
bahan kendaraan umum ini akan mengha- 
dapi berbagai kendala. Misalnya, terba- 
tasnya kapasitas jalan dan kondisi lalulintas 
yang berbaur (mixed traffic) yang akan 
mengurangi kapasitas potensial angkutan 
umum itu. 

Penambahan jaringan jalan, juga 
tidak dianggap solusi yang tepat. Seper- 
tipernah diungkap Direktur Pembinaan 


34 


PROPERTI INDONESIA JUNI 1995 


sangan Jalan Kota (Binkot), Direktorat 
smderal Bina Marga Departemen Pekerjaan 
. mum, Ir. Sunaryo Sumadji kepada sebuah 
anian Nasional, kemacetan di Jakarta tidak 
tran terpecahkan hanya dengan penam- 
saħan jaringan jalan baru dan peningkatan 
ngan jalan yang ada. Contohnya, penam- 
yahan jaringan jalan yang telah dilakukan 
“alam tahun 1991 sampai 1994 hanya 
epanjang 18 km saja. Prosentase pertam- 
wahan jalan ini amat rendah bila diban- 
“mekan dengan panjang jalan di Jakarta 

ang mencapai 5000 km. 

Menurut Ir. Sunaryo Sumadji, jumlah 
penduduk DKI mencapai lebih dari 8 juta 

rang. Di samping itu, ada lagi penduduk 
sogor, Tangerang, Bekasi (Botabek) yang 
palang pergi dari dan ke Jakarta sehingga 
“al jumlah penduduk Jabotabek mencapai 
7 juta orang. 

Berdasarkan data 1993, jumlah per- 
alanan warga Jakarta mencapai 8,9 juta per 
nari. Angka ini diperkirakan akan 
meningkat menjadi 16,6 juta pada tahun 
2010 nanti. Bila perjalanan warga Jabo- 
tabek juga dihitung juga, maka pada tahun 

293 angka perjalanan jadi 27,9 juta per 
sari. Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah 
varga Botabek yang melakukan perjalanan 
mencapai 50 juta per hari. Inilah antara laen 
wang keladi kemacetan itu: sebagian besar 
perjalanan warga Botabek dilayani oleh 
kendaraan pribadi. Pada tahun 1993, 
misalnya, hanya 52 persen saja perjalanan 
ra dipenuhi kendaraan umum dan sisanya 
dilayani kendaraan pribadi. 

Dengan tingkat kemacetan lalulintas 
sekarang, agaknya Departemen PU sudah 
angkat tangan untuk mengatasinya. Hal ini 
diakui sendiri oleh Sunaryo Sumadji. Yang 
diperlukan oleh Jakarta dewasa ini adalah 
pemecahan masalah transportasi secara 
terpadu yang juga melibatkan perencanaan 
sarana angkutan umum massal (SAUM) di 
wilayah Botabek. Pemerintah dan para pa- 
«ar sependapat, bahwa masalah trans- 
portasi itu hanya dapat dipecahkan dengan 
mengembangkan SAUM atau MRT (mass 
rapid transit). Sejak digagas sekitar empat 
tahun lalu, kepastian pembangunan SAUM 
Ji Jabotabek terungkap dalam suatu semi- 
nar yang tentang MRT di Jakarta, akhir 
Maret lalu. 

Dalam seminar tersebut, Kepala Sub 
Direktorat Lalulintas Perkotaan menyatakan 
bahwa pembangunan fisik jaringan SAUM 


Liputan UTAMA 


rè Palmerah = 


di Jabotabek akan selesai pada tahun 2015. 
Pembangunan ini meliputi empat tahap 
yang masing-masing memakan waktu lima 
tahun. 

Pembangunan tahap pertama SAUM 
akan meliputi peningkatan jalan rel sepan- 
jang 55,1 km yang terdiri dari Tangerang- 
Bekasi sepanjang 36 km, Kota - Blok M (15 
km), dan Sudirman - Casablanca (3,6 km). 
Tahap kedua pembangunan rel sepanjang 
27 km, yang meliputi Jl. cabang Bandara 
Soekarno - Hatta (5 km), cabang Kelapa Ga- 
ding (6 km), Blok M - Cipete (4 km), dan 
Ciledug-Blok M (12 km). 

Pembangunan tahap III merupakan 
pembangunan rel baru sepanjang 38,2 km. 
Perinciannya, rel lingkar (loop line) sepan- 
jang 27 km, Serpong - Pondok Kranji (8,5 
km), Casablanca- Pasar Minggu (7,3 km). 
Pembangunan tahap IV terdiri dari pem- 
bangunan tiga jalur rel baru dan satu pe- 
ningkatan rel lama. Tiga jalur baru meliputi 
Pasar Minggu - Casablanca (7,3 km), Casa- 
blanca-Sudirman (2 km), rel lingkar Bekasi 
Barat (6,7 km) dan jalur lama Pondok Kranji 
- Serpong (8,5 km). 

Total panjang pembangunan SAUM 
ini mencapai 79,9 km. Total investasi yang 
dibutuhkan diperkirakan mencapai 3,1 mili- 
ar dolar atau sekitar Rp 6,5 triliun. Perinci- 
annya, Rp 1,6 miliar dolar AS untuk pemba- 
ngunan prasarana seperti terminal dan stasi- 
un, dan 1,5 dolar AS sarana lokomotif dan 
gerbong. 

Pembangunan sebagian fisik SAUM 


\D RENCA 


| Kebon kacang 47 Kebon Sitin 


NA RUTE KA LAYANG 


Sumber : CMNP/Kompas 


itu akan dimulai pada 1996 melalui proyek 
KRL layang (Kereta Rel Listrik) dan Tol 
Terpadu Cilandak-Kota. Pihak swasta 
pertama yang mengumumkan keterliba- 
tannya dalam proyek SAUM ini PT Citra 
Marga Nusaphala Persada (CMNP). Me- 
nurut Direktur Teknik dan Operasi CMNP, 
Djoko Ramiadji M.Sc, KRL dan tol terpadu 
sepanjang 21,45 km ini akan dimulai dari Jl. 
Pangeran Antasari (Cilandak Timur) dan 
berakhir di Stasiun Kota. Tolnya dibentuk 
serupa dengan tol Cakung-Clincing dan di- 
tengahnya dibangun konstruksi untuk kereta 
layang ringan, sedangkan dibawahnya tetap 
jalan yang sudah ada. Proyek senilai Rp 4 
triliun ini diperkirakan akan selesai pada 
tahun 1999. Tarif tol yang akan diberlaku- 
kan sebesar Rp 6000 per kendaraan dan tarif 
KRL sebesar Rp 2500 per orang. 

Selain itu, Pemda DKI Jakarta juga 
tengah menggodok pembagunan subway 
(kereta api bawah tanah) jurusan Blok M - 
Kota melalui Jl. Tahmrin dan Jl. Sudirman. 
Seperti diungkap Wagub DKI Bidang 
Ekbang, Tb. M. Rais, pembangunan sub- 
way sepanjang 13,5 km itu desain dasarnya 
masih dibuat oleh Pemda DKI dan Bap- 
penas. Realisasi pembangunan subway ini 
baru akan terlaksana pada tahun 1997, atau 
setahun setelah pembangunan KRL dan tol 
terpadu berlangsung. 

Semoga benar, setelah pembangunan 
fisik SAUM dan jalan tol terpadu selesai 
tahun 2015, sebagian penyakit kronis 
kemacetan di Jakarta akan teratasi M HS 


#SOPERTI INDONESIA JUNI 1995 


35 


REKLAMASI 


Liputan UTAMA 


PROYEK MEGA 
DI TELUK JAKARTA 


Sebuah kerja besar Pemda DKI akan digelar di Pantura Jakarta. Puluhan investor menunggu 
harap-harap cemas. Sebuah uji coba perencanaan kota yang matang dan terpadu. 


! penuh en bagi 
= aparat Pemda DKI 
f yang berkantor di 
Balaikota Jalan Medan 
wi Merdeka Selatan 
J akatta Maklum, sejumlah hajatan besar 
tengah membutuhkan penanganan yang 
ekstra serius. Simak saja agenda mereka. 
Dari pelaksanaan perayaan HUT ke-468 
DKI Jakarta, sampai pada persiapan 
kemerdekaan emas RI ke-50. 

Padahal, sebuah “PR” rumit juga 
harus segera diselesaikan Pemda DKI. 
Sesuai janji Gubernur Surjadi 
Sudirja pada Presiden Soeharto 
28 Februari lalu, Pemda akan 
menyerahkan usulan peraturan 
daerah tentang reklamasi 
Pantura. Sesuai jadual, usulan 
tersebut harus diserahkan pada 
awal Agustus 95 nanti kepada 
DPRD DKI Jakarta untuk 
segera disyahkan menjadi 
Perda. Target Pemda, awal 
tahun depan pelaksanaan 
reklamasi Pantura sudah bisa 
dimulai. Untuk membuat 
sebuah Perda baru dengan 
mega proyek reklamasi 
pantura, jelas tak bisa main- 
main. “Kecenderungan kota 
Pantai di dunia, akan membe- 
nahi kembali pantai, pelabuhan 
dengan wajah baru kotanya,” 
jelas Surjadi. 

Dari beberapa proyek 
mega yang akan dikembangkan 
Pemda, inilah salah satu 
proyek prestisius sekaligus 
testcase bagi Pemda DKI 


TATANRUSTANDI 


Jakarta. Prestisius, karena disinilah wajah 
Jakarta sebagai metropolis dipertaruhkan 
dengan investasi triliunan rupiah. Testcase, 
karena perencanaan tata ruang Waterfront 
City dikembangkan sejak awal. Artinya, 
pelajaran pahit semrawutnya penataan kota 
Jakarta yang kini terjadi, kembali akan diuji 
pada proyek reklamasi pantura ini. 

Sejak ide awal reklamasi pantura 
dicetuskan, ada kesan Pemda DKI agak 
hati-hati untuk memulainya. Menurut 
sebuah sumber di kantor Bappeda DKI 
Jakarta, di sana telah menumpuk puluhan 
proposal dari investor yang berminat 


menanam modal di proyek tersebut. “Tapi 
Pak Surjadi belum memberikan dispo: 
sisinya,” jelas sumber tersebut. Selair 
beberapa investor yang beruntung lebih duh 
masuk, sampai minggu lalu, belum ad: 
perkembangan proposal investor baru yang 
disetujui Pemda. (Baca: Berebut Lahan 
Hasil Reklamasi, PI No.14 Maret 95) 
Dapat dimengerti bila Pemda DK 
agak hati-hati memulai proyek reklamasi 
Apalagi, saat ini beberapa developer telal 
lebih dulu melakukan reklamasi Pantura 
Antara lain, Grup Dharmala, dan Gruj 
Ciputra. Pengelolaan lahan hasil reklamas 


REKLAMASI PANTURA 
UJI COBA PERENCANAAN YANG MATANG 
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cenderung individu tanpa keterkaitan 
dan mendukung satu sama lain. 
sedangkan perkembangannya sangat 
pesat. 

Kenyataan ini menghadapkan 
Pemda DKI pada pilihan, menghen- 
ukan perkembangan yang demikian 
pesat, membiarkan pelaksanaan 
reklamasi Pantura tanpa koordinasi 
dan tidak terkendali atau turun 
angsung dengan mengendalikan serta 
merencanakan secara komprehensif 
Jan terpadu. Dengan berbagai pertim- 
dangan, pilihan terakhir dijadikan 
pedoman. “Kita anggap ini sebagai 

and business Pemda. Pemerintah kan 

tak punya bisnis dalam hal ini,” kata 
Rusdi Yusuf, Kepala Bidang Fisik 
Seppeda DKI Jakarta. 

Menurut Rusdi, lahan hasil rekla- 
masi nantinya akan menjadi tanah 
negara yang kemudian diberikan HPL 

Hak Pengelolaan Lahan) kepada 
subernur lalu diberikan HGB (Hak 
„una Bangunan) kepada investor atau 
developer yang berminat. 

Model di atas memang tergolong 
saru dikembangkan. “Artinya, yang punya 
msnis adalah pemerintah. Untuk mengem- 
sangkan suatu wilayah dalam skala besar, 
akan bermitra dengan swasta,” jelas Rusdi 
agi. Khusus untuk pengendalian reklamasi 
Pantura, Pemda akan membentuk BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah) yang bertugas 
mempersiap-kan lahan matang, kemudian 
developer yang membangun. “Saya yakin 
banyak developer yang berminat untuk turut 
berpartisipasi di Pantura,” kata Hendro S. 

"Gondokusumo, Presiden Direktur Dharmala 
Intiland, salah satu developer yang sukses 
membangun perumahan di kawasan 
reklamasi. Untuk sementara, keinginan 
puluhan investor untuk ikut melaksanakan 
reklamasi Pantura agak terhenti. “Masih 
tergantung peraturan dan persyaratan yang 
sedang di bahas di Pemda,” tambah Hendro. 

Di tengah semakin sulitnya mendapat- 
«an lahan untuk perumahan, wisata, dan 
bisnis di dalam kota, reklamasi pantai 
memang adalah solusi yang paling tepat. 
Apalagi, dari kaca mata bisnis, melakukan 
reklamasi jauh lebih menguntungkan 
ketimbang membebaskan lahan di tengah 
kota. Setiap per m?, hanya dibutuhkan dana 
kurang dari US$ 500. Bandingkan dengan 
pembebasan lahan di kawasan segitiga 
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ERY CHAYARIDIPURA 
ADA SUBSIDI SILANG 


emas yang hampir 4 kali lipatnya. Tidak 
perlu heran bila begitu banyak investor yang 
telah menyatakan niatnya mereklamasi 
kawasan Pantura. 

Namun, agaknya pemda DKI memang 
tak mau serampangan menerima pinangan 
para investor. Para developer yang sudah 
mengantongi izin pembangunan, boleh 
meneruskan proyeknya. Tapi, “Mereka akan 
diawasi secara ketat dan diarahkan agar 
pelaksanaanya sesuai dengan rencana 
Pemda,” tegas Surjadi. Pemda belum akan 
mengeluarkan izin baru bagi developer yang 
ingin melakukan reklamasi Pantura Jakarta. 
“Tahun depan, baru saya akan melakukan 
bargaining dengan para developer,” lanjut 
Surjadi. 

Faktor pengendalian dan penataan 
ruangan lahan hasil reklamasi Pantura 
kelihatan menjadi faktor utama kehati- 
hatian Pemda DKI Jakarta. Penataan ruang 
reklamasi Pantura Jakarta, akan dibatasi 
oleh dua wilayah perencanaan. Yaitu 
kawasan pantai baru reklamasi dan 
kawasan pantai lama. | 

Tahap awal, reklamasi pantai baru 
akan dikembangkan seluas 2700 Ha. 
Kawasan ini dibagi menjadi zona barat, 
pusat, dan timur. Zona barat untuk permu- 


kiman kepadatan rendah, zona pusat 
untuk pusat bisnis baru, rekreasi dan 
pemukiman berkepadatan tinggi, 
serta zona timur untuk pelabuhan, 
pergudangan dan industri. Menca- 
kup reklamasi laut sepanjang 32 
Km selebar 1,5 Km sampai keda- 
laman 5 m. 

Di atas lahan hasil reklamasi 
tersebut, akan dikembangkan pusat 
bisnis baru tingkat internasional. 
Dari 80 Ha, seluas 2 juta m? akan 
dibangun perkantoran, hotel, pusat 
perbankan, pusat keuangan. 
Semuanya didukung oleh sistem 
angkutan masal (MRT) serta 
pelayanan kota selama 24 jam. 
Sesuai dengan program pemerintah 
tentang hunian berimbang 1:3:6, 
Pemda DKI pun menerapkannya di 
atas lahan hasil reklamasi. “Nanti, 
konsep ini bisa diterap-kan di 
kawasan baru. Mereka yang tinggal 
di perumahan mewah di Pantura 
jelas memerlukan tukang kebun, 
pembantu, supir,” tutur Hendro S. 
Gondokusumo, ketika dikonfirmasi 
tentang rencana Pemda menerapkan konsep 
1:3:6 di atas lahan hasil reklamasi. 

Selain itu, kawasan pantai lama pun 
akan ditata dan diremajakan kembali. 
Meliputi relokasi gudang dan industri, 
penambahan jalan, perbaikan drainase dan 
banjir. Perbaikan lingkungan perumahan. 
penambahan rumah susun serta pemugaran 
lingkungan bangunan bersejarah. “Di sini 
ada subsidi silang antara pantai yang baru 
dan pantai yang lama,” kata Ery 
Chayaridipura, Ketua Bappeda DKI Jakarta. 

Di bandingkan kota-kota di manca- 
negara, konsep waterfront city di Indonesia 
memang agak terlambat. Kota-kota di Itali, 
Perancis, dan Hongkong, perencanaan 
pembangunan kotanya telah lama menyatu 
dengan perairannya. New York misalnya, 
kota ini memiliki sejarah panjang yang agak 
mirip dengan Jakarta. Pengembangannya 
bermula dari kota bahari yang dibangun 
melebar ke daratan. 

Yang jelas, kepiawaian Gubernur 
Surjadi dan aparatnya untuk mewujudkan 
sebuah kawasan baru yang terencana, 
matang dan terpadu di Pantura Jakarta akan 
diuji. Setidaknya, untuk mengubah citra 
Jakarta yang terlanjur semrawut. 
Berhasilkah? IU 
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BERKEMBANG KARENA 


PROFESIONAL 


Tidak mudah bagi Pemda DKI membangun daerahnya. Untuk mengembangkan 
kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan penanganan cepat dan terencana, Pemda 
membentuk kemitraan dengan swasta. Hasilnya? 


ERE “Jakarta milik kita 

| | semua”. Itulah motto 
Pemda DKI semasa 
dijabat oleh guber- 
nurnya yang pertama, 
mn Soemarno. Itulah 
barangkali semangat yang ada dalam 
pikiran Soemarno kala itu untuk membe- 
nahi Jakarta. 

Padamasakepemimpinannyaitulah, 
PT Pembangunan Jaya, perusahaan 
patungan yang sahamnya dimiliki Pemda 
DKI dan swasta untuk pertama kalinya 
lahir. Soemarno agaknya sadar, untuk 
membenahi wajah Jakarta yang masih 
centang-perentang, Pemda DKI tidak 
akan mampu melakukannya sendiri. 
Maka tak ragu, ia mengajak beberapa 
pengusaha swasta diantaranya Hasjim 
Ning, Ciputra, almarhum Y.D. Masie dan 
Sutjipto Surjo Amidharmomendirikan PT 
Pembangunan Jaya, dengan komposisi 
saham: 60% Pemda DKI dan 40% sisanya 
milik pengusaha swasta itu. 

Berbeda dengan perusahaan swasta 
murni yang mementingkan keuntungan 
semata. Perusahaan patungan pemda- 
swasta yang dibentuk tahun 1961 ini 
mengemban misi menyukseskan pem- 
bangunan di DKI. Memberantas daerah- 
daerah kumuh dan membuka kesempatan 
kerja dengan cara menggiatkan pemba- 
ngunan, ungkap Sutjipto Surjo Ami- 
dharmo, Komisaris PT Pembangunan 
Jaya. Proyek pertamanya adalah mem- 
bangun kawasan Senen sebagai proyek 
perintis peremajaan daerah kumuh. 

Jangan bayangkan kawasan Segi 
Tiga Senen seperti kondisinya saat ini. 


Kawasan yang di atasnyakini berdiri Hotel 
Dai-Ichi, Oasis Sguare Apartment, Bunas 
Centre, The Atrium, dan pusathiburanitu, 
dahulu adalah daerah kumuh yang dijauhi 
pengusaha. Justru dari kawasan kumuh 
inilah Pemda DKI lewat PT Pembangunan 
Jaya memulai misinya. Dia sulap daerah 
kumuh ini dengan membangun Proyek 
Senen yang prestisius. Wajah pasar yang 
kumuh berubah jadi pusat perdagangan 
modern. Para pedagang menempati kios- 
kios yang disewakan. Berkat peremajaan, 
kawasan yang dulu dilecehkan sekarang 
berubah jadi daerah elit yang diperebutkan 
pengusaha. Harga tanahnya saat ini 
mencapai Rp. 2,5 juta/m?. 

Tak dapat dipungkiri rahasia sukses 
tersebut terletak pada peran swasta yang 
cukup besar. Pemdahanya bertindak 
sebagai pengawas untuk menjamin kepen- 
tingan umum. Sedangkan manajemen 
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TO S. AMIDHARMO 
MANAJEMEN DIJALANKAN SWASTA 


operasional diserahkan sepenuhnya 
kepada profesional. Mereka sadar Pemda 
tak selincah swasta. Kaki dan tangannya 
dibatasi oleh peraturan dan birokrasi. 
“Karena itu sejak Gubernur DKI dijabat 
Wiyogo Atmodarminto kepemilikan 
saham Pemda DKI dikurangi. Bila sebe- 
lumnya 60%, sekarang turun jadi 40 %”, | 
ungkap Sutjipto menjelaskan. Presdir PT 
Pembangunan Jaya saat ini, Ir. Ciputra 
mengakui hal itu. “Karena saya direksi 
yang mewakili kepentingan swasta, 
pertimbangan bisnis saya dahulukan”, 
katanya. Meskipun demikian, misi kepen- 
tingan umum niscaya tetap terjamin 
dengan duduknya Gubernur DKI ex 
officio sebagai Presiden Komisaris. 
“Inilah keuntungan kemitraan pemda dan 
swasta. Bukan hanya bisnis yang terjamin, 
tapi juga kepentingan umum, " tambah 
Pak Ci. 

Model kemitraan ini, menurut Pak 
Ci, pada kenyataannya lebih efektif 
dibanding bila swasta atau pemerintah 
bekerja sendiri-sendiri. Antara Pemda dan 
swasta bisa saling mengisi kekurangan 
yang ada. Misalnya, Pemda punya kewe- 
nangan mengatur dan mengendalikan 
pembangunan, tapi kurang memiliki 
keahlian dan manajemen bisnis. Begitu 
juga swasta, yang dimiliki adalah keba- 
likannya dari pemerintah. “Kemitraan itu 
idenya mempersatukan potensi dan 
kelebihan yang ada pada kedua grup agar 
menjadi kekuatan dinamik”, ujar Sutjipto 
S. Amidharmo, yang sekarang menjabat 
Presdir PT Tempo National Life. 

Sinergiitulah yang dipakai Pemda 
DKI untuk mengembangkan kawasan 
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rawa Ancol menjadi pusat komersial dan 
pusat rekreasi. Dia menyerahkan peng- 
garapan proyek seluas 500 Ha tersebut 
tepada PT Pembangunan Jaya yang 
sebagian sahamnya ikut dimilikinya. 
Lewat sentuhan tangan kreatif Ciputra, 
yang mendapat julukan begawan properti 
Indonesia, hutan bakau yang dijadikan 
sarang nyamuk itu disulap jadi kawasan 
manis dan pusat wisata yang mengun- 
tuangkan. 

Pantas pusat wisata ini 
dinamakan Taman Impian Jaya 
Ancol (TIJA), karena orang 
seakan mimpi tak percaya setelah 
melihat kawasan kumuh di pantai 
mara Jakarta ini berubah menjadi 
pusat wisata paling lengkap dan 
modern. Di dalamnya dibangun 
anekaragam rekreasi, mulai dari 
Dunia Fantasi, gelanggang 
renang, gelanggang samudra, 
Pasar Seni, marina, akuarium 
laut, hingga golf course. Di 
dalamnya juga dilengkapi Hotel 
Horison berbintang empat, Putri 
Duyung Cottage, dan kawasan 
permukiman. Tak disangsikan 
lagi, pembangunan proyek Ancol 
tersebut menjadi tambang rupiah 
yang tiada habis-habisnya. Tiap 
tahunnya tak kurang 10 juta 
pelancong mengunjungi TIJA. 
Bila tiap pengunjung masuk 
ditarik Rp 1.500, maka dari pema- 
sukan karcis saja setiap tahun 
sedikitnya dapat ditangguk dana Rp15 
miliar. Bermodal uang karcis inilah 
kawasan Ancol akan diperluas lagi 300 Ha 
dan ditambah 500 Ha untuk tahap 
berikutnya. 

Di dorong keberhasilannya mem- 
benahi daerah kumuh di Jakarta, Pemda 
mulai mengalihkan perhatiannya pada 
proyek-proyek lain. Dia mulai melirik 
kalangan developer swasta untuk 
mengembangkan tanah-tanah aset Pemda 
menjadi hunian eksklusif. Kini Pemda 
DKI tidak lagi terlibat langsung dalam 
sebuah kemitraan. Tetapi melibatkan PD 
Sarana Jaya, anak perusahaan Pemda DKI 
bertindak sebagai share holder dalam 
proyek-proyek kemitraan yang baru. 
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Iamenggandeng Yan Mogi, Direktur 
Utama PT Sumber Mitrarealtindo untuk 
mengembangkan tanahnya seluas 2,9 Ha 
yang terletak di kawasan Segi Tiga Senen. 
Bentuk kerjasama adalah dengan cara 
menyerahkan tanah tersebut kepada deve- 
loper menjadi penyertaan saham. 

Lahan yang berada di sudut Jl. Kalilio 
itu oleh PT. Sumber Mitrarealtindo 
dibangun menjadi tempat bergengsi. Di 
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klusif dengan pemembangunan Apar- 
temen Rajawali sebanyak 344 unit. Masih 
dengan pihak swasta, perusahaan daerah 
DKI ini selanjutnya mengembangkan 
lahannya di Jl. Rawa Bilal Jakarta Selatan 
untuk Apartemen Tebet Park dan mem- 
bangun Apartemen Menteng Park di 
Pegangsaan Barat Jakarta Pusat. 

Strategi Pemda DKI ini dinilai cerdik 
dan terbukti berhasil mengubah daerah- 


PERTOKOAN PASAR SENEN 
PROYEK PERTAMA PEMBANGUNAN JAYA 


atasnya akan berdiri Apartemen Oasis 
Sguare 474 unit, 2 towerperkantoran dan 
hotel. Bukan mustakhil proyek kerjasama 
ini akan menyusul keberhasilan Proyek 
Senen dan Ancol. Halitu karena lokasi 
proyek ini sangat strategis. Dikelilingi 
fasilitas lengkap,—saranaibadah (Masjid 


Istiglal dan Gereja Katedral), stasiun, 


rumah sakit, pendidikan, hotel dan pusat 
perdagangan. 

PD SaranaJaya belakangan semakin 
gesit saja. Dia pun menggaet PT Jaya Nur 


Sukses untuk mengembangkan tanahnya 
yang lamanganggur di Gunung Sahari, ' 


tepatnya di Jl. Rajawali Selatan Jakarta 
Pusat. Bersama developer swasta ini ia 
menyulap lahan ini menjadi hunian eks- 


daerah yang tadinya kusam menjadi 
kawasanunggulan. Padahalmodalnyatak 
jauh beda. Hanya tanah dan perizinan 
seperti juga diterapkan pemda kota-kota 
besar lainnya di Indonesia. Tapi nyatanya 
pola kemitraan yang diterapkan daerah 
lain terbukti kurang berhasil. Menurut 
Sutjipto, kegagalan daerahlain meniru 
DKI karena mereka tidak konsisten 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen 
profesional. Sebaliknya di DKI, kunci 
suksesnya terletak pada profesio- 
nalismenya. “Karenaitu kemitraan Pemda 
dengan swasta itu harus dijalankan 
dengan manajemen swasta. Jangan diikat 
peraturan yang kaku”, tandas Sutjipto 
mengingatkan TG HP 


39 


GUBERNUR 


LIPUTAN UTAMA 


TAK ADA KOMPROMI 


BAGI PEMBANDEL 


Sedikit bicara, dan agak pemarah. Gubernur DKI yang satu ini dikenal sangat teguh 
dalam menegakkan aturan di wilayahnya. Aparat Pemda yang senang menerima suap 
ia sebut benalu. Sedangkan developer yang membandel, ia persilahkan mengembangkan 


usaha di tempat lain. 


1 Gubernur Surjadi 
marah besar ketika 
| dalam satu kunjung- 
SS annya ke Cikini, 
- # bulan lalu, melihat 
SI. PR daerah sepanjang rel 
kereta api di kelurahan itu menjadi 
kumuh oleh para pedagang dan pemukim 
liar. Menurut Bang Sur, demikian sapaan 
akrab Surjadi Soedirdja, kondisi ini tak 
akan terjadi jika lurah atau aparat Pemda 
DKI yang lain melakukan fungsi penga- 
wasan dengan benar. Bukan sebaliknya, 
malah mengayomi warga yang menem- 
pati wilayah yang sudah ditertibkan itu 
asal membayar pajak tak resmi. 

' Surjadi tak menutup mata terhadap 
adanya kemungkinan kolusi antara 
oknum pejabat dan penghuni liar itu. Ia 
menyebut benalu pada para aparat yang 
sering melakukan tindakan tak terpuji 
itu. Menurutnya, aparat seperti itu 
sebaiknya mundur atau dimundurkan 
dari tugasnya, karena akan selalu ber- 
teriak kehilangan sumber nafkah dan 
tidak mau mendukung gerakan disiplin 
nasional. Dalam kaitan inilah, ia mene- 
gaskan kembali pada Wagub bidang 
pemerintahan dan sekwilda untuk mem- 
perketat penilaian kepada setiap karya- 
wan Pemda DKI. 

Sikap tegas Surjadi untuk mene- 
gakkan disiplin para aparat Pemda DKI 
itu bukanlah hal baru. Ketika ia baru 
sebulan memangku jabatan Gubernur 
DKI Jakarta, menggantikan Wiyogo 
Atmodarminto, Surjadi sudah melakukan 
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gebrakan ketika ia menemukan penyim- 
pangan bestek pembangunan terminal 
bus Kampung Rambutan, yang dires- 
mikan Wiyogo di akhir masa jabatannya. 
Surjadi menjatuhkan sanksi administratif 
kepada beberapa pejabat Pemda DKI 
yang bertanggung jawab atas pem- 
bangunan terminal bus itu. 

Sikap tegas Bang Sur ini tentu saja 
mendapat sambutan positif dari banyak 
kalangan. Maklumlah, selama ini, seba- 
gian pegawai Pemda DKI Jakarta dikenal 
suka memanfaatkan kedudukannya 
untuk memperkaya dirinya sendiri. 
Caranya bermacam-macam. Mulai dari 
membiarkan pelaku pelanggaran asal 


SURJADI SOEDIRDJA 
YANG BANDEL SILAHKAN PERGI 


memberi uang suap, meminta imbalan 
tertentu kepada pengusaha yang 
mengurus perizinan, atau menjadi calo 
tanah di lokasi-lokasi yang akan 
dibangun proyek. 

Sikap tegas Surjadi bukan hanya 
ditujukan pada karyawan Pemda DKI 
yang sering menyeleweng. Kepada para 
developer yang membandel, yang tak 
mau mematuhi aturan-aturan yang ada, 
Surjadi juga dikenal tak mau berkom- 
promi bahkan terkesan galak. Dalam 
menerapkan SK Gubernur 540 tahun 
1990 misalnya, dia tak segan mengancam 
para developer yang tetap membandel 
tidak melaksanakan kewajiban menye- 
rahkan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum. “Bagi mereka yang konditenya 
jelek, sudah tidak ada kesempatan di 
DKI. Silahkan cari makan di tempat 
lain,” katanya. 

Menurut sumber Properti Indone- 
sia, Surjadi juga dikenal sebagai guber- 
nur yang tak bisa disuap. “Jangan coba- 
coba meminta izin membangun di lokasi 
yang tidak sesuai peruntukannya kepada 
Pak Surjadi,” ujar pejabat senior di 
Pemda DKI itu. Akibat sikapnya yang tak 
mau kompromi itu, konon, sejumlah 
pengusaha yang dulu banyak menanam- 
kan investasi di Jakarta kini beralih ke 
luar Jakarta. “Menunggu angin,” itulah 
istilah para pengusaha yang untuk 
sementara memilih membangun proyek 
di luar Jakarta. Mereka berpikir, masa 
jabatan gubernur toh hanya 5 tahun. 
Nanti kalau gubernurnya sudah diganti, 
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tam syukur-syukur mudah diajak 
mpromi, mereka akan kembali mena- 
mkan investasinya di Jakarta. Begitu- 
ys Kira-kira, jalan pikiran para pengu- 
isa itu, yang lebih senang terhadap 
mrabat yang mudah diajak kolusi. 

Para pengusaha yang tergolong 
aam kelompok di atas tentu tidak 
“anyak. Buktinya pembangunan di 

skarta bertambah marak. Di masa 

sbernur Surjadi inilah, Jakarta kembali 
mengalami booming bisnis properti. 
seplai hotel, perkantoran, pusat 
perbelanjaan dan apartemen terus 
melonjak. Belum lagi mele- 
wati separuh masa jabatan- 
"va, Jakarta di bawah 
tepemimpinan Surjadi 
mengalami kemajuan fisik 
angat pesat. 

Dalam rangka menin- 
faklanjuti Gerakan Disip- 

2 Nasional (GDN) yang 
#canangkan oleh Presiden 
Suharto tanggal 20 Mei 

am, Bang Sur bertekad 
ikan membersihkan jalan- 
san di Jakarta dari nama 
ting sebelum tanggal 17 
Agustus 1995. Untuk itu 
sera pengelola dan pemilik 
tedung serta pengusaha 
fiminta secara persuasif 
mengganti nama asing yang selama ini 
fia pakai, ke dalam bahasa Indonesia. 

Selama kita masih lebih menghargai 
sahasa orang di negeri sendiri, itu 
pertanda bahwa kita rendah diri,” kata 
mantan Assospol Kasospol ABRI ini. 

Melalui motto Teruskan Gerakan 
Hidup Bersih, Indah, Menarik dan 
Manusiawi serta Aman (Teguh Beriman) 
ampaknya Bang Sur ingin memecahkan 

za masalah pokok klasik yang dihadapi 
Jakarta. Yakni masalah kebersihan, 
penataan kota dan kesenjangan sosial. 
Maka sejak awal kepemimpinannya, 
Surjadi sangat concern dengan nasib 
rakyat kecil, terutama yang kini tinggal di 

agkungan kumuh. Mengingat lahan 
terbatas, ia menggalakkan pembangunan 
ramah susun murah. Hingga dalam 
setiap kesempatan dia tidak segan-segan 
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untuk mengampanyekan hidup sehat di 
rumah susun. “Cepat atau lambat, warga 
Jakarta harus siap tinggal di rumah 
susun,” ujarnya. 

Apapun kendalanya, tekad Surjadi, 
pembangunan rumah susun murah akan 
jalan terus. Tentu saja, katanya lagi, 
kebijakan itu juga harus mendapat 
dukungan dari masyarakat dan kalangan 
pers. Bagi warga Jakarta yang tergolong 
berpenghasilan menengah ke atas, 
mereka dengan mudah dapat membeli 
apartemen yang saat ini banyak dibangun 
developer. “Kelompok ini memiliki 


MENJELASKAN MASTERPLAN REKLAMASI PANTURA KEPADA 
PRESIDEN SOEHARTO 


posisi tawar yang cukup baik,” ujar 
Ongky Sukasah, Kepala Dinas Peru- 
mahan DKI Jakarta. 

Yang jadi masalah adalah warga 
DKI yang berpenghasilan rendah. 
Apalagi, warga yang sebelumnya tinggal 
di kawasan kumuh dan mengandalkan 
pendapatannya dari sektor informal. 
Daya beli mereka, menurut Ongky, amat 
terbatas. Maka Pemda DKI memberikan 
subsidi sampai 50% agar mereka dapat 
memiliki rumah susun murah. “Kebijak- 
an Pak Sur itu tidak hanya ingin menata 
kota Jakarta saja, tapi sekaligus ingin 
mengubah nasib masyarakat yang dulu- 
nya kere menjadi lebih mampu,” papar 
Ongky. 

Untuk mengatasi masalah kema- 
cetan, Surjadi dalam waktu dekat ini 
akan meningkatkan sistem transportasi 


massal. Seperti menambah jumlah bus 
kota, menambah pengadaan kereta api, 
membangun subway (kereta api bawah 
tanah) dan triple decker. “Kami juga 
akan menarik angkutan umum yang 
sudah tidak laik angkut,” ujarnya. 
Sedang langkah lainnya adalah mem- 
berlakuan pajak progresif bagi pemilik 
kendaraan bermotor. Artinya, setiap 
warga DKI yang memiliki kendaraan 
lebih dari satu, ia akan dikenakan pajak 
lebih tinggi terhadap kendaraan kedua, 
ketiga dan seterusnya yang ia miliki. 
Surjadi agaknya merujuk sistem trans- 
portasi di negara Singapura 
yang selalu lancar, karena 
mengedepankan pengope- 
rasian kendaraan umum dan 


mempersulit pemilikan 
kendaraan pribadi. 
Sedangkan untuk 


mengatasi masalah keter- 
batasan lahan, Surjadi 
menempuh dua kebijakan 
sekaligus. Pertama, dengan 
pendekatan penataan ruang 
melalui SK Gubernur no. 
678 tahun 1994 tentang 
Optimalisasi penggunaan 
lahan. Sehingga memung- 
kinkan pembangunan 
gedung lebih dari 32 lantai 
dengan koefisien lantai 
bangunan (KLB) lebih dari 5. Kedua, 
juga berhasil menggolkan rencana 
reklamasi pantai utara Jakarta seluas 
2.700 hektar. Sebuah proyek mega yang 
memiliki nilai setrategis. Jika terealisir, 
proyek reklamasi ini setidaknyaakan 
memberi empat keuntungan. Pertama, 
menambah luas daratan DKI. Kedua, 
mendongkrak daerah Jakarta Utara yang 
tadinya memiliki tingkat pertumbuhan 
paling lamban di DKI, menjadi kawasan 
bisnis utama yang setara dengan kawasan 
Segitiga Emas sekarang. Ketiga, meng- 
hidupkan kembali Jakarta Kota yang 
selama ini mirip kota mati. Keempat, 
meredam laju pembangunan di daerah 
selatan yang sudah direncanakan sebagai 
daerah resapan air. Sukses proyek mega 
ini, tentu juga akan tergantung dari 


dukungan banyak pihak E Jy 


mmm 


#*OPERTI INDONESIA JUNI 1995 


41 


Liputan UTAMA | 


MenataPermukiman 
Masyarakat Kota 


sebagainya, sehingga menimbulkan krisis baru yang tidak terbayangkan 
semula. 

Kota-kota baru yang dibangun swasta itu sering masih bersifat 
“parasitik”. Artinya, lebih banyak mengambil keuntungan dari 
pemerintah daripada mengembangkan budaya ekonomi daerah sekitar- 
nya. Misalnya, developer swasta sering membeli tanah di sekitar tempat 
di mana pemerintah telah membangun prasaran jalan. Mestinya, mereka 
secara proaktif memberi share kepada pemerintah untuk membangun 
parasaran tersebut, karena mereka juga ikut berkepentingan. 

Tumbuhnya kota-kota mandiri itu sering justru “mematikan” 
perkembangan kota-kota asli di sekitarnya, karena orang-orang kaya 
cenderung mencari rumah di kota baru, sehingga kota lama menjadi 
terbengkalai pembangurannya. Contohnya kota Tangerang. Lalu, 
prasarana kota-kota baru itu terlalu eksklusif sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan masyarakat sekitarnya. Berbeda dengan suburban di 
negara maju yang fasilitas sosialnya terbuka bagi umum. 

Gambaran di atas menssnjukkan, proses suburbanisasi yang terjadi 
di kota-kota besar kita berbeda dengan di negara maju. Suburbanisasi di 


erbincangan mengenai masalah permukiman negara maju memiliki dampak mengembangkan desa menjadi daerah 
> biasanya selalu didominasi oleh para insinyur pobota secara penuh. Sedang di sini, hanya efek “partial” bahkan 
atau ekonom. Topiknya pun biasanya berkisar “counter productive” bagi masyarakat sekelilingnya. 
soal penyediaan lahan, tatanan fisik perumahan, harga Kedua, pemilikan tanah yang terpusat pada sekelompok kecil de- 
bahan bangunan dan sebagainya. Orang sering melihat, veloper. Tanah di kota besar dan sekitarnya amat tinggi nilai investasinya, 
dari sisi sosial kini keadaan di bidang permukiman sudah karena itu menjadi sasaran perebutan yang seru. Hal ini, bila tidak diatur 
membaik, karena kemakmuran ekonomi telah pemerintah secara adil, mutlak akan dimenangkan segelintir investor 
memungkinkan lebih banyak masyarakat terutama di besar. Tidak jarang tanah yang luas di tengah kota dibebaskan investor 
kota yang mampu membeli rumah sendiri. Namun, lalu lama didiamkan sebagai tanah kosong yang dipagari. Sementara para 
benarkah peningkatan aspek ekonomi itu secara remaja kota sulit mencari tanah lapang untuk berolah raga menyalurkan 
otomatis meningkatkan kondisi sosial budaya energinya. Di negara Pancasila ini, tanah tidak selayaknya dijadikan 
masyarakat kita? Catatan berikut mungkin bisa menjadi komoditi biasa, tapi harus selalu dilihat nilai sosialnya. Karena itu, ide 
renungan. bank tanah yang dikuasai pemerintah merupakan kebijakan yang ideal 
Pertama, soal munculnya kota-kota baru yang dan sangat menentukan situasi sosial di masa depan. 
diciptakan pihak swasta. Tidak dapat dipungkiri, kini Ketiga, situasi komonitas yang semakin tidak mandiri dan 
kemungkinan orang membeli rumah sendiri sudah jauh tergantung pada pemerintah. Masalah permukiman tak hanya sekadar 
berkembang. Kemampuan ini terutama ada di kelas masalah harga tanah dan harga bahan bangunan. Tetapi perlu juga dilihat 
“menengah, tetapi konsep rumah susun yang kelas kondisi sistem interaksi antar warga masyarakatnya. Sekarang terasa 
menengah di tengah kota belum berkembang. Akibatnya, bahwa komunitas (lingkungan ketetanggaan) di kota mengalami 
perumahan kelas menengah tersebar di pinggir kota. penurunan mutu hubungan sosial yang akut. Komunitas yang sudah 
Berbeda di negara maju, suburbanisasi yang terjadi di diorganisasikan dalam satuan-satuan RT/RW, ternyata tak dapat berperan 
perkotaan kita tidak diikuti secara baik oleh penyediaan sebagai organisasi masyarakat yang sanggup mengurusi dirinya secara 
prasarana, karena suburban itu dibangun oleh swasta mandiri. Bahkan, RT/RW cenderung hanya menjadi semacam aparat | 
dan perencanaan pemerintah sering tidak dapat administrasi Pemda. Di negara maju seperti Singapura, Korea, Taiwan, 
mengendalikannya secara ketat. Swasta tampaknya Jepang dan Kanada, organisasi komunitas dikembangkan menjadi suatu 
membangun seenaknya, sehingga menimbulkan kekuatan bagi masyarakat setempat untuk mengorganisasi berbagai 
. kantong-kantong perumahan menengah tanpa prasaran kegiatan yang menguntungkan masyarakat dan memecahkan masalah- 
jalan yang memadai. Kemacetan merajalela. — masalah sosial yang dihadapinya seperti: penyediaan fasilitas rekreasi, 
Pengembangan suburban yang pesat tanpa `. pengembangan hobi dan bakat, keamanan, penitipan anak, perbaikan 
dilengkapi mass rapid transit (MRT)- seperti di negara lingkungan, kebersihan lingkungan, penghijauan, pemecahan konflik 
maju, menyebabkan in efisiensi dalam penggunaan intern, pembinaan pemuda penganggur, bahkan melakukan usaha 
kendaraan pribadi, konsumsi energi, waktu dan bersama seperti koperasi dan industri kecil yang dapat meningkatkan : 
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menghasilan warga. 

Sedang masyarakat Jakarta, tampak pasrah 
fengan keadaan kehidupan ketetanggaan mereka, 
karena mereka menganggap di masyarakat kota yang 
serkembang seperti ini orang sangat individualis, orang 
ek punya waktu lagi sehingga kegiatan yang bersifat 
mtongroyong tak mungkin ditegakkan lagi. 

Pembangunan komunitas baru di real estate kini 


»ga jarang yang memperhatikan aspek kemandirian : 


komunitas. Semua telah diatur dan tergantung deve- 
per, sehingga warganya merasa tidak perlu memper- 
kuat interaksi sosial antar mereka. Bahkan, di kom- 
seks perumahan itu, kurang sekali pengembangan 
“bungan sosial dengan masyarakat sekitar kompleks 


Bila kesadaran akan kekuatan 
komunitas ini digalakkan kembali, maka 
masyarakat akan dapat memecahkan 
masalah mereka sendiri tanpa tergantung 
ser: pemerintah dan pemerintah kota pun 
ikan lebih ringan bebannya. 

Keempat, kurang diidentifikasikannya 
serbedaan kebutuhan masyarakat dari 
berbagai strata dan fungsi-fungsinya dalam 
kehidupan kota. Masalah kekumuhan di 
kota, seringkali menimbulkan “kepanikan” 
zara pengelola kota, lalu timbul keinginan 
atuk memecahkannya dengan mencontoh 
negara maju dengan konsep rumah susun. 
Namun, masalah sosial yang melatarbe- 
kangi muncul dan berkembangnya daerah 
bamuh tersebut sebenarnya amat kompleks. 
Yang perlu dilakukan bukan “eradication” 

melenyapkan), tapi mengurangi secara 
bertahap dan menggunakan berbagai pende- 
katan “antara” yang lebih realistis, misalnya 
dengan program perbaikan kampung. 

Sebelumnya, perlu diidentifikasi 
secara teliti, siapa saja yang menghuni 
serah tersebut, apa pekerjaannya dan apa 
fangsi pekerjaan tersebut bagi kehidupan 

kota secara keseluruhan. Lalu dipertimbang- 
kan, apakah mereka mampu tinggal di 
rumah susun, tanpa mengganggu kelang- 
sangan kehidupan perekonomiannya. Pen- 
“ne pula, apakah rumah susun secara potensial mampu 
menampung seluruh jumlah penduduk kampung 
sebelumnya? 

Sebuah penelitian menunjukkan, penduduk 
daerah kumuh ternyata memiliki fungsi sebagai 
penyedia barang dan jasa (terutama makanan) yang amat 


murah bagi penduduk kelas bawah dan kelas menengah 


kota (seperti karyawan rendahan, menengah, buruh, 
supir dan sebagainya). Jika karena tidak mampu tinggal 
Š ramah susun para penyedia jasa ini terpaksa harus 
menyingkir ke RSS di pinggir kota yang amat jauh dan 
beruk sistem transportasinya, maka fungsi mereka akan 
terganggu dan kehidupan kota secara keseluruhan juga 
akan terpengaruh. | | 
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DALAM MASYARAKAT 
YANG MAJEMUK INI, 
KEMAJEMUKAN SUKU 
TIDAK LAGI MENONJOL 
SEBAGAI BIANG KELADI 
KONFLIK. TETAPI KINI 


TELAH BERPINDAH KE 
FAKTOR KELAS SOSIAL, 
KARENA PERBEDAAN 
ANTAR KELAS LEBIH 
TAMPAK DAN LEBIH 
MENYAKITKAN. 
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Cara terbaik untuk meningkatkan kondisi hidup mereka dan 
kondisi kota adalah dengan memperbaiki kondisi fisik kampung mereka 
tanpa harus melemparnya ke luar kota. Bila rumah susun di masa depan 
akan menjadi pilihan di kota-kota besar, maka harus dicari konsep rumah 
susun yang memungkinkan kelompok miskin tersebut beradaptasi di 
tengah kota. Mengutamakan kelompok elit dan bangunan elit 
(gentrifikasi) di pusat kota tidak selalu merupakan pihak terbaik, apalagi 
untuk kondisi kota-kota kita di mana kelompok berpenghasilan rendah 
masih mayoritas. 

Kelima, Kecenderungan segregasi permukiman. Segregasi 
permukiman adalah gejala sosial yang dihindari mana-mana. Tetapi di 
kota-kota besar kita, gejala ini tampaknya berkembang subur. 

Konsep 1:3:6 yang dianjurkan pemerintah merupakan cermin dari 
kewaspadaan pemerintah. Yang penting dari konsep ini bukan hanya 
unsur subsidi silangnya itu adalah pertim- 
bangan ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah 
unsur harmoni sosialnya. Namun, para deve- 
loper rupanya hanya mementingkan unsur 
ekonominya, sehingga masih terjadi eksklu- 
sivisme permukiman orang kaya, terutama di 
kota-kota baru. Di kota yang lama orang kaya 
dan miskin masih bisa berada dalam satu RT 
atau RW yang sama. 

Dalam masyarakat yang majemuk ini, 
kemajemukan suku tidak lagi menonjol sebagai 
biang keladi konflik. Tetapi kini telah 
berpindah ke faktor kelas sosial, karena 
perbedaan antar kelas lebih tampak dan lebih 
menyakitkan. 

Pengembangan sistem permukiman tidak 
boleh sepotong-sepotong, misalnya sebagai 
strategi untuk mengatasi masalah kependu- 
dukan saja (menghambat arus urbanisasi), 
meningkatkan lingkungan yang sehat saja, atau 
meningkatkan nilai tambah dari tanah saja. 
Namun, harus merupakan suatu “strategi 
budaya” yang menyeluruh yang menjamin 
kelangsungan budaya kita dengan memper- 
hatikan secara jeli cara hidup dan kebutuhan 
beraneka warga dalam masyarakat. 

Kendali perencanaan dan pengarahan, 
mutlah harus ada di tangan pemerintah, bukan 
pada swasta yang memiliki modal besar. RUTR 
harus benar-benar menjadi patokan yang 
berwibawa, peraturan dan UU dan konsep- 
konsep yang sudah dibuat harus segera dilaksanakan dengan konsekuen, 
seperti konsep bank tanah, konsep 1:3:6, peraturan kawasan siap bangun 


` dan sebagainya. 


Permukiman merupakan suatu budaya yang deni Karena ia 
merupakan basis kehidupan dan kesejahteraan keluarga, akar pergaulan 
sosial dan merupakan indikator perbedaan sosial yang amat nyata 
(mudah dilihat dan gampang menimbulkan kecemburuan sosial). Karena 
itu, aspek ini harus disadari nilai strategisnya dalam pembangunan sosial 
budaya bangsa. Hendaknya, analisis mengenai soal ini jangan hanya 
dititikberatkan pada aspek ekonomi dan fisik semata. Begitu pula 
penelitian sosial hendaknya tidak dianggap sebagai batu penghambat 
bagi pembangunan di bidang permukiman, tetapi harus dilihat sebagai 
petunjuk bagi adanya kesalahan konsep dan akibatnya di masa depan & 

Penulis, Kepala Laboratorium Sosiologi Fisip UI, Depok. 
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| KEPULAUAN SERIBU 


KAYA POTENSI 
NAMUN SARAT 


D 


impi Benny Sumampauw men- 

jadikan P. Bira Besar sebagai 

objek wisata laut unggulan di 
Kepulauan Seribu, sejenak terusik. Rekan 
dekat mantan pengusaha tekstil Robby 
Tjahjadi itu tak bisa mengulang kisah suk- 
sesnya seperti ketika menanamkan modal- 
nya di Christmas Island. Pulau di kawasan 
perairan Australia ini dikembangkannya 
menjadi objek wisata laut dengan salah satu 
fasilitasnya arena judi casino. 

Di P. Bira Besar, melalui PT Pulau 
Seribu Paradise (PSP), Benny telah menye- 
lesaikan pembangunan padang golf 9 
lubang yang memakan lahan 10 ha. Juga 
bungalow-bungalow mewah berpendingin 
udara (AC) dan televisi. Tersedia pula 
fasilitas kolam renang dan restoran bagi 
pengunjung pulau. Untuk membangun itu 
semua PT PSP harus mengorbankan 
kehijauan P. Bira Besar dengan menebangi 
pohon-pohon besar yang tumbuh di atasnya. 

Adalah Menteri Negara Kependu- 
dukan dan Lingkungan Hidup Sarwono 
Kusumaatmadja, yang menyampaikan pe- 
nyesalan Presiden Seoharto atas “perusa- 
kan” P. Bira Besar itu kepada pers. Menu- 
rut Sarwono, Kepala Negara meminta agar 
developer yang bersangkutan merehabilitasi 
pulau tersebut. Jika tidak bersedia akan 
diajukan ke pengadilan. Pembangunan di 
P. Bira Besar itu, lanjut Sarwono, sebenar- 
nya tidak mendatangkan keuntungan bagi 
pengusaha. Justru yang terjadi adalah 
perusakan lingkungan yang mengancam 
cadangan sumber air di pulau tersebut. 
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Reaksi keras yang mengecam pemba- 
ngunan padang golf itu pun bermunculan 
dari berbagai kalangan, seperti DPRD DKI 
Jakarta dan Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (Walhi). Mereka menilai, kesa- 
lahan PT PSP adalah telah membangun 
padang golf sebelum studi Amdalnya 
selesai. Dengan tidak adanya studi Amdal 
ini, developer bertindak seenakanya dengan 
menebangi pepohonan yang ada dan 


| Potensi Kepulauan 
| Seribu sebagai objek 


| wisata laut dapat lebih : 


| dikembangkan lagi. 
Namun sejumlah 
kendala mengha- 

B dangnya. Investor 
s yang akan masuk 

E dipersulit? 


mengalihkan kewajiban penyerahan 40 
persen lahannya bagi kepentingan umum ke 
pulau, yakni P. Panjang Besar —masih 
gugusan Kepulauan Seribu. 
“Pembangunan di P Bira harus 
dihentikan. Karena daerah itu termasuk 
zona inti Taman Laut Kepulauan Seribu 
yang tertutup bagi segala pemanfaatan,” 
kata Arimbi HP, manajer Program Pengem- 
bangan Amdal Walhi. Cara terbaik mereha- 


es P. Bira Besar, katanya, hanyalah 
vergen menghutankan kembali pulau 
geest agar fungsinya sebagai resapan air 
rerjaga. Karena, akibat pembangunan 
Wang golf dan bungalow itu, vegetasi 
me yang sebelumnya ada, kini meng- 
= e “Untuk menyelamatkan P. Bira 
ear, pembangunan di kawasan itu harus 
«sera dihentikan,” tegasnya. 
sementara Wakil Ketua DPRD DKI 
mwenandar meminta agar Pemda DKI 
Warta membatalkan kesepakatan dengan 


a gn 
enh, 


wmeetola Pulau Bira Besar. Lahan selus 40 
sen yang harus diserahkannyua kepada 
este pun harus tetap di pulau tersebut dan 


se Soteh dialihkan ke pulau lain.” Biarkan 
we lahan yang 40 persen tetap berada di 
x sekali pun harus mengurangi padang 
tw ‘aya, katanya. Lahan yang harus 
"serahkan oleh developer itu peruntuk- 
verve bagi fasilitas sosial. 
Setelah diserang dari sana-sini, 
ssernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, 
mm angkat bicara. Ia mengakui memang 
"adi pelanggaran dalam kasus Pulau Bira 
“esar, namun penyelesaiannya harus 
—_ kukan secara proporsional. Karena 
smbangunan lapangan sudah berlanjut, 
menurut Surjadi, ada aturan-aturan yang 
yesus diikuti. Permasalahannya harus pula 
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dilihat secara proporsional, di mana 
sesungguhnya pelanggaran terjadi. Hal-hal 
yang merugikan lingkungan, harus diambil 
tindakan. “Tapi tidak boleh matikan ini, 
matikan itu. saya minta masalah Pulau Bira 
Besar diteliti betul-betul. Hasil penelitian 
akan disesuikan dengan penelitian yang 
sudah ada,” kata Surjadi. 

Pendapat Surjadi ini 
tampaknya cukup bijak 
karena terkesan tidak 
memihak developer yang 
memohon perijinan dan 
Pemda DKI selaku pem- 
beri ijin. Sikap semacam 
ini memang layak ditun- 
jukkan, karena kalau 
mengacu pada pendapat 
PT PSP selaku developer 
tunggal di P. Bira Besar, 
pembangunan padang 
golf yang dilakukannya 
tidak melanggar perijin- 
an. Artinya, pembangun- 
an padang golf di P. Bira 
Besar sesuai dengan Surat Ijin Penunjukkan 
Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dike- 
luarkan Pemda DKI Jakarta pada 1973 dan 
diperbarui 6 Januari 1994. 

“Pemda DKI tentunya punya 
pertimbangan tertentu mengapa di P. Bira 
Besar dapat dibangun lapangan golf,” kata 
Kepala Bidang Hukum PT PSP, Jafar 
Tirtoseno, seperti dikutip Kompas. Cuma, 
kesalahan fatal PT PSP tidak memiliki 
persetujuan Amdal pembangunan padang 
golf dari Komisi Amdal DKI. Amdal yang 
pernah diajukan oleh PT PSP melalui kon- 
sultannya, dikembalikan sampai tiga kali 
Komisi Amdal DKI untuk perbaikan. 

Kesalahan lain perusahaan itu adalah 
melanggar undang-undang No. 5/1990 
tentang konservasi sumber daya alam dan 
hayati ekosistemnya dengan membangun 
dermaga kayu yang menghadap ke dalam 
Zona Inti III TNKS. Berbagai aktivitas di 
dermaga dikhawatirkan akan menimbulkan 
pencemaran minyak, sampah, dan lainnya. 
Meskipun Komisi Amdal telah meme- 
rintahkan agar dermaga ini tidak difungsi- 
kan, pihak developer tetap menggu- 


nakannya. PT PSP juga dituding telah 
mengambil terumbu karang dan pasir di 
seputar pulau untuk membangun dermaga 
dan menguruk sebagian pulau. 

Silang pendapat pembangunan di 
P.Bira Besar mau tak mau memang me- 
ngundang tanda banyak pihak. Mengapa 
masalah itu baru muncul 
ke permukaan setelah 
pohon-pohon di P. Bira 
Besar ditebangi dan 
padang golfya jadi? 
Bukankah Pemda DKI 
dapat segera menyetop 
pembangunan pada 
tahap-tahap awal pem- 
bangunan sehingga tidak 
merugikan pihak devel- 
oper, misalnya, dengan 
keharusan membongkar 
padang golf yang sudah 
ada dan menelan biaya 
yang tidak kecil. Dengan 
sikap Pemda DKI ini, 
sejumlah pengusaha 
mempertanyakan kepastian hukum 
berusaha, khususnya bagi mereka yang 
ingin berinvestasi dengan memaksimalkan 
pemanfaatan Kepulauan Seribu sebagai 
objek wisata laut. Dengan mencuatnya 
kasus tersebut, mereka merasa Pemda DKI 
terkesan mempersulit masuknya pengusaha 
ke kawasan tersebut. 

Namun, kepada Properti Indonesia, 
Kepala Dinas Pengawasan dan Pem- 
bangunan Kota (DP2K) Ir. Suharto 
Prodjowijono , menyangkal kesan tersebut. 
“Asal memenuhi aturan tidak akan diha- 
langi,” katanya. Aturan yang dimaksud, 
selain SIPPT, planning kota, atau IMB, de- 
veloper harus memiliki persetujuan Amdal 
dari Komisi Amdal DKI. “ Amdal ini harus 
dimiliki dulu sebelum planning,” lanjutnya 
mengingatkan. 

Kebutuhan akan lahan pulau sebagai 
objek wisata laut memang makin meningkat 
dari waktu ke waktu. Inilah yang tampaknya 
berdampak pada penyimpangan peraturan. 
Pulau-pulau yang bukan diperun-tukkan 
bagi pengembangan wisata, diserobot juga 
untuk mendirikan cottage dan bungalow. 
Ijin-ijin yang seharusnya dimiliki, 
diabaikan. “ Ada beberapa orang pengusaha 
yang yang pernah datang ke sini 
menanyakan harga tanah,” kata Sadimin, 
Sekretaris Desa Kelurahan Pulau Untung 
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Jawa. Padahal peruntukan pulau tersebut 
bagi permukiman. 

Sebelum kasus P. Bira Besar men- 
cuat, Pemda DKI pernah melakukan 
pembongkaran pada villa milik PT Jakarta 
International Hotel di Pulau Macan karena 
dibangun tanpa IMB. Dan Pemda DKI akan 
terus melakukan penerbitan pada berbagai 
fungsi bangunan yang tidak memiliki doku- 
men perijinan lengkap. Namun demikian 
toh tetap saja satu dua pengusaha melang- 
garnya. Pemda DKI kemudian menge- 
luarkan Perda No. 11/1992 yang mengatur 
tatacara membangun di Kepulauan Seribu. 
Salah satunya adalah ketentuan bahwa yang 
mengelola pulau harus badan hukum, bukan 
pribadi-pribadi. 

Di dalam Rencana Bagian Wilayah 
Kota (RBWK) Kepulauan Seribu sebe- 
narnya sudah jelas peruntukan seluruh 110 
pulau di sana. Sebanyak 45 pulau 
diperuntukkan bagi rekreasi dan pariwisata, 
9 pulau permukiman penduduk, 14 pulau 
untuk penyempurna hijau bangunan (PHB), 
dan 42 pulau untuk penyempurna hijau 
umum (PHU) cagar alam. Tidak diketahui 
pasti berapa jumlah SIPPT yang telah 
dikeluarkan Pemda DKI kepada developer 
yang mengembangkan P. Seribu. “Saya 
lupa angkanya karena itu kan sudah berl- 
angsung sebelum saya menjabat,” sahut 
Kepala DP2K Pemda DKI Suharto 
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Liputan KHUSUS 


Prodjowijono. 

Kepulauan Seribu terdiri atas 4 kelu- 
rahan, yakni Kel. P. Untung Jawa (215 ha), 
Kel. P. Tidung (175 ha) , Kel. P. Panggang 
(98 ha), dan Kel. P. Kelapa (698 ha). Dari 
keseluruhan angka itu, luas kepulauan yang 
berpenghuni mencapai 118 ha. 

Dari sektor pariwisata, Kep. Seribu 
memiliki berbagai asset berharga. Misal- 
nya, sumber daya alam perairan beserta 
biotanya, banyaknya pulau-pulau yang 
masih hijau oleh pepohonan dan kosong, 
dan lokasi yang langsung berhadapan 
dengan Ibukota Jakarta. Hal ini sangat 
potensial menarik pasar pariwisata yang 
masih menganga lebar. 

Namun tak dapat dipungkiri, potensi 
yang berharga itu masih menghadapi 
kendala dalam pengem-bangannya. 
Kendala tersebut misalnya terbatasnya 
jumlah dan kualitas air bersih serta 
rendahnya daya dukung fisik pulau 
sehingga membatasi penggunaan bangun- 
an dan aktivitas darat. Kendala lain yang 
cukup menganggu adalah pencemaran 
limbah sampah atau minyak dari daratan 
Jakarta yang mengganggu kejernihan dan 


verdrogen vergen aia io 


keindahan perairan laut Kep. Seribu. Yang 
cukup dibuat pusing oleh limbah ini adalah 
pengelola P. Bidadari dan P. Ayer yang pal- 
ing dekat ke Jakarta. Setiap harinya tidak 
kurang dari 5 ton sampah singgah ke sini 
dan mengotori lingkungan kedua pulau. 
Untuk mengatasi kendala tersebut 
menurut Thomas Hartono, Manage: 
Pengelola Pulau Ayer, pihaknya mengang- 
kat sampah tersebut ke darat dan menjadi- 
kannya pupuk kompos . “Hasilnya cukup 
baik untuk memupuk tanaman di sini,” 


katanya. Sementara untuk menyiasati 


kecilnya koefisien dasar bangunan (KDB) 
developer membangun cottage terapung 
yang menjorok ke tengah laut. P. Ayei 
memiliki sekitar 35 cottage terapung dan P 
Bidadari memiliki 11 cottage terapung. 

Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarté 
Utara, Wiyanto, mengakui bahwa peman: 
faatan Kep. Seribu sebagai objek wisata lau 
belum tergarap secara optimal sesua 
dengan kebutuhan wisatwan lokal maupui 
mancanegara. Namun demikian, jumlal 
wisatawan lokal dan mancanegara yang 
singgah ke Kep. Seribu cenderung me 
ningkat. Pada 1992 misalnya 118.090 oran 
dan meningkat menjadi 122.090 orang pa 
1993. Di Pulau Seribu umumnya merek 
menikmati olahraga berselancar, mema 
cing, menyelam, atau snorklingMHS 
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beter 


DEVELOPER 


LIPUTANKHUSUS 


DI DARAT SAJA PUSING 


APALAGI DI LAUT 


Bisnis properti di laut tak semudah di darat. 


Inilah kesan sebagian developer. 


idarat saja sudah pusing, 
apalagi di laut.” kata-kata itu 
diucapkan Ismail Sofyan, 
Presiden Direktur PT Metropolitan Devel- 
pment, ketika ditanya kemungkinan me- 
sgembangkan bisnis resort ke Kep. Seribu. 
Di lihat dari potensi alamnya, menurut 
»fyan, memang Kep. Seribu dapat lebih 
ikembangkan lagi. Namun ia merasa 
"usnis resort bukanlah bisnis utamanya. 
Hal senada disampaikan Edwin 
Kawilarang, Presiden Direktur Abadi Guna 
Papan. Ia menilai untuk investasi di Kep. 
Seribu perlu diperhitungkan kelayakannya. 
Kalau dari segi bisnis sudah masuk, ting- 
zal mempertimbangkan segi teknisnya,” 
katanya. Namu agaknya dia pesimis melihat 
perkembangan resort di Kep. Seribu. 
Bagaimana mau bisa hidup kalau turis 
ang datang hanya seminggu sekali,” 
setusnya. 
Mengembangkan Kep. Seribu sebagai 
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suatu objek wisata bahari terpadu, pun 
bukan hal yang gampang, tambah Edwin. 
Alasannya, sudah terlalu banyak investor 
yang masuk ke sana dan mereka cukup 
kewalahan untuk meningkatkan occupancy 
rate-nya dari angka 35-an persen dari total 
kamar yang tersedia. ° Kalau mau dibilang 
tekor, ya, tekor. Mereka bilang, ternyata or- 
ang kita lebih suka pergi ke darat,” tambah 
Herman Sudarsono, Direktur Utama PT 
Duta Putra Mahkota mengutip keluhan 
temannya yang membuka cottage di Kep. 
Seribu. 

Menurut data dari Sudin Pariwisata 
Jakarta Utara, ada sekitar 24 pulau di Kep. 
Seribu yang telah dikembangkan developer 
swasta untuk membangun cottage beserta 
segala fasilitas pendukungnya. Benny 
Sumampau, melalui PT Pulau Seribu Para- 
dise, misalny, mendapat SIPPT untuk 
mengelola Pulau Bira seluas 30 ha dan 
belasan pulau lainnya sejak 1973 dan 


diperbaharui pada awal tahun 1994. Devel- 
oper lain yang telah masuk ke Kep. Seribu 
adalah PT Sarotama Prima Perkasa (Grup 
Napan) mengelola P. Ayer (5,8 ha), PT 
Seabreeze (Grup Jaya) mengelola P. 
Bidadari (3 ha), PT Jakarta Hotel Interna- 
tional Hotel mengelola P. Matahari (6 ha), 
PT Buana Bintang Samudra mengelola P. 
Putri (4,5 ha), PT Pulau Seribu Marine Re- 
sort mengelola P. Antuk Timur, P. Antuk 
Barat, dan P. Sebaru Kecil). 

Para pengelola resort di atas umum- 
nya mengakui bahwa dengan keunggulan- 
nya masing-masing, persaingan antar re- 
sort hampir tidak terasa. “Dengan mengin- 
car segmen menengah bawah, kami tidak 
merasa bersaing dengan P. Ayer,” kata 
Azhari, Manager Pengelola P. Bidadari 
yang merupakan pulau terdekat ke daratan 
Jakarta atau hanya satu jam jarak tempuh 
dengan kapal motor. Menyadari pulaunya 
terlalu dekat dengan Jakarta sehingga 
gampang terkena limbah sampah dan ko- 
toran lainnya, P. Ayer memberikan pela- 
yanan dengan berbagai atraksi hiburan, me- 
nyediakan kolam renang, dan memper- 
indah 54 cottage dan bungalownya. “Cara 
inilah yang tepat untuk kami di banding 
pulau lain yang memiliki keindahan laut- 
nya,” kata Thomas Hartono, Manajer Pe- 
ngelola P. Ayer. Namun, memang tak mu- 
dah mendongkrak tingkat hunian resort. 
Pada saat akhir pekan, pulau ini hanya 
mampu mencapai tingkat hunian 45-48 
persen. Sementara P. Bidadari, dengan 
jumlah 42 cottage mencapai tingkat hunian 
30-40 persen pada saar akhir pekan. Demi- 
kian pula pengelola P. Putri, P. Matahri, dan 
P. Antuk, masing-masing hanya mampu 
mencapai tingkar hunian 45 persen dan 
54,5 persen pada saat akhir pekan. 

Kalau begitu, agaknya benar apa kata 
Herman Sudarsono, bahwa masyarakat kita 
masih lebih senang jalan-jalan di darat dari- 
pada ke laut (pulau) karena alasan kemu- 
dahan transportasi, murah, dan meriah. Se- 
mentara ke pulau, selain biaya transportasi 
dan akomodasinya relatif tinggi, ada pula 
gangguan cuaca ombak besar yang tidak se- 
mua orang berani menempuhnyaBBN/HS 


ee 
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Penyusunan AMDAL yang 
baik dan yang telah disetujui 
tidak akan bermanfaat bila 

ternyata sang pemrakarsa 


kegiatan-kegiatan yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah 
tercantum dalam dokumen- 
dokumen AMDAL tersebut. 


Opini 


Masalah AMDAL 


ternyata melakukan 


Bira, sebuah pulau di kawasan Kepulauan 

Seribu, Jakarta Utara, ditolak oleh Komisi 
AMDAL DKI setelah sempat dipresentasikan sampai 
tiga kali. Dikabarkan, kajian AMDAL padang golf 
tersebut gagal menjawab masalah-masalah peng- 
gunaan pestisida yang berbahaya, penggunaan air dan 
susunan baru tata guna lahan di pulau tersebut (The 
Jakarta Post, 16 Pebruari 1995). 

Baru-baru ini seorang pengusaha menghubungi 
kami untuk membantu penyelesaian penyusunan 
AMDAL bagi kawasan wisata yang direncanakannya. 
Satu hal yang sungguh menyejukkan hati adalah 
permintaan sang pengusaha agar AMDAL yang akan 
dilaksanakan tersebut adalah AMDAL yang disusun 
bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan perizinan 
yang ditetapkan pemerintah, tetapi AMDAL yang 
dapat memberi masukan-masukan untuk pengelolaan 
kawasan wisata tersebut. Tampaknya sang pengusaha 
justru ingin memanfaatkan benar konsep-konsep hijau 
dalam dunia wisata yang mulai berkembang akhir- 
akhir ini melalui dokumen-dokumen AMDAL ter- 
sebut. Memang, kawasan wisata yang akan dikem- 
bangkannya diarahkan pada penerapan konsep-konsep 
ekowisata (ecotourism), sehingga ia sadar betul 
bahwa selain memerlukan kajian kelayakan ekonomis 
dan teknis, suatu kajian kelayakan lingkungan (dalam 
bentuk AMDAL) akan sangat membantu usahanya. 

Terlepas dari rencananya untuk memanfaatkan 


ke, aru-baru ini AMDAL padang golf di Pulau 


Padang Golf 


trend baru ini, hal yang sangat positif dalam kerjasama kami adala 
bagaimana sang pengusaha membantu kami dalam penyusuna 
AMDAL bagi rencana usahanya. Sang pengusaha begitu terbuk 
terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakannya. Memang tidak ac 
jaminan bahwa dokumen-dokumen AMDAL yang dihasilkan pas 
akan disetujui oleh Komisi AMDAL yang berwenang bagi kegiata 
tersebut, tetapi peran serta sang pengusaha sangat membant 
penyelesaian penyusunan dokumen-dokumen tersebut. 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (disingkat AMDAI 
pada pokoknya adalah suatu kajian mengenai kemungkinan perubaha 
karakteristik-karakteristik sosio-ekonomi dan bio-fisik lingkunga 
akibat kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Seperti disebutka 
disini, lingkungan tidak hanya terdiri dari udara, air, tumbuhan, da 
hewan saja, tetapi seluruh keadaan alami dan yang telah diuba 
manusia, serta proses-proses atau interaksinya. | 

Kita lepaskan segala pendekatan teoretis di dalam penyusuna 
dokumen-dokumen AMDAL tersebut dan mari menekankan pada ap 
yang dapat dilakukan sang pengusaha, sebagai pemrakarsa kegiatar 
dalam penyusunan AMDAL ini. 

Pertama-tama perlu dipahami bahwa penyusun AMDAL tida 
harus suatu kelompok atau perusahaan konsultan. Pemrakarsa dapa 
saja menunjuk stafnya sendiri untuk menyusun AMDAL asalka 
mereka memiliki kualifikasi yang memadai untuk bidang-bidan 
kajian yang terkait dalam penyusunan AMDAL tersebut. Bila hal in 
tidak dapat dipenuhi, penggunaan jasa perusahaan konsultan yan 
khusus menangani hal ini memang tidak dapat dihindarkan. Dalan 
hal ini, konsultan bertindak atas nama pemrakarsa dalam pengajua: 
kajian AMDAL atas kegiatan-kegiatan yang direncanakannya kepad 
komisi AMDAL yang berwenang. 

Oleh karena AMDAL merupakan kajian kelayakan lingkunga 
terhadap rencana kegiatan, keberhasilan penyusunannya bergantun: 
pada pemahaman penyusun AMDAL akan seluruh rincian rencan: 
kegiatan yang akan dilakukan pemrakarsa. Tanpa informasi lengka; 
mengenai rencana kegiatan, tidak ada AMDAL yang dapat disusun 
Biasanya, proposal teknis yang lengkap sudah memadai. Walaupur 
demikian, informasi-informasi yang mengarah pada pengelolaa: 
lingkungan yang optimal masih diperlukan sehingga komunikasi yan; 
baik antar konsultan dan pemrakarsa sangat membantu. 

Meskipun sang pemrakarsa cukup terbuka mengena 
rencananya, dapat juga terjadi bahwa sang pemrakarsa mempunya 
keterbatasan-keterbatasan dalam memformulasikan rencana-rencan: 
kegiatan yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan penyusunar 
AMDAL. Apabila demikian halnya, konsultan penyusun AMDAI 
atas dasar penjelasan-penjelasan yang disampaikan pemrakarsi 
berusaha memformulasikan rencana kegiatan tersebut dar 
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mengkomunikasikan kembali hasil formulasi tersebut 
vepada pemrakarsa. Pemrakarsa harus memeriksa 
“engan teliti hasil formulasi tersebut dan memperbaiki 
seperlunya, karena apa yang tertera dalam formulasi 
rencana kegiatan tersebut merupakan hal yang meng- 

«at secara hukum dalam pelaksanaan kegiatan- 
vegiatan-nya kelak. Penyusunan AMDAL yang baik 
Tan yang telah disetujui tidak akan bermanfaat bila 
ternyata sang pemrakarsa ternyata melakukan 
vegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang 
yeah tercantum dalam dokumen-dokumen AMDAL 
tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran hukum 
terhadap peraturan-peraturan yang terkait 
ngan AMDAL. 

Penolakan AMDAL lapangan golf 
yang dipaparkan pada bagian awal tulisan 
m dapat dijadikan ilustrasi yang menggam- 
“arkan bagaimana kekurang-harmonisan 
«omunikasi antara pemra-karsa dan konsul- 
tan penyusunnya dapat menjadi penye- 
babnya. 

Kajian AMDAL Pulau Bira tersebut 
“dak dapat memuaskan Komisi AMDAL 
mengenai penggunaan pestisida-pestisida 
sang berbahaya. Penggunaan pestisida 
selalu merupakan masalah genting dalam 
pengelolaan lapangan gol, karena penggu- 
sean rumput-rumput eksotis menuntut 
perlakuan perlindungan yang sangat 
mensif di lingkungan pertumbuhan di luar 

sekungan aslinya. Banyak pemrakarsa 
yang tidak bersedia memberikan informasi 
mengenai jenis-jenis pestisida yang akan 
gunakannya dalam pemeliharaan padang 
se fnya. Apapun alasannya, entah karena 
tasan rahasia perusahaan atau karena 
memang belum mempunyai rencana kon- 
tt mengenai tahapan pemeliharaan 
madang golfnya, hal ini merupakan tindakan 
yang tidak dapat diterima. Bagaimana 
Sempak penggunaan pestisida dapat dikaji, 
“la informasi tentang pestisida yang akan 
gunakan tidak ada. Memberi pernyataan bahwa 
penggunaan pestisida akan diminimumkan belum 
memadai, karena jumlah kuantitatif penggunaan 
san (safe use) setiap pestisida berbeda-beda. 

Sesungguhnya, pembatasan informasi mengenai 
rencana penggunaan pestisida demi kerahasiaan 
pengelolaan bukanlah merupakan hal penting lagi. 
'miormasi mengenai pemeliharaan rumput-rumput 
#ksotis sudah sangat meluas, sehingga keunggulan 
kompetitif antar pengelola padang golf lebih terletak 
mada keberhasilan pemasaran terhadap segmen 
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KAJIAN AMDAL PULAU BIRA 
TERSEBUT TIDAK DAPAT 
MEMUASKAN KOMISI 
AMDAL MENGENAI 
PENGGUNAAN AIR DI PULAU 
TERSEBUT. LAPANGAN 
GOLF BANYAK DITUDING 
SEBAGAI PENGGUNA AIR 


AKAL, KARENA MEMANG 


BANYA | RA en BANG! JN 


Opini 


konsumen tertentu. Pemeliharaan itu sendiri sudah merupakan hal 
yang standar. Selain itu, pemberian informasi itu sendiri memungkin- 
kan konsultan AMDAL memberikan alternatif penggunaan bila pes- 
tisida yang akan digunakan dipandang kurang akrab terhadap ling- 
kungan (environmentally unfriendly). Lalu, apa manfaat penggunaan 
pestisida-pestisida yang berbahaya, karena hal ini justru akan menim- 
bulkan kekhawatiran para pegolf yang akan bermain disana. Semua 
saran pemecahan ini tertutup karena ketiadaan informasi tersebut. 

Kajian AMDAL Pulau Bira tersebut tidak dapat memuaskan 
Komisi AMDAL mengenai penggunaan air di pulau tersebut. 
Lapangan golf banyak dituding sebagai pengguna air yang boros. 
Masuk akal, karena memang banyak rancang bangun (engineering 
design) padang golf menyebabkan 
| perubahan-perubahan tata air dalam 
| kompleks rumput-tanah-atmosfir dan 
| cenderung kurang konservatif terhadap 
| penggunaan air. Rumput-rumput yang 
| digunakan memang bukan rumput lokal 
| dan cenderung banyak membutuhkan air. 
| Selain itu, perubahan-perubahan dalam 
| susunan profil tanah sering mengaki- 
| batkan kompleks rumput dan media 
| tumbuhnya terisolir terhadap tata air 
| kawasan, sehingga tidak dapat meman- 
| faatkan potensi sumberdaya air ling- 
| kungan. Buntutnya, semua kebutuhan air 
| tersebut harus dipenuhi dengan irigasi 
| untuk kebutuhan irigasi yang telah 
| meningkat tersebut. 
| Masih banyak pengusaha yang 
| tertutup mengenai rancang bangun 
| pelapisan profil tanah pertanaman 
| rumput golfnya. Hal ini selain meng- 
| hambat masuknya saran perbaikan, juga 
| tidak memungkinkan pembuktian 
f didepan komisi AMDAL mengenai 
| keunggulan-keunggulan (kalau ada!) 
| susunan profil tanah bagian-bagian 
| padang golfnya dari segi konservasi air. 
| Penulis yakin sepenuhnya, bahwa 
| pemecahan teknis mengenai hambatan 
' konservasi air padang golf tersedia secara 
site spesific dapat diperoleh. 

Kedua faktor diatas dibahas dalam tulisan ini sebagai contoh 
bagaimana pentingnya keharmonisan komunikasi antar pemrakarsa 
dan konsultan penyusun AMDALnya. Memahami dengan baik 
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan titik awal yang 
baik dalam penyusunan dokumen AMDAL dan akan menghindarkan 
sang pengusaha pemrakarsa kegiatan dari kemungkinan tuduhan- 
tuduhan terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan akibat 
penyimpangan-penyimpangan antara rencana kegiatan yang tercantum 
dalam dokumen AMDAL dan pelaksanaan kegiatan yang sesung- 
guhnya B Penulis, konsultan senior PT Gayatri Raya Lestari, Bogor. 
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Menyelenggarakan seminar terbatas dua hari 


STRATEGI PENGEMBANGAN 


KOTA-KOTA BARU DI INDONESIA 


Mengkaji Masalah dan Solusinya 


Senin-Selasa, 19-20 Juni 1995, Golden Ball Room - Jakarta Hilton International Hotel 


Keynote Speaker: 
Ir. Akbar Tandjung 
Menteri Negara Perumahan Rakyat Rl/Ketua BKP4N 


Rencana Pembicara 


Hari Pertama: 


Arah Pengembangan Kota-Kota Baru dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang 


Dr. Ir. Budi Cahyati Sugiyoko 

Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 
Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan 
dalam Pembangunan 


Pembicara 


Masalah Penguasaan Lahan dalam Skala Luas bagi Pengembangan Kota- 
Kota Baru 


Ir. Soni Harsono 
Menteri Negara Agraria RI/Ketua Badan Pertanahan Nasional 


Pembicara 


Sejarah Pengembangan Kota-Kota Baru di Indonesia 


Pembicara Ir. Ciputra 


Chairman Sang Pelopor 


Pengembangan Kota-Kota Baru dan Dampaknya terhadap Rencana Tata Ruang 
di Daerah: Pengalaman Daerah Tingkat Il Tangerang 


Kolonel H. Saifullah A.R. 
Bupati Kepala Daerah Tingkat || Tangerang 


Pembicara 


Aspek Tata Ruang dalam Pembangunan Kota-Kota Baru 


Djoko Suyarto Ph.D 

Planologi ITB 

Prof. Dr. H. Danisworo 

Ketua Tim Pengendalian Arsitektur Kota Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 


Pembicara 
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Hari Kedua: 


Masalah Pembangunan Infrastruktur dan Keterkaitannya dalam Pengemba 
Kota-Kota Baru 


Pembicara Ir. Radinal Mochtar 


Menteri Pekerjaan Umum RI 


Masalah Administrasi dan Manajemen Kota-Kota Baru Tinjauan dalam Pers 
Undang-Undang Pemerintah Daerah 


Yogie S. Memet 
Menteri Dalam Negeri RI 
Penanganan Masalah Dampak Lingkungan dari Pembangunan Kota-Kota 
Ir. Sarwono Kusumaatmadja 
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 
Kemitraan Swasta dan Pemerintah dalam Pengembangan Kota-Kota & 
Pengalaman Pemda Tingkat II Bekasi 
Kolonel H. Moch. Djamhari 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi 
Pengembangan Kota Baru sebagai Faktor Pendorong Pertumbuhan Regi 
Pengalaman Kota Surabaya 
Pembicara Kol.H. Soenarto Soemoprawiro 
Walikota Madya Surabaya 
Aspek Sosial Ekonomi dan Masalah Administrasi Pemerintahan di 
Pengelolaan Kota-Kota Baru 


Dr. Prijono Tjiptoherijanto 

Deputi | Lembaga Administrasi Negara 
Dr. Paulus Wirotomo 

Fisip - UI 


Pembicara 


Pembicara 


Pembicara 


Pembicara 


Biaya Seminar: Rp. 800.000,- (Discount 5 “6 bagi setiap perusahaan 
mengirim lebih dari satu orang dan mendaftar sebelum 5 Juni 1995) 


FORMULIR PENDAFTARAN 


Kepada Panitia Seminar 
PROPERTI INDONESIA 
up : Upit / Yusri/Yadi/Joni 


Telp : 725-5315(hunting), 725-3470, 725-3471, 5304580 (hunting), Fax : 7247203, 5304579 


Saya berminat mengikuti seminar dua hari dengan tema: STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA-KOTA BARU DI INDONESIA 


Mengkaji Masalah dan Solusinya 


Nama ria E AN. ena 

POSS: ; eenen TA SA Pa a ANN NT Alamat : … 
NENGENA ENG AN NN SNN A SN A Tah. sa 

Pembayaran: D Tunai D Transfer; 


nende eden KAP meenten 
Bank Niaga Cab. Jakarta Design Centre 


a.n PT InfoMediatama Selaras, AC No. 391.0727.6.00 


Mohon formulir ini di foto copy untuk peserta kedua dan selebihnya 


